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Rata Peugauntan

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang, atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP Kabupaten
Malinau Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu
pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah
Kabupaten Malinau dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta
menciptakan Good Governance dan Clean Government dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten
Malinau “Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung
Pemerintahan Yang Profesional”.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau Tahun
2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan
pembangunan tahun 2025 serta sekaligus sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk
penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Malinau, 30 Maret 2026
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Vbtitisar Ebosckatyf

Laporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 menyajikan informasi kepada publik atas

kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau ditahun 2025 yang didasarkan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau terdiri atas:

17
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Capaian kinerja indikator kinerja utama tahun 2025 memberikan gambaran keberhasilan
kinerja dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Malinau. Ukuran tingkat tercapainya dan
tidak tercapainya indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab Il

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat disajikan
dalam tabel berikut :

Indik Kinerj 9
ndikator Kinerja Realisasi (%)

No Sasaran Strategis Utama (1ku) Capaian

Meningkatnya Akses

p | danKualitas Indeks Pendidikan 71,24 69,86 98,06%
Pendidikan yang
Merata
Meningkatnya

2 Derajat Kesehatan Indeks Kesehatan 82,01 82,05 100,01%
Masyarakat
Meningkatnya Indeks

3 kesetaraan dan Ketimpangan 0,472 0,48 101,7%
perlindungan dalam | Gender
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pembangunan dan Persentase
kehidupan sosial Kelompok
masyarakat Disabilitas 100 100 100%
mengakses layanan
dasar
Meningkatnya Indeks
Kualitas Kehidupan Pembangunan 58,79 - -
Keluarga dan Kebudayaan
4 Penerapan Nilai-Nilai Indeks
Budaya untuk Pembangunan
mendukung SDM 68,22 53,90 79,01%
yang berkarakter dan ﬁ;fzng
beretika ( )
Tingkat Kemiskinan 6,64 5,56 116,26%
. Tingkat
5 Men.url.mnya Tingkat Pengangguran 3,07 3,42 88,59%
Kemiskinan
Terbuka
Indeks Gini 0,275 0,249 109,4%
Kontribusi sektor
pertanian terhadap 9,77 9,37 95,90%
PDRB
Kontribusi sektor
Meningkatnya perindustrian 2,11 2,07 98,10%
6 pengembangan terhadap PDRB
ekonomi sektor Kontribusi Sektor
unggulan Pariwisata 2,06 2,21 107,28%
terhadap PDRB
Kontribusi Sektor
Perikanan terhadap 0,98
PDRB
Meningkatnya nilai Pertumbuhan nilai
tambah produk produksi
7 . 5,94
olahan pertanian pengolahan sektor
dalam arti luas pertanian
Meningkatnya Pertumbuhan
8 Realisasi nilai realisasi investasi 54,87 -5,4 -9,84%
investasi daerah
Persentase
. infrastruktur
Terwujudnya daerah penunjang
9 infrastruktur . . 26,67 74,69 280%
pendukung investasi Investasi yang
dalam kondisi
mantap
Meningkatnya Rasio Kemandirian 4,30 5,21 121,16%
o Fiskal
10 | kemandirian
ekonomi daerah Laju inflasi daerah 2,5 2,230 89,2%




PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU

Meningkatnya
kapasitas dan

Indeks Konektivitas

11 | kualitas aksesibilitas . 0,50 0,347 69,4%
.. Wilayah
dan konektivitas
antar wilayah
. Persentase wilayah
Meningkatnya L
Pemerataan yang memiliki
12 infrastruktur 43,09 74,69 173%
Infrastruktur Dasar layanan dasar yang
Wilayah baik
Meningkatnya .
13 | Kualitas Lingkungan | Mdeks Kualitas 79,86 87,51 109,58%
. Lingkungan Hidup
Hidup
Meningkatnya
14 kapasitas daerah Indeks Ketahanan 0,49 0,39 79.59%
dalam penanganan Daerah
bencana
Meningkatnya
| ks K
15 | kualitas pelayanan | Indeks Kepuasan 84,32 83,66 99,21%
. Masyaraka
publik
Meningkatnya
16 akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP 72,1 71.17 98,71%
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
17 | keuangan dan aset Opini BPK WTP WTP 100%

daerah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan wujud
pertanggungjawaban pemerintah selama satu tahun anggaran. Terselenggaranya Tata
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan persyaratan utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.
Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malinau
menuju good government dan clean government itulah maka jajaran Pemerintah Kabupaten
Malinau berusaha menyajikan Laporan Kinerja untuk kegiatan Tahun 2025 Laporan Kinerja
ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara
akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2024 ini disusun
dalam empat bab masing-masing Bab | merupakan Pendahuluan, Bab Il berisi Perencanaan
Kinerja, Bab Il berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV berisi Penutup.

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Substansi pelaporan
didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan
perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana

lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya menggambarkan realisasi
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tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam
visi, misi dan program strategis RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Malinau Tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan dengan konsep good governance, selain itu merupakan informasi

penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2024.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU

Kabupaten Malinau merupakan satu kabupaten dari empat kabupaten yang berada di
Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan
Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, vyang dituangkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah otonom di
Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Kondisi Geografi dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Malinau terletak antara 114°3522"” sampai dengan 116°50’55”’ Bujur Timur
dan 1°21’36"” sampai dengan 4°10’55” Lintang Utara. Kabupaten Malinau menjadi salah satu
dari lima Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Berdasarkan Berita
Acara Kesepakatan antara Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau oleh Tim
Penegasan Batas Daerah (TPBD) Kabupaten Malinau, yang merupakan daratan dengan

topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief sehingga menjadikan Malinau sebagai

Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara.
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Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran
wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan
wilayahnya terletak di bagian Utara Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah administratif
Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan 2 Kecamatan Perwakilan yakni Kecamatan
Perwakilan Long Sule dan Kecamatan Perwakilan Malinau Utara Timur dengan 109 desa.
Kabupaten Malinau juga secara langsung berbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia
serta beberapa Kabupaten/Kota, tepatnya Negara Bagian Serawak di sebelah barat,
Kabupaten Nunukan di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung, Berau, Kutai Timur dan
Bulungan di sebelah timur, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Kertanegara

Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan.

Dari lima belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Kecamatan Kayan Hilir
merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yang menyumbang 29,22 persen dari
keseluruhan luas Wilayah Kabupaten Malinau yaitu mencapai 11.370,43 km2. Sedangkan
Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Malinau Kota, yaitu sebesar 114,21 Km2 atau 0,29
persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malinau. Sementara itu Kecamatan Sungai
Boh merupakan Kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau, dengan jarak 277,87 km dari

ibukota Kabupaten.

Tabel 1.1
Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau

Malinau Kota Malinau Kota 6 54 113,06 0,29
Malinau Utara Malinau Sebrang 12 47 1.076,69 2,76
Malinau Barat Tanjung Lapang 9 43 740,57 1,90
Malinau Selatan Long Loreh 9 32 1.025,49 2,63
Mentarang Pulau Sapi 6 34 578,15 1,75
Mentarang Hulu Long Berang 10 13 2.496,74 6,15
Pujungan Long Pujungan 9 21 6.911,28 17,76
Bahau Hulu Long Alango 6 13 3.065,85 7,88
Sungai Boh Mahak Baru 6 15 2.803,04 7,20
Kayan Hulu Long Nawang 5 20 1.971,22 5,07
Kayan Hilir Data Dian 5 15 11.371,94 29,22
Kayan Selatan Long Ampung 5 13 1.373.53 3,53
Malinau Selatan Hulu Metut 8 27 2.345,00 6,02
Malinau Selatan Hilir Setarap 8 21 603,43 1,55
Sungai Tubu Long Pada 5 13 2.444,98 6,28

109 381 38.921,01 100

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Malinau
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Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi
Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan
Utara dengan total luas wilayah + 38.921,01 km2. Apabila GAMBARAN UMUM DAERAH I[I-2
dibandingkan dengan luas Provinsi, luas Kabupaten Malinau sebesar 51,64 persen dari total

keseluruhan luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara (70.101,00 km?2.

Gambar 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

b. Topografi

Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi perbukitan
dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat dari wilayah utara
yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu Gunung Laga Feratu (5.910
m) di Kecamatan Mentarang. Kawasan perbukitan juga terdapat di wilayah selatan
Kabupaten Malinau dengan ketinggian 500-1.500 meter di atas permukaan laut.
Sementara itu dataran rendah terdapat pada sekitar daerah aliran sungai di bagian timur
dari wilayah utara yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, dan Malinau Selatan
sepanjang Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak, dan Sungai Salap.

Kabupaten Malinau memiliki karakteristik topografi yang bervariasi, dengan

wilayah perbukitan yang mendominasi bagian barat dan selatan, serta dataran rendah
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yang tersebar di sepanjang daerah aliran sungai di bagian timur. Berdasarkan data,
kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah Pujungan (1.031,14 mdpl), Kayan
Hilir (914,73 mdpl), dan Kayan Hulu (897,32 mdpl), yang berada di kawasan
pegunungan. Sebaliknya, kecamatan dengan ketinggian terendah adalah Malinau Kota
(56,96 mdpl), Malinau Barat (125,00 mdpl), dan Malinau Utara (224,70 mdpl), yang
terletak di sekitar aliran Sungai Malinau dan wilayah sekitarnya. Dengan rata-rata
ketinggian 587,34 mdpl, Kabupaten Malinau memiliki lanskap yang beragam, yang dapat
berpengaruh terhadap kondisi lingkungan serta pengembangan infrastruktur.
Sedangkan Kecamatan Sungai Boh merupakan kecamatan yang terjauh dari ibu Kota
Kabupaten dengan jarak 277,87 km dan juga berbatasan langsung dengan wilayah
Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Malinau pada tahun 2025 memiliki jumlah penduduk penduduk
88.931 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 46.832 jiwa dan jumlah
penduduk perempuan 42.099 jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau
terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 27.741 jiwa, disusul Kecamatan
Malinau Utara sebesar 16.370 jiwa dan Malinau Barat sebesar 12.148 jiwa. Sedangkan
jumlah terkecil ada di Kecamatan Sungai Tubu sebesar 1.005 jiwa dan Kecamatan
Bahau Hulu sebesar 1.457 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2025

JENIS KELAMIN
NO KECAMATAN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 2 3 4 5
1 Mentarang 3.075 2.813 5.888
2 Malinau Kota 14.375 13.366 27.741
3 Pujungan 1.075 941 2.013
4 | Kayan Hilir 897 690 1.587
5 Kayan Hulu 1.301 1.193 2.494
6 Malinau Selatan 3.019 2.607 5.626
7 Malinau Utara 8.718 7,652 16.370
8 Malinau Barat 6.377 5.771 12.184
9 Sungai Boh 1.379 1.178 2.557
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10 | Kayan Selatan 1.045 969 2.014
11 | Bahau Hulu 796 661 1.457
12 | Mentarang Hulu 1.001 925 1.926
13 | Malinau Selatan Hilir 1.678 1.491 3.169
14 | Malinau Selatan Hulu 1.534 1.352 2.886
15 | Sungai Tubu 565 490 1.055

Jumlah 46.832 42.099 88.931

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2025

C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang
pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan
perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang

strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas

kewenangan wajib meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. Penanganan bidang kesehatan;

6. Penyelenggaraan pendidikan;

7. Penanggulangan masalah sosial;

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;

11. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

Pelayanan administrasi penanaman modal;
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14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
15. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan urusan lain-lain yang
bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi
unggulan daerah.

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 6Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Malinau. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah (Tipe A);
b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
c. Inspektorat Daerah (Tipe A);
d. Dinas Daerah;

e. Badan Daerah;

bl

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan

g. Kecamatan

Sekretariat Daerah terdiri atas:
1.Bagian Hukum
2.Bagian Tata Pemerintahan
3.Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam
5.Bagian Administrasi Pembangunan
6.Bagian Barang dan Jasa
7.Bagian Umum
8.Bagian Organisasi
9.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

10.Bagian Perencanaan dan keuangan

Dinas Daerah terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan (Tipe B);
2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
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5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);
10. Dinas Ketenagakerjaan (Tipe C)
11. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
13. Dinas Perhubungan (Tipe C);
14. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
15. Dinas Pertanian (Tipe C);
16. Dinas Perikanan (Tipe C);
17. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A).
20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Tipe C).

Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Tipe A);
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A);
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B);

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain terdiri dari:
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A)
Kecamatan terdiri dari:

Kecamatan Malinau Kota (Tipe A);

Kecamatan Malinau Utara (Tipe A);

Kecamatan Malinau Barat (Tipe A);

Kecamatan Malinau Selatan (Tipe A);
Kecamatan Mentarang (Tipe A);

Kecamatan Mentarang Hulu (Tipe A);
Kecamatan Pujungan (Tipe A);

Kecamatan Bahau Hulu (Tipe A);
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Kecamatan Sungai Boh (Tipe A);
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Kecamatan Kayan Hulu (Tipe A);
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11. Kecamatan Kayan Hilir (Tipe A);

12. Kecamatan Kayan Selatan (Tipe A);

13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Tipe A);
14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Tipe A); dan

15. Kecamatan Sungai Tubu (Tipe A);

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di
tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal
yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa
mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai
panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam
pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan
daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu
strategis, kita dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun, sebaliknya, jika isu-isu strategis
diabaikan, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan
daerah dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan
daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda
pembangunan jangka panjang menjadi langkah awal dalam merumuskan isu strategis.

Isu strategis juga memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan
prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh
yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan
masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional
maupun daerah. Dengan beberapa penjabaran isu global, nasional dan regional wilayah
Kalimantan Utara, maka terdapat enam isu strategis RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2045
yakni sebagai berikut:

1) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan.
Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Malinau pada periode 2025-2029
menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah. Melalui penerapan
kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Malinau

berusaha untuk mengubah pola ekonomi yang didasarkan pada sumber daya alam

menjadi ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup
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diversifikasi sektor ekonomi, pengembangan industri berbasis teknologi hijau, serta
promosi pariwisata berkelanjutan yang memanfaatkan kekayaan alam dan budaya lokal.
Selain itu, transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Malinau juga menekankan
pada inklusivitas dan pemerataan pembangunan. Langkah langkah ini bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah
pedalaman dan terpencil. Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai,
penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pada usaha mikro, kecil, dan
menengah, Kabupaten Malinau berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan bagi semua warganya.

Pemenuhan infrastruktur pembangunan yang merata, konsisten dan berkualitas.
Pemenuhan infrastruktur yang merata, konsisten, dan berkualitas menjadi isu krusial
dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malinau. Hal ini mengacu pada
kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya tersebar secara
merata di seluruh wilayah, tetapi juga tetap terjaga konsistensinya dalam pemeliharaan
dan peningkatan kualitasnya. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalan, listrik,
air bersih, dan telekomunikasi, menjadi pondasi utama bagi pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Dengan pemenuhan infrastruktur yang merata, setiap warga
di Kabupaten Malinau akan memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar,
meningkatkan mobilitas, konektivitas, dan kesempatan ekonomi di seluruh wilayah.
Selain itu, keberadaan infrastruktur yang konsisten dan berkualitas juga menjadi kunci
untuk menarik investasi, mengembangkan sektor pariwisata, serta memperkuat
ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah daerah
perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam perencanaan, pengembangan, dan
pemeliharaan infrastruktur, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor
swasta. Dengan demikian, Kabupaten Malinau dapat terus maju dalam pembangunan
yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta
memperkuat posisinya dalam arus pembangunan regional dan nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh di segala aspek pemerintahan.
Implementasi transformasi birokrasi berbasis pemanfaatan IT menjadi isu strategis
dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malinau. Dengan memanfaatkan
teknologi informasi secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal ini meliputi

penerapan sistem administrasi elektronik, pembangunan portal dan aplikasi yang

memudahkan akses informasi bagi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk
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mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, transformasi birokrasi
berbasis IT dapat membantu meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat
proses pengurusan perizinan, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara
keseluruhan. Selain itu, implementasi transformasi birokrasi berbasis IT juga memiliki
potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan dan pengawasan terhadap pelayanan publik. Dengan memanfaatkan
platform digital, seperti media sosial atau aplikasi khusus, pemerintah daerah dapat
lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, menerima masukan dan aspirasi, serta
menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan. Dengan
demikian, transformasi birokrasi berbasis IT bukan hanya sekadar alat untuk
meningkatkan efisiensi internal pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk
memperkuat partisipasi publik dan membangun pemerintahan yang lebih responsif dan
akuntabel.

Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Malinau.
Isu strategis akselerasi pengentasan kemiskinan kultural menyoroti perlunya pendekatan
yang holistik dalam mengatasi kemiskinan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga
melibatkan aspek-aspek budaya, sosial, dan psikologis. Kemiskinan kultural mencakup
berbagai faktor seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi etnis, kurangnya akses
pendidikan dan informasi, serta pola pikir dan norma yang membatasi kemampuan
individu untuk mencapai potensinya. Untuk mengatasi kemiskinan kultural, diperlukan
pendekatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, promosi
kesetaraan gender, pelestarian budaya lokal, dan penghapusan diskriminasi. Selain itu,
pentingnya pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata juga menjadi
kunci dalam akselerasi pengentasan kemiskinan kultural. Hal ini meliputi pembangunan
sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pengembangan
ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan aspek-aspek
budaya dan sosial dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan,
diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung bagi setiap individu untuk
mengembangkan potensinya dan mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan.

Isu akselerasi pengentasan kemiskinan kultural menjadi fokus utama dalam
pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau. Kabupaten ini memiliki kekayaan

budaya yang beragam namun juga dihadapkan pada tantangan kemiskinan yang bersifat

tidak hanya ekonomi, tetapi juga kultural. Upaya pengentasan kemiskinan kultural
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membutuhkan pendekatan yang holistik, yang mencakup pemberdayaan masyarakat,
penghapusan diskriminasi, pemenuhan hak-hak dasar, serta promosi kesetaraan gender.
Dalam konteks Malinau, akselerasi pengentasan kemiskinan kultural memerlukan upaya
konkret dalam memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Ini
meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan
yang merata, serta pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Selain
itu, pelestarian dan promosi budaya lokal juga penting untuk meningkatkan harga diri
dan identitas masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi baru melalui pariwisata
dan industri kreatif. Dengan demikian, akselerasi pengentasan kemiskinan kultural
menjadi bagian integral dari upaya membangun Kabupaten Malinau yang berkelanjutan,
inklusif, dan berdaya saing.

Penguatan ketahanan dan keamanan terhadap tindak kejahatan, khususnya Human
Trafficking dan Narkoba

Kabupaten Malinau, sebagai salah satu daerah perbatasan di Kalimantan Utara,
menghadapi tantangan serius berupa jalur ilegal (“rat paths”) yang digunakan oleh
sindikat untuk melakukan human trafficking—terutama pemindahan tenaga kerja ke
sektor perkebunan atau domestik melalui jalur tak resmi. Banyak korban yang tidak
memiliki dokumen resmi, terkecoh janji kerja, lalu terjebak di jalur ini. Selain itu,
Kabupaten Malinau juga rentan terhadap penyelundupan narkoba, seiring dengan
meningkatnya peredaran methamphetamine (shabu) dan ecstasy (narkotika) yang sering
dipantau di perbatasan antarprovinsi maupun antarnegara. Kondisi geografisnya yang
luas dan minim infrastruktur keamanan menjadikan Malinau rawan terhadap kedua
kejahatan transnasional ini.

Dalam menghadapi ancaman ini, Pemerintah Kabupaten Malinau mengambil
pendekatan strategis yang menekankan penguatan sinergi antar-instansi, peningkatan
pengawasan perbatasan, dan pendekatan berbasis masyarakat. Misalnya, pembangunan
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Long Nawang dan sekitarnya menyediakan
titik resmi lintasan yang memungkinkan kontrol lalu lintas manusia dan barang lebih
terarah. Selain itu, kolaborasi lintas batas dengan otoritas negara tetangga (Malaysia)
melalui forum seperti General Border Committee (GBC), dengan ini diharapkan mampu
memperkuat deteksi dan penindakan kasus narkoba dan migrasi ilegal maupun
trafficking. Kemudian perlu adanya upaya dalam memberikan pendampingan terhadap

korban trafficking, mengedukasi masyarakat desa melalui kampanye tentang risiko jalur

ilegal, dan membangun kepercayaan agar masyarakat berani melapor. Hal ini
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mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menciptakan
lingkungan yang aman namun tetap peduli. Dengan pendekatan yang inklusif dan
preventif, diharapkan bukan hanya terhentinya praktik kriminal, tetapi juga
terbangunnya kesadaran kolektif sebuah fondasi kuat untuk mewujudkan ketangguhan
keamanan dan kesejahteraan di Kabupaten Malinau.

Potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon

Kabupaten Malinau menyadari bahwa sekitar sebagian besar wilayahnya merupakan
tanah adat yang telah dipetakan, sehingga pengelolaan pertanahan masyarakat hukum
adat menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah. Tantangan muncul ketika
pengakuan formal atas hak tanah ulayat belum merata di seluruh komunitas, seperti
yang dialami masyarakat Dayak Tenggalan di Desa Belayan yang baru mendapatkan
pengakuan melalui SK Bupati seluas 24.873,96 hektar pada tahun 2024, setelah melalui
proses panjang meliputi kajian sejarah, penetapan batas wilayah adat, hingga verifikasi
lapangan. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 menjadi landasan
hukum penting bagi penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah,
wilayah, dan sumber daya alam, yang diperkuat oleh pedoman teknis Badan Pengelola
Urusan Masyarakat Adat (BPUMA) terkait mekanisme identifikasi, pendaftaran,
verifikasi, dan validasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, akademisi, dan
masyarakat adat sendiri. Pendekatan ini menekankan asas transparansi, partisipasi, dan
keberlanjutan sebagai upaya menyeimbangkan pengakuan hukum dengan pemajuan
budaya lokal. Pengakuan atas tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai legalitas
semata, tetapi juga sebagai penguatan martabat dan kedaulatan masyarakat adat,
sekaligus energi pemberdayaan untuk menjaga lingkungan dan warisan budaya demi
masa depan generasi penerus. Dengan tata kelola pertanahan yang berlandaskan
kebijaksanaan lokal, inklusif, dan transparan, Kabupaten Malinau menempatkan
masyarakat adat sebagai mitra sejati dalam pembangunan, bukan sekadar objek,
sehingga tercipta masa depan yang lebih adil, lestari, dan manusiawi bagi seluruh
lapisan masyarakat.

Potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon

Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara dikenal sebagai salah satu daerah
dengan tutupan hutan tropis yang masih terjaga secara luas dan alami. Sebagian besar
wilayahnya berada dalam kawasan hutan, termasuk hutan lindung, hutan produksi, dan

kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kondisi ini

menempatkan Kabupaten Malinau sebagai daerah dengan potensi signifikan dalam
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penyimpanan dan penyerapan karbon (carbon stock dan carbon sequestration), yang
sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim. Potensi ini bukan hanya bernilai
ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon (carbon
trading) dan program berbasis mekanisme REDD+ yang dapat dimanfaatkan untuk
mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, pemanfaatan potensi hutan Malinau sebagai penghasil karbon memerlukan tata
kelola yang tepat dan terintegrasi. Tantangan yang dihadapi meliputi potensi
deforestasi, degradasi hutan akibat aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan,
serta perlunya kepastian hukum atas hak kelola, termasuk hak masyarakat adat. Oleh
karena itu, diperlukan strategi pengelolaan berbasis sustainable forest management
yang mengedepankan perlindungan ekosistem, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan
pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini akan memastikan bahwa manfaat
ekonomi dari karbon yang dihasilkan tidak mengorbankan fungsi ekologis dan
keberlanjutan lingkungan.

Dengan pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data ilmiah, potensi
hutan Malinau sebagai penghasil karbon dapat menjadi salah satu motor penggerak
ekonomi hijau daerah. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dapat
mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, lembaga internasional, dan
komunitas lokal untuk memonetisasi nilai karbon melalui perdagangan karbon sukarela
(voluntary carbon market) maupun pasar wajib (compliance market). Upaya ini tidak
hanya akan memberikan pendapatan tambahan bagi daerah dan masyarakat, tetapi juga
memperkuat posisi Malinau sebagai pionir pembangunan berkelanjutan yang mampu
menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warganya.
Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah.
Isu jangka menengah di Kabupaten Malinau tentang peningkatan ketahanan kualitas
lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah menyoroti perlunya upaya serius
dalam melindungi lingkungan dan mempersiapkan diri menghadapi dampak bencana
alam yang semakin kompleks. Kabupaten Malinau memiliki kekayaan alam yang besar,
namun juga rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran
hutan. Peningkatan ketahanan lingkungan hidup mengharuskan penerapan praktik-
praktik ramah lingkungan dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan, serta pemulihan dan pelestarian ekosistem yang terancam. Selain itu,

ketangguhan terhadap bencana daerah menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan

pembangunan di Kabupaten Malinau. Ini meliputi penyusunan rencana tanggap darurat
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yang efektif, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terhadap
bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini yang cepat dan akurat. Dengan
memperkuat ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana
daerah, Kabupaten Malinau dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan
berkelanjutan bagi penduduknya serta menjaga keberlanjutan pembangunan dalam

jangka menengah dan panjang.

E. MAKSUD DAN TUJUAN
Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini memberikan
tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Pelaporan Kinerja.

Esensi dari sistem Pelaporan Kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah
perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor publik di Kabupaten Malinau.
Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintahan Kabupaten
Malinau untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten dapat
diwujudkan melalui impelementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang
terencana dan terlaksana baik. Impelementasi sistem Pelaporan Kinerja diawali dengan
penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis
pemerintah Kabupaten Malinau dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan
kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis
tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana
capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun
pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada stakeholder
dalam wujud Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :
1. Pelaporan Kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk
menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden,

Kementerian PAN&RB, Kemendagri, Bappenas, Provinsi Kalimantan Utara, BPKP dan

masyarakat).
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2. Pelaporan Kinerja adalah sarana upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua
fungsi utama Pelaporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dan maksud dan tujuan

penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah sebagai berikut :

» Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Pelaporan
Kinerja 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Malinau atas
capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2024.

> Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadikan Pelaporan
Kinerja 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah
Kabupaten Malinau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap
celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Malinau dapat
merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah

Kabupaten Malinau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025
sebanyak 3.037 orang terdiri dari Pria 1.532 orang dan Wanita 1.505 orang dengan komposisi

menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel data sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan

NO GOLONGAN PRIA WANITA JUMLAH

1 I/a Juru Muda 0 0 0
2 I/b Juru Muda Tingkat | 0 1 1
3 I/cJuru 2 0 2
4 I/d Juru Tingkat | 8 1 9

Jumlah Golongan | 10 2 12
5 II/a Pengatur Muda 15 8 23
6 IIl/b Pengatur Muda Tk.I 32 12 44
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7 Il/c Pengatur 39 22 61
8 II/d Pengatur Tingkat | 97 60 157
Jumlah Golongan i 183 102 285
9 [ll/a Penata Muda 226 209 435
10 I1l/b Penata Muda Tk.I 307 391 698
11 Ill/c Penata 198 284 482
12 [1l/d Penata Tingkat | 334 299 633
Jumlah Golongan il 1065 1183 2.248
13 IV/a Pembina 152 132 284
14 IV/b Pembina Tingkat | 95 79 174
15 IV/c Pembina Utama Muda 26 7 33
16 IV/d Pembina Utama Madya 1 0 1
Jumlah Golongan IV 274 218 492
TOTAL 1.532 1.505 3.037

Sumber: BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2025

G. SISTEMATIKA PENYAIJIAN

Dalam pelaporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sasaran vyang bersifat
strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten
Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun
Anggaran 2025. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas
pada indikator input, output dan outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya
berasal dari APBN dan Loan/BLN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran

kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Pelaporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Malinau selama Tahun 2025. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2025 tersebut
diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2025 sebagai tolak ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikan sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan di

masa datang.
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Sistematika penyajian Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :

Bab |

Bab Il

Bab il

Pendahuluan;

Menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Malinau dan menjabarkan

maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja 2025.
Perencanaan Kinerja;

Menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten

Malinau untuk periode 2025-2029 dan rencana kinerja untuk Tahun 2025.
Akuntabilitas Kinerja;

Disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja,
termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil.
Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan, termasuk analisis terhadap capaian indikator efisiensi dan

efektivitas penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup;

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun

2025 ini dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di

masa datang.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk
periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode
lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan
Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD
Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati
Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat
dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun
2025-2029 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi
rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan
sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai
dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran
strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan
kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan

sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk

strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.
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A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2025-2029.

RPJMD Malinau sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan
komitmen kinerja (performance agreement) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat
pemilihnya, yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Tujuan, sasaran dan program-
program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Malinau juga memperhatikan tujuan,
sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan
sasaran dan program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan
prediksi kemampuan sumberdaya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran
dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak
dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan
dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) pada setiap tahun anggaran.

RENCANA STRATEGIS
1. VIS
Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana
visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi
pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan
arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future)
dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode
sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten

Malinau, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan
Menuju Kabupaten Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal didukung dengan
Pemerintahan yang Profesional”
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Dalam rumusan visi ini terkandung 4 (empat) rumusan pokok visi yang ingin dicapai
oleh pemerintah Kabupaten Malinau di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini
merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5
(lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Malinau
dijelaskan sebagai berikut.

1. Berkeadilan, Sejahtera, Nilai Budaya dan Kearifan Lokal, Terwujudnya pembangunan
sosial yang berkualitas secara merata berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal

2. Maju dan Mandiri, pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk
mewujudkan Kabupaten Malinau yang memiliki daya saing dan pertumbuhan ekonomi
secara inklusif serta pembangunan infrastruktur yang adil dan handal.

3. Berkelanjutan, Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan
lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

4. Pemerintahan yang Profesional, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi

pelayanan serta meningkatnya daya saing daerah.

2. MISI

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang
ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen
perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran,
strategi serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh
untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi
pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:
MISI1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mengembangkan kompetensi dan
kapasitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan
pelatihan yang berkualitas, serta memastikan akses pelayanan pendidikan dan
kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat
Kabupaten Malinau, dengan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana,
kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

MISI2 : Pengembangan Ekonomi Lokal, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis

potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan

UMKM melalui pemberian dukungan modal, pelatihan, dan akses pasar.
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MISI 3  : Peningkatan Infrastruktur, Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar,
seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, perumahan
permukiman dan sanitasi, untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.

MIS4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Mengelola sumber daya
alam secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya
pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

MISI5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, Meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dengan
pelayanan publik yang prima melalui transformasi digital Pemerintah Kabupaten
Malinau.

MISI6 : Pemberdayaan Desa, Memperkuat desa sebagai basis pembangunan daerah
dengan memberikan dukungan yang maksimal bagi program-program desa dan RT

yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan penjabaran atau implementasi
tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan
menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna
merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malinau, ditetapkan tujuan
pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan
yang diformulasikan secara lebih terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran
ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai

tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD berdasarkan misi pembangunan

Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut:
3.1 Tujuan

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan bermartabat.

2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangunan yang adil dan handal.
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4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan bencana
daerah
5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih,dan berorientasi
pelayanan
3.2 Sasaran
1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata.
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan
sosial masyarakat.
4. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk
mendukung SDM yang berkarakter dan beretika.
Menurunnya Tingkat Kemiskinan.
Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan.
Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas.

Meningkatnya Realisasi nilai investasi.

W N o v

Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi.

10. Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah.

11. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
12. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah.

13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

14. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana.

15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

16. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

17. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. INDIKATOR KINERJA

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2025-2029

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatnya Akses dan

Terwujudnya Sumber Daya Kualitas Pendidikan yang Indeks Pendidikan

: Indeks pembangunan | perata
Manusia yang unggul, manusia (IPM)

sejahtera, dan bermartabat Meningkatnya Derajat

Indeks kesehatan

Kesehatan Masyarakat
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Meningkatnya kesetaraan
dan perlindungan dalam
pembangunan dan kehidupan
sosial masyarakat

Indeks Ketimpangan Gender

Persentase Kelompok
Disabilitas mengakses
layanan dasar

Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Keluarga dan
Penerapan Nilai-Nilai Budaya
untuk mendukung SDM yang
berkarakter dan beretika

Indeks Pembangunan
Kebudayaan

Indeks Pembangunan
Keluarga (IBANGGA)

Menurunnya Tingkat
Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan

Tingkat Pengangguran
Terbuka

Indeks Gini

Meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi
daerah

Pertumbuhan
ekonomi (non
Batubara)

Meningkatnya
pengembangan ekonomi
sektor unggulan

Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB

Kontribusi sektor
perindustrian terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pariwisata
terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perikanan
terhadap PDRB

Meningkatnya nilai tambah
produk olahan pertanian
dalam arti luas

Pertumbuhan nilai produksi
pengolahan sector pertanian

Meningkatnya Realisasi nilai
investasi

Pertumbuhan realisasi
investasi daerah

Terwujudnya infrastruktur
pendukung investasi

Persentase infrastruktur
daerah penunjang investasi
yang dalam kondisi mantap

Meningkatnya kemandirian
ekonomi daerah

Rasio Kemandirian Fiskal

Laju inflasi daerah

Meningkatkan kapasitas
infrastruktur pembangunan
yang adil dan handal

Indeks Infrastruktur

Meningkatnya kapasitas dan
kualitas aksesibilitas dan
konektivitas antar wilayah

Indeks Konektivitas

Meningkatnya Pemerataan
Infrastruktur Dasar Wilayah

Persentase wilayah yang
memiliki infrastruktur
layanan dasar baik

Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang lestari
dan ketahanan bencana
daerah

Penurunan Intensitas
Emisi GRK

Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup

Indeks Risiko Bencana

Meningkatnya kapasitas
daerah dalam penanganan
bencana

Indeks Ketahanan Daerah

Meningkatkan kinerja
pemerintah daerah yang baik,
bersih, dan berorientasi
pelayanan

Indeks Reformasi
Birokrasi

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP
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Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan Opini BPK
aset daerah

5.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi
memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif
dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan.
Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar
lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu
strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi
kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang
mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan
lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah
pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat
yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Malinau.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari
misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan
RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan
langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan
mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malinau.
Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi pengembangan SDM, pemberdayaan desa,

pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur, pengelolaan SDA, dan peningkatan kualitas tata

kelola. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.
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Tabel 2.2

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau

Tahun 2025-2029

MiSI ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan akses pendidikan gratis hingga ke
perguruan tinggi, terutama bagi keluarga yang
kurang mampu

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan
kependidikan serta penyediaan infrastruktur
pendidikan yang memadai

Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor,
termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan

Pengembangan Sumber Daya pihak swasta untuk mendukung pendidikan yang

Manusia inklusif dan berkualitas

Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan
kecukupan gizi

Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan
kualitas jaminan kesehatan masyarakat

Mengembangkan karakter masyarakat yang kuat
dan memiliki toleransi dan nilai kearifan lokal

Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada
masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang
adaptif dan integratif

Pengembangan sektor pertanian yang produktif

Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
berkualitas

Pengembangan Ekonomi Lokal Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis sumber

daya lokal

Peningkatan kualitas kepariwisataan daerah

Penguatan peran Generasi Muda khususnya
kelompok millenial yang mandiri

Penyediaan jalur transportasi publik yang
berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan
penyediaan infrastruktur layanan dasar
kewilayahan

Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan akses perumahan dan permukiman
layak huni

Peningkatan kesadaran pelaksana pembangunan
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang

. dalam melestarikan lingkungan
Berkelanjutan

Peningkatan mitigasi struktural dan non struktural
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dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi
perubahan Iklim

Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif

Peningkatan manajemen ASN yang lebih baik

Peningkatan Tata Kelola Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas
Pemerintahan yang Baik dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan
Melayani kebutuhan daerah

Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran
pembangunan daerah

Peningkatan kemandirian dan produktivitas
Pemberdayaan Desa perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan
sarana prasarana kewilayahan

6. PROGRAM

6.1. Program-program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2025-2029
Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari visi hingga
outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program
dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan
efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi
antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan
ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan
kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Malinau. Dengan
demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata
dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Program atau proyek strategis yang

dapat disusun adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2025-2029

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Priorotas

Program Pengelolaan

Meningkatnya Akses dan Pendidikan
Terwujudnya Sumber Daya Kualitas Pendidikan yang Indeks Pendidikan
Manusia yang unggul, Merata Program Pemerintahan
sejahtera, dan bermartabat dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pembinaan
Perpustakaan
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Program Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat

Indeks kesehatan

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan

Meningkatnya kesetaraan
dan perlindungan dalam
pembangunan dan
kehidupan sosial
masyarakat

Indeks Ketimpangan
Gender

Program
Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan

Program Perlindungan
Perempuan

Program Perlindungan
Khusus Anak

Persentase Kelompok
Disabilitas mengakses
layanan dasar

Program Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Keluarga dan
Penerapan Nilai-Nilai
Budaya untuk mendukung
SDM yang berkarakter dan
beretika

Indeks Pembangunan
Kebudayaan

Program Pengembangan
Kebudayaan

Program Pengembangan
Kesenian Tradisional

Program Pengembangan
Kebudayaan

Indeks Pembangunan
Keluarga (IBANGGA)

Program Pemberdayaan
dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)

Program Rehabilitasi
Sosial

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan
pengembangan sistem air
limbah

Menurunnya Tingkat
Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan

Program Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro
(UMKM)

Tingkat Pengangguran
Terbuka

Program Pelatihan Kerja
dan Produktivitas Tenaga
Kerja

Program Penempatan
Tenaga Kerja

Indeks Gini

Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial

Meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi
daerah

Meningkatnya
pengembangan ekonomi
sektor unggulan

Kontribusi sektor
pertanian terhadap
PDRB

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

Program Peningkatan
Diversivikasi dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
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Program Penanganan
Kerawanan Pangan

Kontribusi sektor
perindustrian terhadap
PDRB

Program Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro
(UMKM)

Kontribusi Sektor
Pariwisata terhadap
PDRB

Program Peningkatan
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

Program Pemasaran
Pariwisata

Program Pengembangan
sumber daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Kontribusi Sektor
Perikanan terhadap
PDRB

Program Pengelolaan
Perikanan Budidaya

Meningkatnya nilai tambah
produk olahan pertanian
dalam arti luas

Pertumbuhan nilai
produksi pengolahan
sector pertanian

Program Penyuluhan
Pertanian

Meningkatnya Realisasi
nilai investasi

Pertumbuhan realisasi
investasi daerah

Program Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

Terwujudnya infrastruktur
pendukung investasi

Persentase
infrastruktur daerah
penunjang investasi
yang dalam kondisi
mantap

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Program Hubungan
Industrial

Meningkatnya kemandirian
ekonomi daerah

Rasio Kemandirian
Fiskal

Program Administrasi
Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat

Laju inflasi daerah

Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

Meningkatkan kapasitas
infrastruktur pembangunan
yang adil dan handal

Meningkatnya kapasitas
dan kualitas aksesibilitas
dan konektivitas antar
wilayah

Indeks Konektivitas

Program
Penyelenggaraan Jalan
Program Perekonomian
dan Pembangunan

Meningkatnya Pemerataan
Infrastruktur Dasar Wilayah

Persentase wilayah
yang memiliki
infrastruktur layanan
dasar baik

Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Program Kawasan
Permukiman

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Air Limbah

Program Peningkatan
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU)

Program Pengelolaan
Aplikasi Informatika
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Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup yang
lestari dan ketahanan
bencana daerah

Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Program Pengendalian
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup

Program Pengelolaan
Persampahan

Meningkatnya kapasitas
daerah dalam penanganan
bencana

Indeks Ketahanan
Daerah

Program Penanggulangan
Bencana

Program Pengelolaan
Sumber Daya Air

Meningkatkan kinerja
pemerintah daerah yang
baik, bersih, dan
berorientasi pelayanan

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Program Kepegawaian
Daerah

Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Program Pengelolaan
Aplikasi Informatika

Program Riset dan Inovasi
Daerah

Program Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

Program
Penyelenggaraan
Pengawasan

Program Peningkatan
Ketentraman dan
ketertiban Umum

Program Pembinaan dan
pengembangan
ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP

Program Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi
Publik

Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah

Program
Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan Informasi

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan
aset daerah

Opini BPK

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah
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Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi

Kabupaten Malinau 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Malinau dirancang sebagai
upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang
berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah
serta kebutuhan Masyarakat.Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih
mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari
peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan
ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat. Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki
urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara
akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye
dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90
Tahun 2020 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif
terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan
prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan,
sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang
efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Proyek Strategis KDH yang dikaitkan
dengan program prioritas sesuai dengan numenklatur.

Program-program inovatif Kepala Daerah Kabupaten malinau tersebut
terdiri atas 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Wajib Belajar Malinau Maju;
. Program Desa Serjana Unggul;
. Program Pesat (Petani Sehat);

2
3
4. Program Saget (Smart Government);
5

. Program Milenial mandiri
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B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang
akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan
Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam
Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten
Malinau Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya.
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2025

Meningkatnya Akses
1 dan Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan Poin 71,24
yang Merata
Meningkatnya Derajat .
2 Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan Poin 82,01
Meningkatnya Indeks Ketim
pangan .
kesetaraan dan Gender Poin 0,472
perlindungan dalam
pembangunan dan Persentase Kelompok
kehidupan sosial Disabilitas mengakses Persen 100
masyarakat layanan dasar
Meningkatnya Kualitas Indeks Pembangunan .
Kehidupan Keluarga dan | Kebudayaan Poin 28,79
Penerapan Nilai-Nilai
Budaya untuk
Indeks Pembangunan
mendukung SDM yang Poin 68,22
berkarakter dan Keluarga (IBANGGA)
beretika
Tingkat Kemiski
Menurunnya Tingkat ingkat Kemiskinan Persen 6,64
iski Tingkat P
Kemiskinan ingkat Pengangguran Persen 307
Terbuka
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Indeks Gini Poin 0,275
Kontribusi sektor Pers
. 9,77
pertanian terhadap PDRB en
Meninekatnva Kontribusi sektor
8 y perindustrian terhadap Persen 2,11
pengembangan
6 . PDRB
ekonomi sektor —
unggulan Kontribusi Sektor Persen 5 06
Pariwisata terhadap PDRB !
Kontribusi Sektor
Persen
Perikanan terhadap PDRB 0,98
Meningkatnya nilai Pertumbuhan nilai
tambah produk olahan .
7 . . produksi pengolahan Persen 5,94
pertanian dalam arti -
sektor pertanian
luas
8 I\/'Ier‘n‘ngkatny'a Realisasi ?ertumpuhan realisasi Persen 5487
nilai investasi investasi daerah
. Persentase infrastruktur
Terwujudnya daerah penunjan
9 infrastruktur pendukung | . p Jang Persen 26,67
. . investasi yang dalam
investasi ..
kondisi mantap
Meningkatnya Rasio Kemandirian Fiskal Poin 4,30
10 | kemandirian ekonomi
daerah Laju inflasi daerah persen 2,5
Meningkatnya kapasitas
dan kualitas aksesibilitas | Indeks Konektivitas .
1 dan konektivitas antar Wilayah Poin 0,50
wilayah
Meningkatnya Persentase wilayah yang
Pemerataan ey
12 memiliki infrastruktur Persen 43,09
Infrastruktur Dasar lavanan dasar vang baik
Wilayah ¥ yang
Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas .
13 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Poin 79,86
Meningkatnya kapasitas
14 | daerah dalam Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,49
penanganan bencana
15 Meningkatnya Ifualltas Indeks Kepuasan Poin 84,32
pelayanan publik Masyaraka
Meningkatnya
16 akuntabilitas kinerja Nilai SAKIP Nilai 72,1
Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas
17 | Pengelolaan keuangan | o L pp, Opini WTP

dan aset daerah
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C. PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja
adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

Meningkatnya Akses dan

1 Kualitas Pendidikan yang Indeks Pendidikan 71,24
Merata
Meningkatnya Derajat
2
Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan 82,01
Meningkatnya kesetaraan dan Indeks Ketimpangan Gender 0,472
3 perlindungan dalam
pembangunan dan kehidupan Persentase Kelompok
sosial masyarakat Disabilitas mengakses layanan 100
dasar
Meningkatnya Kualitas Indeks Pembangunan
. 58,79
Kehidupan Keluarga dan Kebudayaan

4 Penerapan Nilai-Nilai Budaya
P v suady Indeks Pembangunan Keluarga

untuk mendukung SDM yang 68,22
berkarakter dan beretika (IBANGGA)

. Menurunnya Tingkat Tingkat Kemiskinan 6,64
Kemiskinan Tingkat Pengangguran 307

Terbuka
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Indeks Gini 0,275
Kontribusi sektor pertanian 9.77
terhadap PDRB !
Kontribusi sektor
. . . 2,11
6 Meningkatnya pengembangan perindustrian terhadap PDRB
ekonomi sektor unggulan Kontribusi Sektor Pariwisata 506
terhadap PDRB !
Kontribusi Sektor Perikanan 0.98
terhadap PDRB !
Meningkatnya nilai tarnbah Pertumbuhan nilai produksi
7 produk olahan pertanian dalam . 5,94
. pengolahan sektor pertanian
arti luas
Meningkatnya Realisasi nilai Pertumbuhan realisasi
8 . . . . 54,87
investasi investasi daerah
. . Persentase infrastruktur
Terwujudnya infrastruktur . . .
9 . . daerah penunjang investasi 26,67
pendukung investasi .
yang dalam kondisi mantap
10 Meningkatnya kemandirian Rasio Kemandirian Fiskal 4,30
ekonomi daerah Laju inflasi daerah 2,5
Meningkatnya kapasitas dan
11 kualitas aksesibilitas dan Indeks Konektivitas Wilayah 0,50
konektivitas antar wilayah
. Persentase wilayah yang
12 Meningkatnya Pemer:—:xtaan memiliki infrastruktur layanan 43,09
Infrastruktur Dasar Wilayah .
dasar yang baik
Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan
13 . . ) 79,86
Lingkungan Hidup Hidup
14 Meningkatnya kapasitas daerah Indeks Ketahanan Daerah 0,49
dalam penanganan bencana
15 Meningkatnya Ifualltas Indeks Kepuasan Masyaraka 84,32
pelayanan publik
16 I\{Ienllngkatnya. akuntabilitas Nilai SAKIP 72.1
kinerja Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas
17 pengelolaan keuangan dan aset | Opini BPK WTP

daerah
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BAB il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola
sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan
yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara
periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi
pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan
secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan

visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran
dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa
semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang
semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu

memperhatikan karekteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan

rumus:

Realisasi

Persentase Tingkat Capaian

Target

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

Target - (Realisasi - Target)
Persentase Tingkat Capaian

X 100%
Target

Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Tabel berikut
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini, yaitu sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO INTERVAL NILAI REALISASI KRITERIA PENILAIAN
) KINERJA REALISASI KINERJA
3. 66% < 75% SEDANG
4, 51% < 65% RENDAH

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai bagian dari upaya evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran strategi tahun berjalan,
diperlukan gambaran mengenai capaian kinerja Kabupaten Malinau tahun 2025. Capaian ini
disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.
Penyajian capaian kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat
keberhasilan pelaksanaan dalam pencapaian target pembangunan daerah. Rincian capaian kinerja

Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Realisasi (%)
Utama (lku) Capaian

\[o] Sasaran Strategis

Meningkatnya Akses
y | danKualitas Indeks Pendidikan 71,24 69,86 98,06%
Pendidikan yang
Merata
Meningkatnya
2 Derajat Kesehatan Indeks Kesehatan 82,01 82,05 100,01%
Masyarakat
Indeks
Meningkatnya Ketimpangan 0,472 0,48 101,7%
kesetaraan dan Gender
perlindungan dalam | Persentase
3
pembangunan dan Kelompok
kehidupan sosial Disabilitas 100 100 100%
masyarakat mengakses layanan
dasar
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Meningkatnya Indeks
Kualitas Kehidupan Pembangunan 58,79 - -
Keluarga dan Kebudayaan
4 Penerapan Nilai-Nilai Indeks
Budaya untuk Pembangunan
mendukung SDM 68,22 53,90 79,01%
yang berkarakter dan Kellveie
beretika IBANEE,
Tingkat Kemiskinan 6,64 5,56 116,26%
. Tingkat
3 | WMEMWEWEGEE | o oo oo 3,07 3,42 88,59%
Kemiskinan
Terbuka
Indeks Gini 0,275 0,249 109,4%
Kontribusi sektor
pertanian terhadap 9,77 9,37 95,90%
PDRB
Kontribusi sektor
Meningkatnya perindustrian 2,11 2,07 98,10%
6 pengembangan terhadap PDRB
ekonomi sektor Kontribusi Sektor
unggulan Pariwisata 2,06 2,21 107,28%
terhadap PDRB
Kontribusi Sektor
Perikanan terhadap 0,98
PDRB
Meningkatnya nilai Pertumbuhan nilai
tambah produk produksi
7 . 5,94
olahan pertanian pengolahan sektor
dalam arti luas pertanian
Meningkatnya Pertumbuhan
8 Realisasi nilai realisasi investasi 54,87 -5,4 -9,84%
investasi daerah
Persentase
. infrastruktur
VERTIUEI daerah penunjang
9 infrastruktur . . 26,67 74,69 180%
pendukung investasi Investasi yang
dalam kondisi
mantap
Meningkatnya Eiif(l:l Kemandirian 4,30 5,21 121,16%
10 | kemandirian
ekonomi daerah Laju inflasi daerah 2,5 2,230 89,2%
Meningkatnya
kapasitas dan -
11 | kualitas aksesibilitas | MASKs Konektivitas 0,50 0,347 69,4%

dan konektivitas
antar wilayah

Wilayah
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. Persentase wilayah
Meningkatnya L
Pemerataan yang memiliki
12 infrastruktur 43,09 74,69 173%
Infrastruktur Dasar VeI GRS VA
Wilayah
e baik
Meningkatnya .
15 | [elfs Wgarmen | oS WMIRTEE 79,86 87,51 109,58%
. Lingkungan Hidup
Hidup
Meningkatnya
14 kapasitas daerah Indeks Ketahanan 0,49 0,39 79.50%
dalam penanganan Daerah
bencana
Meningkatnya
| ks K
15 kualitas pelayanan MECS [ERUEEE 84,32 83,66 99,21%
. Masyaraka
publik
Meningkatnya
16 akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP 72,1 71,17 98,71%
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
17 | kualitas pengelolaan | ;oo WTP WTP 100%
keuangan dan aset
daerah

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban
Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai

kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan,
Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan
pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-
program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian 25 indikator sasaran terhadap 17 sasaran strategis berdasarkan
Perjanjian Kinerja selama tahun 2025 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan
presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian
rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang

membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta analisis

capaiannya.
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Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sejahtera, dan
bermartabat

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata
Pengukuran sasaran Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata dengan indikator kinerja
sasaran angka indeks pendidikan, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator

kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata

Tahun 2025 Capaian
Indikator Capaian Kinerja
Kinerja Satuan  rohun 2024 Tahun 2025
J Target Realisasi
%
1 2 3 4 5 6=5/4*100
Indeks Pendidikan Poin 102,97% 71,24 69,86 98,06%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah
direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Realisasi Tahun
Indikator

.. satuan Target Akhir RPJMD 2029
Kinerja
2024 2025
1 2 3 4 5
Indeks Pendidikan Poin 69,18 69,86 74.05

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025
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Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan

dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut

Tabel 3.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator U Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Kesempatan Indeks .
P
Pendidikan Masyarakat Pendidikan omn 69,86

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merepresentasikan capaian pembangunan
pada dimensi pendidikan di suatu daerah. Indeks ini menggambarkan tingkat keberhasilan
pemerintah daerah dalam meningkatkan akses, partisipasi, serta kualitas pendidikan
masyarakat.

Indeks Pendidikan digunakan sebagai salah satu indikator strategis untuk menilai
keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan.
Peningkatan nilai indeks pendidikan menunjukkan adanya perbaikan dalam kesempatan
memperoleh pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah, serta peningkatan tingkat
pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, indikator ini memiliki
keterkaitan erat dengan berbagai program pembangunan pendidikan, seperti
peningkatan akses layanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan,
peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penguatan tata kelola pendidikan.

Selain itu, capaian Indeks Pendidikan juga mencerminkan dampak jangka panjang
dari berbagai intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan partisipasi sekolah,
penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan kualitas pembelajaran akan

berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan

lama sekolah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan program pembangunan pendidikan
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yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan nilai Indeks
Pendidikan.

Indeks Pendidikan dihitung dari dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah
(HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah menggambarkan
perkiraan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak
usia 7 tahun ke atas di masa mendatang, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah
menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia
25 tahun ke atas. Kedua indikator tersebut mencerminkan dimensi akses terhadap
pendidikan sekaligus capaian pendidikan masyarakat yang telah berlangsung dalam

jangka panjang.

: _ HLS-HLS,_,
e HLS, . -HLS
: _ RLS-RLS
a2 RIS S
' — 'HlS+ IRI.S X 100
pendidikan 2

Keterangan :

| HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS min = Harapan Lama Sekolah Minimal (0)
HLS maks = Harapan Lama Sekolah Maksimal (18)

| RLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

RLS min = Rata-rata Sekolah Minimal (0)
RLS maks = Rata-rata Sekolah Maksimal (15)

| pendidikan = Indeks Pendidikan

Terdapat beberapa faktor keberhasilan yang dapat menyebabkan Peningkatan Capaian

indeks pendidikan, yaitu :

1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS).
Peningkatan RLS dan HLS menunjukkan bahwa anak usia sekolah memiliki peluang

yang lebih besar untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih

panjang. Peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa meningkatnya partisipasi
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sekolah serta adanya berbagai program bantuan pendidikan yang mendukung
keberlanjutan pendidikan.

2. Peningkatan akses pendidikan.
Peningkatan akses pendidikan ini memungkinkan lebih banyak anak untuk
mengakses pendidikan formal, seperti meningkatnya ketersediaan layanan
pendidikan di berbagai wilayah melalui pembangunan dan perbaikan sarana
prasarana pendidikan diseluruh wilayah.

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.
Perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pendidikan merupakan salah
satu faktor yang mendorong peningkatan indeks pendidikan

4. Distribusi guru yang merata
Distribusi guru yang merata dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan
pendidikan, terutama di wilayah yang sebelumnya kekurangan tenaga pendidik.
Dengan tersedianya guru yang cukup di setiap satuan pendidikan, proses
pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan. Kondisi ini
mendorong meningkatnya partisipasi sekolah, mengurangi risiko putus sekolah, serta
memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain faktor keberhasilan dalam ketercapaian indeks pendidikan, terdapat faktor

kegagalan yang dapat menyebabkan capaian indeks pendidikan tidak mencapai target

yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Capaian Rata-rata lama sekolah (RLS) relatif meningkat secara lambat
Karena RLS dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas, perubahan indikator ini
memerlukan waktu yang relatif panjang.

2. Kesenjangan Akses Pendidikan Antar Wilayah
Karakteristik geografis Kabupaten Malinau yang cukup luas dan sebagian wilayahnya
terpencil menyebabkan masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antar wilayah

3. Keberlanjutan Pendidikan pada Jenjang Menengah
Sebagian peserta didik belum melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan
menengah atau lebih tinggi. Kondisi tersebut berdampak terhadap peningkatan RLS
dan pada akhirnya mempengaruhi indeks pendidikan

4. Pemerataan guru yang belum optimal

Salah satu faktor kegagalan yang utama adalah masih adanya konsentrasi guru di

wilayah perkotaan atau sekolah yang relatif maju, sementara beberapa wilayah
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terpencil atau daerah dengan kondisi geografis sulit masih mengalami kekurangan
tenaga pendidik. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara
optimal karena jumlah guru yang terbatas harus mengajar lebih dari satu mata
pelajaran di luar bidang keahliannya. Dampaknya, kualitas pembelajaran menjadi

kurang maksimal dan minat belajar peserta didik dapat menurun.

Analisis peningkatan/penurunan kinerja

CAPAIAN
INDEKS PENDIDIKAN —
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU bt

Pendidikan

Capalan tahun
2025 69,86, Fase
ini menunjukkan

bahwa sektor

pendidikan
Fase Percepatan Kabupaten
Peningkatan Malinau telah
Pendidikan memasuki tahap
penguatan dan
Pada tahun 2024 konsolidasi
I P
— terjadi pembangunan
F Stabili i i
Fase Stabilisasi ase Stablllsas peningkatan yang pendidikanm
Fase Pemulihan . cukup signifikan
pendidikan Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan dengan cap_a\an
meningkat kembali indeks pendidikan
capalan Indeks mening meningkat sebesar 69,18
. menjadi 68,39
Pendidikan Kenalkan yang menjadi 68,49,
ki
se_basar 48,31 terjadi relatif kecil meskipun B 9 [ ] 8 6
menunjukkan fase namun peningkatannya
ih relatif
pemullhandslz!cktar menunjukkan masmo?‘;:’a[
I""’\“ II :“ adanya proses
setelah periode stabilisasi sektor
gangguan sistem pendidikan

pembelajaran
pada masa
pandemi

2021 2022 2023 2025

a. Peningkatan kinerja

Berdasarkan data capaian selama lima tahun terakhir, indikator Indeks Pendidikan
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021 capaian indeks
pendidikan sebesar 68,31, kemudian meningkat menjadi 68,39 pada tahun 2022 dan
kembali meningkat menjadi 68,49 pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih signifikan
terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 69,18, dan kembali meningkat pada tahun 2025
menjadi 69,86. Secara keseluruhan, selama periode 2021-2025 terjadi peningkatan

sebesar 1,55 poin.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan yang

menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Tren positif ini mengindikasikan bahwa berbagai
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kebijakan dan program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah daerah
mulai memberikan dampak terhadap peningkatan akses dan partisipasi pendidikan
masyarakat. Selain itu, peningkatan ini juga mencerminkan adanya perbaikan pada
indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai

komponen utama dalam pembentukan indeks pendidikan.

b. Penurunan kinerja

Berdasarkan data capaian pada periode 2021-2025, tidak terdapat penurunan nilai
indeks pendidikan, melainkan peningkatan yang terjadi secara bertahap setiap tahunnya.
Namun demikian, apabila dilihat dari laju peningkatannya, pada periode 2021-2023
kenaikan indeks pendidikan masih relatif rendah, dengan peningkatan kurang dari 0,10
poin per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pada dimensi
pendidikan masih berjalan secara gradual dan memerlukan waktu yang cukup panjang

untuk memberikan dampak yang lebih signifikan.

Selain itu, meskipun terjadi peningkatan setiap tahun, capaian indeks pendidikan
pada tahun 2025 yang sebesar 69,86 masih berada di bawah target akhir RPJIMD sebesar
74,05 selisih 4,19 poin untuk dapat mencapai target akhir periode renstra . Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi belum sepenuhnya mampu mengejar
target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain masih adanya keterbatasan akses pendidikan di beberapa wilayah, tingkat
partisipasi pendidikan yang belum optimal khususnya dijenjang nonformal , serta faktor

sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan.

3. Alternatif solusi yang telah dilakukan
Untuk mempercepat peningkatan indeks pendidikan guna mencapai target akhir RPJMD
sebesar 74,05, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan, ialah :
a. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan
Pemerintah Kabupaten Malinau, melalui Dinas Pendidikan telah melakukan
upaya-upaya dalam meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan dengan
melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana satuan pendidikan sesuai
dengan kebutuhan dan telah secara bertahap melakukan pemerataan guru di seluruh
wilayah kabupaten malinau sehingga dapat meminimalisir kesenjangan mutu

pendidikan antar wilayah serta melakukan penguatan kapasitas guru melalui

pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk memaksimalkan
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kualitas hasil belajar sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi dan
mempertahankan keberlanjutan pendidikan.
b. Peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah

Pemerintah kabupaten malinau melalui dinas pendidikan telah melaksanakan
kegiatan-kegiatan untuk peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan angka putus
sekolah, dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) diseluruh
jenjang dibawah kewenangan pemerintah kabupaten yang bersumber dari APBD,
dengan adanya bantuan operasional sekolah tidak diperkenanan melakukan
pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik untuk menunjang operasional
sekolah, sehingga siswa-siswi tidak terbebani terkait biaya untuk sekolah khususnya
bagi siswa-siswi tidak mampu. Kemudian terdapat program inovasi kepala daerah
yaitu Program Wajib Belajar Maju dimana salah satu kegiatan pada program tersebut
berupa bantuan perlengkapan siswa (seragam, atribut, tas dan sepatu) di jenjang
PAUD, SD dan SMP. Dengan pemberian bantuan tersebut pemerintah kabupaten
malinau telah membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, terutama bagi
keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Dengan berkurangnya biaya pendidikan
yang harus ditanggung keluarga, peluang anak untuk tetap bersekolah menjadi lebih
besar. Bantuan perlengkapan siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan
diri dan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah serta dapat
mengurangi kesenjangan antara siswa dari keluarga mampu dan siswa dari keluarga
kurang mampu, sehingga mendukung prinsip pemerataan akses pendidikan

c. Mengembangkan pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan.

Pemerintah kabupaten malinau melalui Dinas Pendidikan telah memiliki
lembaga-lembaga nonformal untuk dapat mengakomodir siswa-siswi yang putus
sekolah atau belum menyelesaikan pendidikan formal. Pendidikan nonformal
memungkinkan masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat tanpa batasan usia,
sehingga meningkatkan kemampuan dasar yang mendukung kualitas sumber daya
manusia dalam menghadapi perkembangan sosial dan ekonomi. Terdapat 9 lembaga

nonformal yang ada di malinau, diantaranya tersebar di 6 kecamatan, sebagai

berikut:
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No NamaPKBM Status Sekolah Kecamatan
1 PKBM Alfa Omega Swasta Malinau Kota
2 PKBM BAWA TAWAI Swasta Bahau Hulu
3 PKBM BENTARA KASIH Swasta Malinau Kota
4 PKBM FEBAYA Swasta Mentarang
5 PKBM IMBAYA Swasta Malinau Utara
6  PKBM MELATI Swasta Mentarang
7  PKBM SENGAYAN Swasta Malinau Selatan
8  PKBM TIGA TAWAI Swasta Kayan Hulu
9  PKBM TRANS Swasta Malinau Kota

Dengan adanya pendidikan nonformal , dapat memberikan kontribusi terhadap
peningkatan indeks pendidikan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan
peningkatan harapan lama sekolah dengan memungkinkan masyarakat melanjutkan
pendidikan hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta meningkatkan
peluang masyarakat untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih
panjang.

Kedepannya akan dilakukan pengembangan program pendidikan nonformal
atau kesetaraan dikecamatan-kecamatan yang belum terlayani pendidikan nonformal
atau PKBM untuk dapat mengakomodir siswa-siswi putus sekolah atau yang belum
menyelesaikan pendidikan formal, sehingga dapat meminimalisir anak tidak sekolah
diseluruh wilayah sehingga dapat meningkatkan capaian indeks pendidikan melalui

peningkatan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus
berikut:

_ (PAK; x CK;) — RAK;

X 100%

(PAK; X CK;)
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Keterangan:

o F : Efisiensi

e PAKi : Pagu anggaran keluaran i

* RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
e CKi : Capaian kinerja i

Tabel 3.3.4
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Efesiensi
Sasaran Kinerja o Capaian Pagu Realisasi .
Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja Anggaran Anggaran 18x78|x3 x 100% Kategori
(Iku)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatny
2 Indeks 303.915.710 276.593.641
L . o .915.710. .593.641. 0 »
Keser'npatan Pendidik Poin 71,24 69,86 98,06% 883,41 866,00 7,19% efisien
Pendidikan an
Masyarakat

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025

. Analisis

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber
daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dari tabel diatas pagu
anggaran untuk indikator kinerja indeks pendidikan sebesar Rp 303.915.710.883,41 dengan
realisasi Rp 276.593.641.866,00, dengan mengunakan rumus perhitungan efisiensi 7,19%

maka dikategorikan efisien.

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

ataupun

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja,

dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi program

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya
Kualitas Pendidikan
Masyarakat

INDIKATOR
KINERJA

Indeks
Pendidikan

CAPAIAN
KINERJA
(%)

98,06%

PROGRAM

Program pengelolaan pendidikan

Program pemerintahan dan kesejahteraan
Rakyat

CAPAIAN
(%)

87,54%

95,20%
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Pembinaan Perpustakaan 88,14%

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 85,26%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.5 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja indeks pendidikan di
dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut
diatas adalah program pengelolaan pendidikan, Program pemerintahan dan kesejahteraan

Rakyat, Pembinaan Perpustakaan dan program pendidik dan tenaga kependidikan.

5. Sasaranl : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Pengukuran sasaran meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja
sasaran Indeks Kesehatan pada Perjanjian Kinerja Perubahan dalam proses pengukuran

capaian kinerja dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

. Capaian Tahun 2025 Capaian Kinerja
Ir:(c?lkailzor Satuan Tahun 2025
Inerja Target Realisasi %
1 2 4 5 =5/4*100
Indeks Kesehatan poin 82,01 82,06 100,01%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana

capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan

target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.4.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Realisasi Tahun

Indikator satuan Target Akhir RPJMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 3 4 5
Indeks Kesehatan poin 81,95 82,05 82,16

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025
Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai
berikut :
Tabel 3.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kabupaten, Provinsi dan Standar Nasional

Indikator Realisasi

Sasaran e Satuan Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 6 7
Meningkatnya Derajat .
g v | Indeks Kesehatan Poin 82,05 - -

Kesehatan Masyarakat

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks kesehatan adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan
tingkat atau derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dan periode tertentu, yang
disusun berdasarkan satu atau beberapa indikator kesehatan, seperti angka harapan
hidup, angka kematian, dan status gizi.
Indeks ini berfungsi sebagai alat untuk:

e  Menilai kondisi kesehatan penduduk

e  Membandingkan tingkat kesehatan antarwilayah

e Memantau perkembangan kesehatan dari waktu ke waktu

e Menjadi dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan

Secara umum indeks kesehatan menunjukkan seberapa baik kualitas kesehatan

suatu masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk nilai indeks.
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Adapaun alasan untuk memilih indicator ini adalah;

1) Mewakili kondisi kesehatan masyarakat secara umum.
Indikator seperti angka harapan hidup mampu menggambarkan keadaan kesehatan
penduduk secara menyeluruh, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gizi,
lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan.

2) Sensitif terhadap perubahan kondisi kesehatan.
Indikator kesehatan mudah menunjukkan perubahan akibat adanya program atau
kebijakan kesehatan, misalnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak atau
perbaikan sanitasi.

3) Data tersedia dan dapat diukur secara berkelanjutan.
Indikator yang dipilih memiliki data yang rutin dikumpulkan oleh lembaga resmi,
sehingga dapat digunakan untuk pemantauan dari waktu ke waktu.

4) Mudah dipahami dan diinterpretasikan.
Nilai indikator indeks kesehatan mudah dimengerti oleh pengambil kebijakan dan
masyarakat, sehingga efektif sebagai alat evaluasi dan perencanaan.

5) Dapat dibandingkan antarwilayah dan antarperiode waktu.
Penggunaan indikator yang baku memungkinkan perbandingan kondisi kesehatan
antara daerah satu dengan daerah lain serta antar tahun.

6) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Indikator indeks kesehatan membantu pemerintah dalam menentukan prioritas
program kesehatan dan alokasi sumber daya.

Berikut uraian rumus perhitungan indeks kesehatan yang umum digunakan, terutama

dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM)dan analisis kesehatan

masyarakat. Indeks kesehatan umumnya dihitung menggunakan Angka Harapan Hidup

saat lahir (AHH) sebagai indikator utama.

Rumus Umum Indeks Kesehatan

AHH aktual — AHH minimum

Indeks Kesehatan = - s
AHH maksimum — AHH minimum

e  AHH aktual
Angka harapan hidup pada wilayah dan tahun tertentu.
e AHH minimum
Nilai batas bawah yang ditetapkan sebagai standar terendah (umumnya 20

tahun).
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e AHH maksimum
Nilai batas atas yang ditetapkan sebagai standar tertinggi (umumnya 85 tahun).
Interpretasi Nilai Indeks
e Nilai mendekati 1 - tingkat kesehatan sangat baik
e Nilai mendekati 0 - tingkat kesehatan sangat rendah
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas bahwa relaisasi indeks kesehatan

mencapai 82,05 poin dari target 82,01 poin dengan capaian tahun 2025 sebesar

100,01%. Sedangkan persentase capaian dengan target akhir tahun 2029 sebesar

99,86% dari target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 82,16 poin. Walaupun realisasi

tahun 2025 melampaui target yang telah ditentukan tetapi masih terdapat potensi-

potensi yang dikwatirkan mempengaruhi capain kierja kedepan. Untuk mengantisipasi
permasalahan dan hambatan yang muncul, dibutuhkan strategi untuk memaksimalkan
capaian target kinerja yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1) Perkuat akses dan kualitas layanan kesehatan
Menjamin layanan kesehatan bermutu dan merata menjadi fondasi utama
peningkatan indeks kesehatan. Strategi ini mencakup:

e Peningkatan fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu, dan rumah sakit) sesuai
standar pelayanan.

e Peningkatan tenaga kesehatan baik jumlah maupun kompetensinya (dokter,
perawat, ahli gizi, promotor kesehatan, dll.).

e Perbaikan sarana dan prasarana, termasuk farmasi dan alat kesehatan yang
memadai di setiap wilayah.

2) Perluas deteksi dan pencegahan penyakit melalui program pemeriksaan kesehatan
Melakukan pemeriksaan kesehatan secara massal dan berkala membantu deteksi
dini penyakit sehingga tindakan pencegahan atau pengobatan bisa segera
dilakukan. Di Malinau, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) telah digelar
secara serentak di fasilitas kesehatan, mencakup semua kelompok usia.

Strategi lanjutan yang dilakukan :
e Jadwalkan PKG rutin secara berkala (misal mingguan/bulanan).
e Integrasikan pemeriksaan dengan kampanye kesehatan dan kegiatan lokal.

e  Gunakan data hasil pemeriksaan untuk memetakan kebutuhan intervensi.

3) Perkuat sistem informasi dan monitoring kesehatan
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Data yang akurat dan real-time sangat penting untuk mengukur capaian target

indeks kesehatan. Penguatan sistem informasi kesehatan memungkinkan:

Pemantauan perkembangan indikator seperti angka harapan hidup, angka
kematian bayi/ibu, dan stunting.

Evaluasi capaian progres program kesehatan secara berkala.

Penanganan cepat terhadap permasalahan yang muncul. Strategi seperti ini
umum dicantumkan dalam rencana strategis kesehatan daerah vyang

menekankan integrasi dan pemanfaatan sistem informasi.

4) Tingkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

Masyarakat yang sadar dan aktif menjaga kesehatannya memiliki dampak besar

terhadap peningkatan indeks kesehatan. Upaya promosi dan pendidikan

kesehatan bisa berupa:

Penyuluhan gizi, terutama untuk ibu dan anak, demi menurunkan angka
stunting.

Edukasi pola hidup bersih dan sehat di komunitas.

Pelibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta kelompok masyarakat
(misalnya PKK dan remaja) dalam kampanye kesehatan.

Kampanye penggunaan layanan kesehatan secara proaktif

5) Integrasi Lintas Sektor

Indeks kesehatan dipengaruhi tidak hanya layanan kesehatan, tetapi juga faktor

sosial dan lingkungan. Strategi lintas sektor meliputi:

Kolaborasi dengan sektor pendidikan dalam program sekolah sehat dan
skrining kesehatan anak.

Kerja sama dengan sektor sanitasi dan air bersih untuk mencegah penyakit
menular.

Penguatan sosial ekonomi melalui program pemberdayaan (misalnya program
gizi berbasis pemanfaatan sumber daya lokal seperti pelatihan pengolahan ikan

bernutrisi).

6) Optimalkan pembiayaan kesehatan

Pastikan anggaran kesehatan dari APBD, dana kesehatan (BOK/DAK), serta sumber

lain (CSR, mitra pembangunan) dimanfaatkan secara efisien untuk program-

program prioritas, misalnya:

Pembiayaan layanan preventif dan promotif.

Dukungan logistik untuk pemeriksaan massal.




o Insentif untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil.
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7) Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Kebijakan

e Lakukan rapat evaluasi lintas sektor secara rutin untuk mengevaluasi capaian

target dan kendala pelaksanaan program, seperti yang diterapkan di beberapa

daerah untuk percepatan pencapaian target PKG.

e Tetapkan target capaian triwulanan dan indikator penilaian yang jelas.

e Berikan apresiasi/insentif bagi unit kerja atau kecamatan dengan capaian baik.

Strategi memaksimalkan pencapaian target indeks kesehatan di Kabupaten Malinau

harus bersifat holistik dan berkelanjutan, mencakup:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pendekatan ini

membangun

masyarakat.

Kendala / Permasalahan

Penguatan layanan kesehatan

Data dan monitoring yang kuat
Pemberdayaan masyarakat
Kolaborasi lintas sektor

Pembiayaan yang efisien

sistem kesehatan yang

Pencegahan melalui pemeriksaan rutin

Evaluasi kebijakan yang berkelanjutan

tidak hanya meningkatkan capaian

lebih

indikator,

tetapi

juga

responsif terhadap kebutuhan

Dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kemungkinaa kendala dan permasalahan

dalam mencapai target indeks kesehatan, di Kabupaten Malinau seperti yang disajikan

pada tabel dibawah ini :

Aspek Kendala / Dampak terhadap
No Penentulndeks Analisis Permasalahan Target Indeks Arah Perbaikan
Permasalahan
Kesehatan Kesehatan
Kondisi geografis yang luas
Status Akses layanan KIA dan terpencar !\/Iepurunnya kontribusi Penguatan.layanan
1 Kesehatan lbu belum merata menyebabkan indikator KIA terhadap ||dasar dan jemput
dan Anak keterbatasan jangkauan Indeks Kesehatan bola
layanan kesehatan
. . Pen.démp|ngar1 keluarga Menghambat Integrasi intervensi
Prevalensi Penurunan stunting berisiko stunting belum . . L .
2 . X . . . ||peningkatan nilai gizi spesifik dan
Stunting belum sesuai target optimal dan dipengaruhi N
. . Indeks Kesehatan sensitif
faktor sosial ekonomi
Pelayanan Keterbatasan sarana ||Distribusi fasilitas Kualitas dan cakupan [|Pemerataan sarana
3 Kesehatan dan prasarana kesehatan belum merata ||pelayanan kesehatan ||prasarana dan
Dasar kesehatan antar wilayah menurun layanan
Keterbatasan dan . Beban layanan
Sumber Daya R Minat penempatan tenaga . v Penguatan
. ketimpangan . meningkat dan o T
4 Manusia e kesehatan di wilayah kebijakan distribusi
distribusi tenaga ) ) menurunkan mutu R .
Kesehatan terpencil masih rendah dan insentif
kesehatan pelayanan
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Aspek Kendala / Dampak terhadap
No Penentulndeks Analisis Permasalahan Target Indeks Arah Perbaikan
Permasalahan
Kesehatan Kesehatan
Perilaku Hidup ||Perubahan perilaku Edukasi kesehatan belum ||Tingginya risiko Penguatan promosi
5 Bersih dan masyarakat berjalan ||berkelanjutan dan penyakit berbasis kesehatan berbasis
Sehat (PHBS) ||{lambat dipengaruhi faktor budaya ||lingkungan keluarga
. L Mobilitas penduduk dan  |[Meningkatkan risiko Peningkatan
Cakupan Cakupan imunisasi - .
6 . . kendala penelusuran kejadian penyakit yang ||pelacakan dan KIE
Imunisasi belum stabil . ; .
sasaran dapat dicegah imunisasi
. Keterbatasan Kebutuhan program lebih |{Intervensi kesehatan Optimalisasi
Pembiayaan . . . .
7 anggaran kesehatan ||besar dibandingkan tidak dapat dilakukan [|sumber pendanaan
Kesehatan . ) . )
daerah kapasitas fiskal daerah secara optimal dan kolaborasi
Data dan )
Sistem Data kesehatan belum Perbedaan sumber dan Pengambilan kebijakan Integrasi d.an
8 . sepenuhnya R pemutakhiran data
Informasi . . kualitas data antar sektor ||kurang tepat sasaran
terintegrasi kesehatan
Kesehatan
Sinergi program Penguatan
Kolaborasi g'p g Perbedaan prioritas dan Program kesehatan koordinasi dan
9 X kesehatan lintas OPD . L ; R
Lintas Sektor . mekanisme koordinasi berjalan parsial perencanaan
belum optimal
terpadu
- Sistem monev belum . Sulit mengukur Penguatan sistem
Monitoring . ||Pelaporan belum real time . . L
10 . sepenuhnya berbasis L kemajuan capaian monitoring dan
dan Evaluasi I dan analisis terbatas . -
kinerja indeks evaluasi

Pencapaian target

Indeks Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2025

menghadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural dan operasional, terutama terkait

kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, serta perubahan perilaku masyarakat. Selain

itu, tantangan dalam integrasi data dan kolaborasi lintas sektor turut mempengarubhi

efektivitas pelaksanaan program kesehatan.

Diperlukan upaya penguatan layanan

kesehatan dasar, optimalisasi sumber daya, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan

guna meningkatkan capaian Indeks Kesehatan secara menyeluruh.

Strategi / Tindak Lanjut

Berikut uraian strategi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian

Indeks Kesehatan di Kabupaten Malinau agar sesuai target

No Fokus Permasalahan Strategi Tindak Lanjut OPD Penanggung Indnkatc.)r
Jawab Keberhasilan
Akses layanan ) Pg!ayanan !<esehatan Meningkatnya
Penguatan layanan ||keliling ke wilayah .
1 kesehatan belum R Dinas Kesehatan cakupan layanan
kesehatan dasar |[terpencil- Penguatan
merata kesehatan dasar
Puskesmas dan Posyandu
. Percepatan - P(-:-.n'damplng.an keluarga Dinas Kesehatan, .
Penurunan stunting ||penurunan berisiko stunting- Penurunan prevalensi
2 . . Lo " Bappeda, OPD .
belum optimal stunting Intervensi gizi spesifik dan terkait stunting
terintegrasi sensitif
Pemerataan dan - Pemberian insentif
3 Keterbatasan SDM eningkatan tenaga kesehatan- Dinas Kesehatan, Meningkatnya rasio
kesehatan P g Pelatihan dan peningkatan |[BKPSDM tenaga kesehatan
kapasitas SDM )
kompetensi
PHBS masyarakat Pengua'fan - Kampanye PHBS berbasis Dinas Kesehatan, Meningkatnya
4 belum optimal promosi dan keluarga dan desa- Desa erilaku hidup sehat
P preventif Optimalisasi GERMAS P P
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. . . OPD Penanggun, Indikator
No Fokus Permasalahan Strategi Tindak Lanjut ggung .
Jawab Keberhasilan
. - Intensifikasi - Sweeping imunisasi- Meningkatnya
Cakupan imunisasi ; ) ) -
5 . pelayanan Edukasi dan pelacakan Dinas Kesehatan cakupan imunisasi
belum stabil : o
imunisasi sasaran dasar lengkap
Optimalisasi dan - Integrasi pendanaan Dukungan
Keterbatasan .p ) g P Bappeda, Dinas .g
6 sinergi APBD, DAK, dan desa- pembiayaan program
anggaran kesehatan . . X Kesehatan .
pembiayaan Kerja sama lintas sektor meningkat
- Integrasi dan
Penguatan sistem Data kesehatan
Data kesehatan belum||. 8 ) pemutakhiran data Dinas Kesehatan,
7 . . informasi . . akurat dan
terintegrasi kesehatan- Pemanfaatan (|Diskominfo . .
kesehatan terintegrasi
data untuk perencanaan
n n -F koordinasi rutin-
Koordinasi lintas Pe guata. . orum koordinasi ruti . ||Bappeda, OPD Program kesehatan
8 ) kolaborasi lintas Perencanaan dan evaluasi . : . )
sektor belum optimal terkait berjalan sinergis
OPD terpadu

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK; 100%
= X 0
(PAK; X CK))
Keterangan:
e £ :Efisiensi
e PAK :Pagu anggaran keluaran i
e RAK :Realisasi anggaran keluaran i
e CK :Capaiankinerja i
Tabel 3.4.4
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator L
Sasaran Kinerja ] Capaian Pagu Realisasi ( Ef]emensu
RO Strategis Utama Sataan Target e Kinerja Anggaran Anggaran 8)(;)(-79 X002
(1ku)
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Derajat Indeks ) o 58.926.832.6  47.065.160.3 o
1 Kesehatan Kesehatan fein eZCL B2CS LOD0TS 38,00 89,00 20258
Masyarakat

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Keterangan

11
Efisien (Batas
maksimal
20%
Batas
Minimal
-20%)




Efesiensi =

Efisiensi = 20,13%
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(58.926.832.638,00 x 100,01% ) - 47.065.160.389,00 x 100%

(58.926.832.638,00 x 100,01% )

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif

suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target

kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu

program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi

keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam

tabel berikut ini :

SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS KINERJA

Meningkatnya

Derajat Indeks
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat

Tabel 3.4.5

Capaian Kinerja Program Tahun 2025

CAPAIAN
KINERJA
(%)

100,1%

CAPAIAN
PROGRAM (%)
Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan e
dan upaya kesehatan masyarakat :
Program Peningkatan kapasitas sumber daya 30,40%
manusia kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 79,71%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dari tabel 3.4.5 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-

program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat
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disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja indeks kesehatan
adalah program Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat, Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan,

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam
pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat
Pengukuran sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja sasaran
Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial
masyarakat, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan
analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kesetaraan dan perlindungan dalam
pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat

Capaian
Indikator e Capaian Tahun 2025 Kinerja
Kinerja Tahun 2024 L. Tahun 2024
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 =5/4*100
Indeks Ketimpangan Gender - 0,472 0,48 98,30%
Persentase Kelompok
Disabilitas mengakses layanan - 100 100 100%

dasar
Sumber : : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah

direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.5.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Realisasi Tahun

Indikator A Target Akhir RPJMD
Kinerja 2030
2024 2025
1 2 3 4 5
Indeks Ketimpangan Gender Poin 0,480 0,48 0,407

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan
tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah atau negara. Di
Indonesia khusunya di Kabupaten Malinau. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) digunakan oleh
badan pusat statistik untuk mengukur kesenjangan gender pada Indeks Ketimpangan Gender
(IKG), semakin kecil nilainya maka dikategorikan semakin baik (artinya ketimpangan semakin
rendah).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat
ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.

Langkah-langkah penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki

2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic

3. Menghitung indeks dimensi

4. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender

5. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Formulasi untuk menghitung indeks ketimpangan gender adalah :

Pada tabel yang telah disajikan diatas bahwa di 2025 realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kabupaten Malinau sebesar 0,48 dari target 0,472 dengan capain sebesar 98,30%. Realissi Indeks
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Ketimpangan Gender untuk tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 artinya belum mengalami
penurunan dari tahun 2024.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Faktor Penyebaab keberhasilah yaitu;
1. Dimensi partisipasi angkataan kerja
» Masih terdapat kesenjangan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) antara laki-laki
dan perempaun.
» Perempuan lebih banyak di sektor informasi dengan produktivitas rendah.
2. Dimensi pemberdayaan
> Keterwakilaan perempaun di lembaga legislatif belum mencapai proporsi idela.
» Akses pendidikan menengah / tinggi perempuan di beberapa wilayah masih terbatas.
3. Dimensi kesehatan reproduksi
Angka kelahiran remaja atau indicator kesehatan ibu belum menunjukan perbaikan
signifikan.
4. Factor eksternal
Kondisi ekonomi yang belum stabil berdampak pada penyerapan tenaga kerja
perempuan
Dengan adanya peningkatan nilai IKG Kabupaten Malinau Tahun 2025 menunjukan bahwa
upaya pengarusutamaan gender masih belum sepenuhnya efektik dan masih memerlukan

penguatan interversi lintas sektor.

Alternatif solusi dan tindak lanjut yang telah dilakukan :

1. Penguatan program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Integrasi persepektif gender dalam perencanaan dan penganggaran
2. Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan
Pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan UMKM perempuan
3. Mendorong keterwakilan perempuan
Advokasi peningkatan partisifasi perempuan dalam jabatan pablik dan politik
4. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- Program pencegahan perkawinan usia anak
- Penguatan layahan kesehatan ibu dan remaja
5. Monitoring dan evaluasi berkala

Analisis perdimensi IKG untuk mengetahui komponen paling dominan penyumbang

kenaikan
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b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; x CK;) — RAK; 1009
= X 0
(PAK; x CK,)
Keterangan:
e E: Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
¢ RAK : Realisasi anggaran keluaran i
e CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.5.2
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator L
Sasaran Kinerja —_— Capaian Pagu Realisasi I
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja e AR (8x;|-79 x 100% Keterangan
(Iku) X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya
kesetaraan dan Efisien (Batas
perlindungan Indeks maksimal
1 dalam Ketimpan Poin 0,472 0,48 98,30% 2.017.106.46 1.991.015.12 0,41% 20%
pembangunan gan 8 1 Batas
dan kehidupan Gender Minimal
sosial -20%)
masyarakat

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

L. (2.017.106.468 x 98,30 %) — 1.991.015.121
Efisiensi = x 100%

(2.017.106.468 x 98,30 %)

Efisiensi = 0,41%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
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c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam
tabel berikut ini :

Tabel 3.5.3
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN INDIKATOR CAPAIAN CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA KINERJA PROGRAM (%)
(%)
Program Pengarusutamaan Gender
99,34%
Meningkatnya dan Pemberdayaan Perempuan
kesetaraan dan
perlindungan Indeks Program Perlindungan Perempuan 99,75%
CElEln Ketimpangan 98,30%
pembangunan .
dan kehidupan Gender Program Perlindungan Khusus Anak 88,81%
sosial
masyarakat
Program Pemenuhan Hak Anak 99,62%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

Dari tabel 3.5.5 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja indeks ketimpangan
gender di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator
kinerja tersebut diatas adalah program Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan

Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak.

PERSENTASE KELOMPOK DISABILITAS MENGAKSES LAYANAN DASAR

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah

direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.5.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Indikator
Kinerja

1

Realisasi Tahun

Target Akhir RPJMD

satuan

2029
2024 2025
2 3 4 5
Persen 100 100 100

Persentase Kelompok Disabilitas mengakses

layanan dasar

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan

dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.5.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran

1

Meningkatnya kesetaraan
dan perlindungan dalam
pembangunan dan
kehidupan sosial
masyarakat

Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
2 3 4 5 6
Persentase Kelompok
Disabilitas mengakses Persen 100

layanan dasar

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Kelompok Disabilitas Mengakses

Layanan Dasar adalah indikator yang

menunjukkan proporsi penyandang disabilitas yang memperoleh dan memanfaatkan layanan

dasar secara layak, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan

sosial, dan

layanan publik lainnya.

Indikator ini mencerminkan tingkat inklusivitas

pembangunan daerah, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar penyandang

disabilitas, serta menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan, program, dan sarana prasarana

yang ramah disabilitas dalam mendukung akses yang setara,

nondiskriminatif, dan

berkelanjutan terhadap layanan dasar.

Persentase Kelompok Disabilitas Mengakses Layanan Dasar dipilih sebagai indikator kinerja

karena mencerminkan tingkat inklusivitas pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar

penyandang disabilitas di daerah. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas
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kebijakan, program, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, sekaligus
memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak bersifat diskriminatif dan
mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
Layanan dasar umumnya meliputi:

1. Layanan Pendidikan (akses sekolah inklusi atau pendidikan khusus)

2. Layanan Kesehatan (fasilitas kesehatan, rehabilitasi, JKN, dll.)

3. Layanan Administrasi Kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran)

4. Layanan Sosial (bantuan sosial, program pemberdayaan)

Disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing.

Formulasi perhitungan

Persentase = Jumlah penyandang disabilitas yang mengakses layanan dasar / Total
penyandang disabilitas sasaran
Keterangan:
- Pembilang: Jumlah penyandang disabilitas yang telah menerima layanan

- Penyebut: Total penyandang disabilitas yang terdata sebagai sasaran

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase kelompok disabilitas mengakses
layanan dasar dengan target tahun berjalan ditetapkan sebesar 100%, realisasi 100%,
sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kelompok
disabilitas yang menjadi sasaran program telah memperoleh akses terhadap layanan

dasar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Pendataan yang Akurat dan Terintegrasi
Data penyandang disabilitas telah teridentifikasi dengan baik melalui basis data
terpadu sehingga memudahkan intervensi program.
2. Komitmen Kebijakan Inklusif.
Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung pelayanan ramah
disabilitas.
3. Koordinasi Lintas Sektor
Sinergi antara OPD terkait (kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan) dalam

memastikan akses layanan dasar.

4. Peningkatan Aksesibilitas Layanan
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Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih inklusif (akses fisik, informasi, dan
administrasi).

5. Pendampingan dan Sosialisasi
Edukasi kepada keluarga dan masyarakat untuk mendorong kelompok disabilitas

memanfaatkan layanan yang tersedia.

Analisis penyebab peningkatan/penurunan

Walaupun capain indikator Persentase kelompok disabilitas mengakses layanan dasar

mencapai 100%, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi seperti:

- Validitas dan pembaruan data secara berkala
- Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pelayanan inklusif

- Hambatan sosial dan stigma terhadap penyandang disabilitas

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk menjaga keberlanjutan capaian, langkah yang telah dan akan dilakukan

antara lain:

1. Pemutakhiran data penyandang disabilitas secara periodik

2. Penguatan kapasitas petugas layanan melalui pelatihan pelayanan inklusif

3. Peningkatan kualitas aksesibilitas sarana dan prasarana

4. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan tidak terjadi exclusion error

5. Penguatan kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas
Walau Capaian 100% menunjukkan bahwa target telah terpenuhi sesuai
perencanaan. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan,

diperlukan penguatan sistem pendataan, peningkatan kapasitas layanan inklusif,

serta pengawasan berkelanjutan agar akses layanan dasar tetap merata.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
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Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CKi) ~RAK;
=] X 0
(PAK; X CK;)
Keterangan:
e £ :Efisiensi
e PAK :Pagu anggaran keluaran i
e RAK :Realisasi anggaran keluaran i
e CK :Capaian kinerja i
Tabel 3.5.6
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator Efesiensi
Sasaran Kinerja o Capaian Pagu Realisasi
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja AR e jBx;xl- 79 x100%  Keterangan
(1ku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya
kesetaraan dan IFEREEE Efisien (Batas
perlindungan Eelompok maksimal
dalam oo 138.920.482. 132.254.589. o 20%
1 FETBEG e Disabilitas Persen 100 100 100 939,23 747,00 4,7% Batas
. mengakse L
dan kehidupan slevpnEn Minimal

sosial -20%)

masyarakat

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

dasar

(138.920.482.939,23 x 100 %) — 132.254.589.747,00 , 100%
(138.920.482.939,23 x 100 %)

Efisiensi =

Efisiensi = 4,7%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu

program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi

keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
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antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam
tabel berikut ini :

Tabel 3.5.7
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS IT(?LI:E‘;I:R (,:(?,:::3 2 PROGRAM CA'::;)AN
(%)
Persentase B
Meningkatnya kesetaraan dan Kelompok Pemerintahan dan
perlindungan dalam pembangunan  Disabilitas 100% L 95,20%
dan kehidupan sosial masyarakat mengakses
Rakyat

layanan dasar

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2025

Dari tabel 3.5.10 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Persentase Kelompok
Disabilitas mengakses layanan dasar di dukung oleh program yang dapat menunjang
keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan
Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika

Pengukuran sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja sasaran
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk
mendukung SDM yang berkarakter dan beretika, dalam proses pengukuran capaian kinerja

dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut:

Tabel. 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai
Budaya untuk mendukung SDM yang berkarakter dan beretika

Capaian
Indikator e Capaian LELTLIe LR Kinerja
Kinerja Tahun 2024 L. Tahun 2025
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 =5/4*100
Indeks Pembangunan Indeks Pembangunan ) 58 79 ) i
Kebudayaan Kebudayaan !
Indeks Pembangunan Indeks Pembangunan ) 68,22 53.90 79,01%

Keluarga (IBANGGA) Keluarga (IBANGGA)
Sumber : Dinas Budpar dan Dinas Kesehatan PP dan KB
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INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah
direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Realisasi Tahun

Indikator eatuan Target Akhir RPJIMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 5] 4 5
Indeks Pembangunan Kebudayaan Poin - - -

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.6.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator e Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Keluarga dan Indeks
Penerapan Nilai-Nilai Budaya Pembangunan Poin - - -

untuk mendukung SDM yang Kebudayaan
berkarakter dan beretika
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai salah satu isu strategis pembangunan
Indonesia, tidak hanya bagaimana kebudayaan itu ada dan berkembang di dalam suatu

masyarakat, namun kebudayaan adalah modal dalam pembangunan. Perhitungan IPK

diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis




PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU

formulasi kebijakan yang knowledge based, agar perumusan kebijakan pembangunan
kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi daerah.

Indeks Pemajuan Kebudayaan merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan
capaian kinerja dalam Pembangunan Kebudayaan yang bertujuan sebagai dasar perumusan
kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan.

Pemajuan merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya krisis karekter yang
disebabkan oleh Pengaruh Kebudayaan Asing. Dengan adanya Pemajuan Kebudayaan
berdampak positif pada kelestarian dan keberlangsungan kebudayaan suatu daerah.

Untuk mengatahui Indeks Pembangunan Kebudayan dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut :

IPK = Jumlah Bobot Dimensi x Jumlah Indeks Dimensi

Tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melakukan penghitungan Indeks
Pembangunan Kebudayaan dikarenakan Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan
hanya dilakukan pada tingkat nasional dan Provinsi. Sebagai acuan realisasi capaian, Dinas

Kebudayaan mengikuti data perhitungaan dari Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun beberapa Faktor yang menyebabkan indeks pembangunan kebudayaan belum

bisa dihitung atau dilaksanakan di Kabupaten Malinau adalah:

a. Belum tersedianya aturan yang memuat tentang petunjuk teknis penghitungan
Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tingkat Kabupaten

b. Belum adanya tim/OPD yang menjadi leading sector (Penanggung jawab) dalam
melakukan penghitungan Indeks Pemajuan Kebudayaan mengingat bahwa dalam
Rumus penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 7 Dimensi dan 34

Indikator, dimana masing-masing Dimensi dan Indikator berada di OPD yang berbeda.

Langkah alternatif sebagai upaya yang akan dilakukan untuk kedepannya adalah
sebagai berikut :
a. Melakukan Koordinasi pada Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan, Pemerintah
Provinsi mengenai penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan

b. Membentuk Tim yang bertanggung jawab/ bertugas melakukan penghitungan Indeks

Pembangunan Kebudayaan di Tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Malinau.
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b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; x CK;) — RAK, 1009
= X 0
(PAK; x CK;)
Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
*CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.6.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator L
L . eaci Efesiensi
Sasaran Kinerja R Capaian Pagu Realisasi )
No Strategis Uit Satuan Target Realisasi Kinerja Anggaran Anggaran _(8x78)xs; x 100%
(Tku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Kualitas
Kehidupan
Keluarga dan Indeks
Penerapan Pembang
1 Nilai-Nilai unan Poin 58,79 13'9;;0'22005'5 ;2'239'342'1
Budaya untuk Kebudaya ! !
mendukung an
SDM yang
berkarakter dan
beretika

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(13.990.205.509,20 x .....%) - 13.859.342.102,00
(13.990.205.509,20 X ......% )

Efesiensi = x 100%

Efisiensi= ...

Keteranga
n

11

Efisien (Batas
maksimal
20%
Batas
Minimal
-20%)
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Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam

tabel berikut ini :

Tabel 3.6.4
Capaian Kinerja program Tahun 2025

INDIKATOR CAPAIAN CAPAIAN
(%) (%)
X X Program Pengembangan
Mel?lngkatnya Kualitas Indeks i
Kehidupan Keluarga dan
I Pembangun
Penerapan Nilai-Nilai Budaya an

untuk mendukung SDM yang Kebudavaan Progra!m Pengémbangan
berkarakter dan beretika ¥ Kesenian Tradisional

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dari tabel 3.6.5 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan
Kebudayaan di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator
kinerja tersebut diatas adalah program Pengembangan Kebudayaan dan Program

Pengembangan Kesenian Tradisional.

INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA)

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah

direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.6.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir Tahun RPJMD

Realisasi Tahun

Indikator I — Target Akhir RPJMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 6 7 8
Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) Poin 64,94 53,90 69,92

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.6.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Provinsi Nasional
Kinerja Tahun 2025

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Indeks
Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai ~ Pembanguna
Budaya untuk mendukung SDM n Keluarga
yang berkarakter dan beretika (IBANGGA)

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Poin 59,90 67,6 67,3

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan

I-Bangga adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan
pembangunan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan
berdaya saing. |-Bangga menggambarkan kondisi keluarga secara menyeluruh melalui
berbagai aspek kehidupan keluarga yang saling terkait. Indikator ini dikembangkan sebagai
alat ukur kinerja pembangunan keluarga yang mencerminkan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga, serta menjadi dasar dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Indikator I-Bangga disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, antara lain:
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Dimensi Ketenteraman dan Kemandirian Keluarga Menggambarkan kemampuan
keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kemandirian ekonomi, serta rasa aman dan
nyaman dalam kehidupan keluarga.

Dimensi Ketahanan Keluarga Mencerminkan ketahanan fisik, sosial, dan psikologis
keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dimensi Keharmonisan dan Relasi Keluarga Mengukur kualitas hubungan antaranggota
keluarga, komunikasi, serta pola pengasuhan dalam keluarga.

Dimensi Kualitas Sumber Daya Manusia Keluarga Berkaitan dengan pendidikan,

kesehatan, dan perilaku hidup sehat anggota keluarga.

Indikator I-Bangga memiliki fungsi strategis sebagai:

Alat ukur capaian pembangunan keluarga di tingkat daerah.

Dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan keluarga yang tepat sasaran.
Instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah terkait urusan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.

Pendukung pencapaian tujuan pembangunan manusia dan sosial secara berkelanjutan.

Berikut alasan pemilihan Indikator I-BANGGA (Indeks Pembangunan

Keluarga) sebagai indikator utama pemerintah Kabupaten Malinau, disusun dengan konteks

kondisi daerah Malinau:

1)

2)

3)

Mewakili Kondisi Kesehatan Secara Holistik I-BANGGA tidak hanya menilai aspek

kesehatan fisik, tetapi juga mencakup:

e  kesehatan ibu dan anak

e  status gizi keluarga

e akses pelayanan kesehatan

e  perilaku hidup bersih dan sehat Hal ini sejalan dengan pendekatan promotif
preventif yang menjadi fokus Dinas Kesehatan.

Berbasis Keluarga sebagai Unit Terkecil Pembangunan Permasalahan kesehatan di

Kabupaten Malinau—seperti stunting, gizi buruk, dan kesehatan ibu-anak—berakar

dari kondisi keluarga. I-BANGGA tepat digunakan karena menempatkan keluarga

sebagai subjek utama intervensi kesehatan.

Relevan dengan Karakteristik Wilayah Malinau Kabupaten Malinau memiliki:

e wilayah luas dan terpencil

e  sebaran penduduk tidak merata
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e keterbatasan akses layanan kesehatan I-BANGGA mampu menggambarkan
ketimpangan antarwilayah dan menjadi dasar penentuan prioritas program
kesehatan.

4) Mendukung Program Nasional dan Lintas Sektorl-BANGGA selaras dengan:

e  Program Bangga Kencana

e  percepatan penurunan stunting

e penguatan pelayanan kesehatan primer Penggunaan indikator ini
memudahkan sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten, serta
memperkuat kolaborasi lintas OPD.

5) Sebagai Alat Perencanaan dan Evaluasi yang Terukur I-BANGGA memberikan nilai
indeks yang jelas dan terukur, sehingga:
e memudahkan pemantauan capaian pembangunan kesehatan
e menjadi dasar evaluasi kinerja program Dinas Kesehatan
e membantu pengambilan keputusan berbasis data
6) Mendorong Intervensi Tepat Sasaran Dengan data I-BANGGA, Dinas Kesehatan dapat:
e mengidentifikasi keluarga berisiko tinggi
e menyusun intervensi spesifik wilayah dan kelompok sasaran

e meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran kesehatan

Formulasi perhitungan indikator
Nilai masing-masing dimensi dihitung dengan rumus:

Jumlah indikator terpenuhi

Nilai Dimensi = 100

Jumlah indikator pada dimensi

Nilai I-BANGGA merupakan rata-rata dari ketiga dimensi, dengan bobot yang sama:

Nilai Ketenteraman + Nilai Kemandirian + Nilai Kebahagiaan

I-BANGGA = 3

Hasil perhitungan I-BANGGA kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

Nilai I-BANGGA Kategori

<40 Sangat Rendah
40 - <60 Rendah

60 - <80 Sedang

=80 Tinggi
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Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Berikut Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator I-BANGGA, di Kabupaten

Malinau.
Indikator . .. . .
No Kinerja I- CKE:::?: Analisis Keberhasilan Analisis ?T(t;::ttl)aerhasﬂan Kesimpulan Analisis
BANGGA !
Pelaksanaan
intervensi gizi Jangkauan layanan Diperlukan
Belum spesifik (PMT, kesehatan belum merata, ||penguatan intervensi
Prevalensi . |limunisasi, TTD) telah |keterbatasan sensitif dan
1 . mencapai . . .
Stunting tarcet berjalan dan pendampingan keluarga pendampingan
g didukung oleh berisiko stunting, serta keluarga secara
komitmen lintas kondisi geografis berkelanjutan
sektor
Cakupan Adanya dukungan Jumlah dan kapasitas N
. . Perlu optimalisasi
Pendampingan kader kesehatan, pendamping belum
. . peran kader desa
2 Keluarga Meningkat ||PKK, dan sebanding dengan luas .
. . . dan kolaborasi lintas
Berisiko pelaksanaan program||wilayah dan jumlah
. . sektor
Stunting nasional sasaran
Cakupan Penguatan layanan
- Perlu pemerataan
Pelayanan . Puskesmas dan Akses layanan di wilayah
3 Meningkat . . sarana dan tenaga
Kesehatan Ibu Posyandu serta terpencil masih terbatas kesehatan
dan Anak (KIA) dukungan JKN
Persentase Edukasi ibu hamil
. . dan dukungan Faktor budaya dan jarak ||Pendekatan berbasis
Persalinan di . . L )
4 Fasilitas Meningkat ||pembiayaan tempuh fasilitas kesehatan | kearifan lokal perlu
kesehatan berjalan ||di wilayah tertentu ditingkatkan
Kesehatan .
baik
Ket di ksi
Cakupan © erse 'aan va' >N Mobilitas penduduk dan  ||Diperlukan
. Belum relatif memadai dan .
5 Imunisasi . . . rendahnya penerimaan penguatan KIE dan
stabil dilakukan kegiatan .
Dasar Lengkap . sebagian masyarakat penelusuran sasaran
sweeping
Perilaku Hidu Perubahan perilaku Pendekatan
. P Belum Program GERMAS masyarakat memerlukan ||promotif-preventif
6 Bersih dan . . . .
optimal telah dilaksanakan waktu dan edukasi berbasis keluarga
Sehat (PHBS) . .
berkelanjutan perlu ditingkatkan
Ketersediaan
dan . . L .
Pemanfaatan sistem ||Sinkronisasi data lintas . N
Pemanfaatan . Integrasi dan validasi
7 Meningkat ||pelaporan dan OPD belum sepenuhnya .
Data . data perlu diperkuat
pendataan kesehatan||optimal
Kesehatan
Keluarga
Edukasi Gizi Peran aktif tenaga . Perlu inovasi media
. . Keterbatasan media dan .
8 dan Kesehatan ||Meningkat |[promosi kesehatan . KIE yang adaptif dan
metode edukasi .
Keluarga dan kader berkelanjutan

Secara umum, capaian indikator I-BANGGA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau

menunjukkan tren peningkatan, khususnya pada indikator pelayanan kesehatan ibu dan anak

serta edukasi kesehatan keluarga. Namun demikian, beberapa indikator belum mencapai
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target yang ditetapkan, terutama yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan

sumber daya, serta perlunya perubahan perilaku masyarakat. Ke depan, diperlukan

penguatan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi peran kader, serta peningkatan intervensi

promotif dan preventif berbasis keluarga untuk mendukung pencapaian target I-BANGGA

secara berkelanjutan.

Kendala / Permasalahan

Berikut uraian Kendala/Permasalahan yang Dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau

dalam Mencapai Target I-BANGGA :

Aspek I- Kendala / Dampak terhadap
No BANGGA Permasalahan Akar Permasalahan Target Keterangan
Cakupan - Wilayah geografis
pendampingan luas dan sulit Target penurunan [|Terutama di desa
Penurunan .. .. . . .
1 Stuntin keluarga berisiko dijangkau- stunting tidak terpencil dan
& stunting belum Keterbatasan tenaga |[|tercapai optimal |perbatasan
optimal kesehatan dan kader
- Sarana prasarana
Pelayanan kesehatan terbatas- Risiko kematian  ||[Membutuhkan
Akses layanan KIA . . .
2 ||Kesehatan belum merata Distribusi tenaga ibu dan bayi penguatan
Ibu dan Anak kesehatan belum masih ada layanan dasar
seimbang
Rendahnya . .
Perubahan kesadaran keluarea |- Faktor sosial budaya- ||Intervensi Perlu pendekatan
3 ||Perilaku terhadap pola hidgu Edukasi kesehatan kesehatan kurang ||berbasis budaya
Kesehatan PP P belum berkelanjutan |lefektif lokal
sehat
- Perbedaan prioritas
Kolaborasi Koordinasi lintas program- Mekanisme Program |- Integrasi program
4 BANGGA berjalan

Lintas Sektor

OPD belum optimal

koordinasi belum
terstruktur

parsial

belum maksimal

Kualitas Data

Data keluarga dan
data kesehatan

- Pemutakhiran data
tidak rutin- Perbedaan

Penetapan

Perlu integrasi

5 . sasaran kurang data kesehatan
Kesehatan belum sepenuhnya |sumber dan sistem
. tepat dan KB
sinkron data
!(eterbatasan - Rekrutmen dan Pelayanan dan Kader kesehatan
Sumber Daya|[jumlah dan pemerataan SDM .
6 . . . pendampingan sangat
Manusia kapasitas tenaga terbatas- Beban kerja ||, . .
- tidak optimal dibutuhkan
kesehatan tinggi
Ket t
eterbatasan - Ketergantungan pada ||Skala dan
Pendanaan |[langgaran untuk . . Perlu dukungan
7 . . e APBD- Prioritas jangkauan .
Program intervensi spesifik |- anggaran terbatas rorram terbatas lintas pendanaan
BANGGA g8 prog
- Pelaporan manual
3 Monitoring |[|Sistem monitoring ||dan tidak real-time- Sulit mengukur Perlu penguatan
dan Evaluasi ||belum terintegrasi ||Keterbatasan kapasitas ||capaian program ||sistem monev

evaluasi
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Strategi / Tindak Lanjut

Berikut uraian Strategi / Tindak Lanjut dalam Pencapaian Program I-BANGGA di Kabupaten

Malinau
. . . Pelaksana Indikator
No Aspek I-BANGGA Strategi Tindak Lanjut Utama Keberhasilan
-P i kel Meningk
Peninglatan peran | "SRR L e jumiah keluargs
Penguatan keluarga dalam ’ ! DP3A/OPD KB, / . . g
1 BKL- Edukasi aktif mengikuti
Ketahanan Keluarga ||pengasuhan dan . ||IPKK, Desa .
- pengasuhan berbasis kelompok bina
perlindungan anak >
kearifan lokal keluarga
Integrasi program ||- Pendamplnlgén Dinas Penurunan
keluarga dengan |lkeluarga berisiko Kesehatan PP . .
. . I . . prevalensi stunting
2 ||Penurunan Stunting |lintervensi gizi stunting- Edukasi gizi ||KB, .
- di Kabupaten
spesifik dan dan kesehatan Puskesmas, .
. . Malinau
sensitif reproduksi Kader
Penguatan - Sosialisasi GenRe di N;m;ik:j;za
3 Peningkatan Kualitas||perencanaan sekolah dan Dinkes PPKB, femi'a tentan
SDM keluarga dan usia ||masyarakat- Konseling|[Sekolah, PIK-R ) &
. . . kesehatan
perkawinan ideal |[remaja .
reproduksi
Penguat.an - Pel.atlhan Dinkes PPKB, Bertambahnya
4 Pemberdayaan ekonomi keluarga |lkewirausahaan Dinas kelompok UPPKA
Ekonomi Keluarga ||melalui kelompok | keluarga- Fasilitasi Koperasi. Desa yang aktif dan
UPPKA akses permodalan P ’ mandiri
- Pelayanan KB keliling .
Perl k M k PR
Peningkatan Akses er uasa.n cakiipan ke wilayah terpencil- ||Dinkes PPKB eningkatnya C
5 dan kualitas . dan kepesertaan KB
Layanan KB Penyediaan alat Puskesmas .
pelayanan KB . aktif
kontrasepsi
thlmallsasu peran||- Pemblnaan dan Dinkes PPKB, Kader aktif dan
6 Penguatan tim dan kader I- pelatihan kader- Kecamatan kelembagaan I-
Kelembagaan BANGGA di tingkat||Penguatan koordinasi Desa " ||IBANGGA berjalan
desa lintas sektor efektif
Penggunaan data ||, Pemutakhiran data Data keluarga valid
Pemanfaatan Data g8 . ||keluarga- Analisis dan ||Dinkes PPKB, . &
7 keluarga sebagai dan dimanfaatkan
Keluarga . ~ ||pemetaan keluarga Desa
dasar intervensi dalam perencanaan
sasaran
-K I-BANGGA Meningk
. Penguatan KIE amp.anye. GG Dinkes PPKB, eningkatnya
Edukasi dan . melalui media lokal- . pemahaman
8 0. berbasis budaya . Media, Tokoh
Komunikasi lokal Edukasi langsung ke Masvarakat masyarakat tentang
masyarakat ¥ I-BANGGA

Strategi dan tindak lanjut tersebut diarahkan untuk meningkatkan capaian I-BANGGA secara

terukur dan berkelanjutan melalui pendekatan keluarga, penguatan layanan kesehatan primer, serta

sinergi lintas sektor sesuai karakteristik Kabupaten Malinau.

Secara umum, penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Malinau pada Tahun 2025 telah

menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai




PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU

program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan
kualitas pelayanan dasar, serta mendukung pencapaian target Indeks Kesehatan daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain
kondisi geografis wilayah yang luas dan terpencar, keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan
kesehatan, serta perlunya perubahan perilaku masyarakat yang berkelanjutan. Kendala tersebut
berpengaruh terhadap capaian beberapa indikator kesehatan yang belum sepenuhnya mencapai target
yang telah ditetapkan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Malinau akan terus memperkuat komitmen dalam
pembangunan kesehatan melalui peningkatan layanan kesehatan dasar yang merata, penguatan
promosi dan upaya preventif, serta percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, penguatan sistem informasi kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, serta optimalisasi
sumber pembiayaan akan menjadi fokus kebijakan guna mendukung peningkatan Indeks Kesehatan
secara berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan partisipasi aktif
masyarakat, diharapkan pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Malinau dapat terus ditingkatkan

sebagai bagian integral dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK; 100%
= X
(PAK; % CK)) °
Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i

*CK : Capaian kinerja i
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Tabel 3.6.7
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator A
Sasaran Kinerja Capaian Pagu Realisasi Elestenss
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja o fa— (L)(;%x 100% Keterangan
(ku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya
Kualitas
Kehidupan
Keluarga dan Indeks Efisien (Batas
Penerapan Pembang maksimal
Nilai-Nilai unan . o 44.116.906. 21.871.061.6 o 20%
1 Budaya untuk Keluarga R Le22 EEY Rl 270,00 01,00 B2 Batas
mendukung (IBANGGA Minimal
SDM yang ) -20%)

berkarakter dan
beretika

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

(44.116.906.270,00 x 79,01% ) - 21.871.061.601,00
o .
Efesiensi = (44.116.906.270,00 x 79,01% ) x100%

Efisiensi = 37,25%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam

tabel berikut ini :
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Tabel 3.6.8
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS "‘::::é';}:k KINERJA PROGRAM KEUANGAN
(%) (%)
Program Pemberdayaan dan 76 76%
. . Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) e
Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Keluarga Indeks Program Rehabilitasi Sosial 98.75%
dan Penerapan Nilai- Pembangunan
Nilai Budaya untuk Kel gu 79,01% Program Pengelolaan dan
mendukung SDM yang (IeB::erg(asA) Pengembangan Sistem penyediaan Air 48,11
berkarakter dan Minum
beretika Program Pengelolaan dan
54,93

pengembangan sistem air limbah

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Dari tabel 3.6.10 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan
Keluarga (IBANGGA) di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian
indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS), Program Rehabilitasi Sosial, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Pengukuran sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja sasaran
Menurunnya Tingkat Kemiskinan, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator

kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Capaian
Indikator Satuan Capaian LELTTeR ) Kinerja
Kinerja Tahun 2024 . Tahun 2025
Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6=5/4*100

Tingkat Kemiskinan Persen - 6,64 5,56 116,26%
Tingkat Pengangguran Persen - 3,07 3,42 88,59%

Terbuk

Indeks Gini - 0,275 0,249 109,4%

Sumber : Bappeda dan Dinas ketenagakerjaan Tahun 2025
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TINGKAT KEMISKINAN

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah
direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun

Indikator satuan Target Akhir RPJIMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 3 4 5
Tingkat Kemiskinan Persen 6,94 5,56 5,42

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.7.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator T Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Menurunnya Tingkat . -
i & Tingkat Kemiskinan Persen 5,56 - -

Kemiskinan

Sumber : Bappeda Tahun 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara sederhana, indikator ini
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digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk di suatu wilayah tidak mampu memenuhi
standar hidup minimum secara ekonomi, baik untuk kebutuhan makanan maupun non-
makanan.

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten
Malinau, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Lima Program
Inovasi Daerah perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Optimalisasi program unggulan
seperti PESAT, hingga Desa Sarjana Unggul harus terus ditingkatkan untuk memastikan
intervensi pemerintah menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedalaman dan
perbatasan. Berdasarkan data BPS Malinau, angka kemiskinan telah menunjukkan tren
penurunan yang signifikan dari 6,94% pada 2024 menjadi 5,56% di tahun 2025. Ke depan,
penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan desa menjadi kunci agar program
pemberdayaan ekonomi dan perbaikan rumah layak huni memberikan dampak yang lebih
masif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Malinau secara inklusif.

Tabel 3.7.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Malinau, Tahun 2024 - 2025

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Persentase Penduduk Miskin

1 2 3
2024 6,45 6,94
2025 5,24 5,56

Sumber: Statisti Kabupaten Malinau Tahun 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.
Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari
kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan
pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan
keparahan dari kemiskinan.

Tabel 3.7.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

1 2 3
2024 0,57 0,06
2025 0,25 0,01

Sumber: Statisti Kabupaten Malinau tahun 2025
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Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas maka diketahui jumlah penduduk miskin

di Kabupaten Malinau pada tahun 2025 sebesar 5,24 ribu (5,56 persen). Dibandingkan

dengan penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 6,45 ribu (6,94 persen), jumlah penduduk

miskin secara absolut berkurang 1,21 ribu jiwa dan secara persentase turun 1,38 persen.

Pada periode 2024 - 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, dari

0,57 pada tahun 2024 menjadi 0,25 pada tahun 2025. Hal serupa terjadi pada Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengalami penurunan dari 0,06 menjadi 0,01.

Analisis penyebab keberhasilan

Faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau dipengaruhi oleh

karakteristik geografis wilayah perbatasan dan struktur ekonomi masyarakatnya.

Adapun beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau

mengalami penurunan adalah:

Adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan.

Peningkatan pendapatan masyarakat lewat pengembangan UMKM dan pemberdayaan
ekonomi lokal.

Optimalisasi program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau seperti PESAT,
hingga Desa Sarjana Unggul harus terus ditingkatkan untuk memastikan intervensi

pemerintah menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan.

Analisis faktor penghambat

Selain faktor keberhasilan masih juga terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat

kemiskinan di Kabupaten Malinau:

Tantangan Geografis dan Aksesibilitas Dimana wilayah Malinau yang sangat luas dengan
topografi hutan dan pegunungan membuat biaya logistik sangat tinggi. Sulitnya jangkauan
transportasi ke daerah pedalaman dan perbatasan menyebabkan harga barang
kebutuhan pokok menjadi mahal, yang secara langsung menekan daya beli masyarakat
miskin.

Konektivitas infrastruktur dasar belum merata. Masih terdapat infrastruktur jalan dan
jembatan yang menghambat mobilitas hasil pertanian masyarakat desa ke pusat pasar.
Hal ini membuat petani sulit mendapatkan keuntungan maksimal dari produk mereka.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Tingkat pendidikan dan keterampilan

yang terbatas di beberapa wilayah pedalaman menjadi hambatan bagi masyarakat untuk
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mengakses lapangan kerja sektor formal atau mengembangkan usaha mandiri yang
kompetitif.

o Keterbatasan Lapangan Kerja Non-Sektor Primer: Ekonomi Malinau masih sangat
bergantung pada sektor alam dan jasa pemerintahan. Kurangnya diversifikasi industri atau
sektor pengolahan membuat peluang kerja bagi angkatan muda menjadi terbatas.

e Faktor Internal dan Budaya: Terdapat pengaruh dari faktor internal individu atau keluarga,
seperti kurangnya motivasi usaha atau ketergantungan pada bantuan, yang menurut BPS
Kabupaten Malinau turut menjadi pemicu kemiskinan di beberapa kantong wilayah.

e Kesenjangan Kota dan Desa: Terjadi ketimpangan pembangunan yang cukup lebar antara
pusat kabupaten dengan desa-desa di perbatasan, di mana fasilitas kesehatan dan
pendidikan berkualitas masih terpusat di wilayah perkotaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Alternatif atau solusi yang dilakukan untuk menekan tingkat kemiskinan adalah:
e Mendorong pengembangan UMKM kepada masyarakat umum
e Membuat jalan tani untuk mobilitas hasil pertanian masyarakat.
e Membuat pelatihan UMKM untuk masyarakat umum

e Meningkaatkan keterampilan yang terbatas di beberapa wilayah pedalaman

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin
hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien
ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat

efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

_ (PAK; x CK;) — RAK;

1000
(PAK, x CK) < 100%

Keterangan:

e E : Efisiensi

e PAK : Pagu anggaran keluaran i

e RAK : Realisasi anggaran keluaran i

*CK : Capaian kinerja i
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Tabel 3.7.5
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator A
Sasaran Kinerja Capaian Pagu Realisasi Elestenss
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja R AT 18x;x|- ;J x 100% Keterangan
(1ku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Efisien (Batas
maksimal
Menurunnya Tingkat o
1 Tingkat Kemiskina Persen 6,64 5,56 116,26% D2 200 L2 0 16,96% 20%
L 0,00 0,00 Batas
Kemiskinan n L
Minimal

-20%)
Sumber : Bappeda Tahun 2025

(1.294.725.000,00x 116,26 ) - 1.249.894.000,00-
(1.294.725.000,00x 116,26 )

Efesiensi = x 100%

Efisiensi = 16,96 %

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam
tabel berikut ini :

Tabel 3.7.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2025

SASARAN CAPAIAN CAPAIAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM (%)
(%)
Menurunnya Program Perlindungan dan
Tingkat Tingkat Kemiskinan 116,26% : etz 96,53%
KeamidinE Jaminan Sosial

Sumber : Bappeda Tahun 2025
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Dari tabel 3.7.6 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan di
dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut

diatas adalah program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah
direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun

Indikator satuan Target Akhir RPJIMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 4 5 6
Tingkat Pengangguran Terbuka Pesen 3,10% 3,42% 2,95%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel
sebagai berikut :

Tabel 3.7.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Menurunnya Tingkat Tingkat Pengangguran
Y & g gange Persen 3,42

Kemiskinan Terbuka

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
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Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator yang menggambarkan persentase
angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang
mempersiapkan usaha baru. Indikator ini mencerminkan kondisi pasar kerja di suatu daerah
serta kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan kesempatan kerja, sehingga
dapat digunakan untuk menilai tingkat penyerapan tenaga kerja dan stabilitas sosial
ekonomi masyarakat secara objektif.

Tingkat Pengangguran Terbuka dipilih sebagai indikator kinerja karena memiliki
dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan kualitas
pembangunan ekonomi daerah. Indikator ini relevan, terukur, dan sensitif terhadap
kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi, sehingga efektif digunakan untuk
mengevaluasi keberhasilan program pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerija,
peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor-sektor produktif yang
berkelanjutan.

Berdasarkan tebel yang telah ditampilkan diatas dapat diketahui Tingkat
Pengganguran Terbuka (TPT) tahun 2025 mengalami kenaikan angka pengangguran di
rentang 0,32% dari 3,10 % di tahun 2024 menjadi 3,42 % di tahun 2025.

Kenaikan angka ini bukan disebabkan kerena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
tetapi makin banyak lulusan baru SMA/Sederajat maupun serjana muda yang aaktif di pasar

kerja.

Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh masuknya lulusan baru dan dominasi tenaga kerja

perempuan yang belum terserap optimal. Ada beberapa faktor penyebab menurunnya

kinerja dalam rangka penurun tingkat pengangguran terbuka yaitu:

Faktor Internal

- Kualitas SDM belum sesuai kebutuhan industri lokal Banyak lulusan baru belum memiliki
keterampilan praktis yang dibutuhkan sektor utama Malinau (perkebunan, kehutanan,
pertambangan, jasa).

- Keterbatasan lapangan kerja formal Pertumbuhan ekonomi daerah belum cukup cepat
untuk menyerap tambahan tenaga kerja setiap tahun.

- Ketidakcocokan gender dalam sektor kerja Tenaga kerja perempuan lebih banyak masuk

ke sektor jasa, sementara dominasi lapangan kerja di Malinau masih di sektor primer

(pertanian, kehutanan, tambang).
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Faktor Eksternal

Perlambatan ekonomi regional

Fluktuasi harga komoditas (batubara, kelapa sawit) memengaruhi daya serap tenaga
kerja.

Urbanisasi dan migrasi tenaga kerja

Sebagian angkatan kerja lebih memilih mencari peluang di Tarakan atau kota besar lain,

sehingga terjadi mismatch antara supply dan demand tenaga kerja lokal

Alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun beberapa Alternatif Solusi yang akan dilakukan dalam jangka Panjang Adalah

sebagai berikut :

rogram pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal (misalnya keterampilan teknis
pertambangan, agroindustri, pariwisata).

Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif untuk menyerap tenaga kerja perempuan dan
lulusan baru.

Kemitraan pemerintah—swasta dalam membuka lapangan kerja baru melalui investasi
daerah.

Peningkatan akses informasi pasar kerja agar lulusan baru lebih cepat terserap.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
_ (PAK; x CK;) — RAK; X 1000¢
T (PAK; x CK)) °
Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
e RAK : Realisasi anggaran keluaran i

e CK : Capaian kinerja i
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Tabel 3.7.9
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator A
Sasaran Kinerja Capaian Pagu Realisasi Elestenss
Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja R AT 18x;x|- ;J x 100% Keterangan
(ku)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Efisien (Batas
MERITUTIE Tingkat maksimal
10,
Tingkat Pengangg Persen 3,07 3,42 111,40%  5365653.80 021:945.15 32,71% 202
s uran 1,00 Batas
Kemiskinan 0,00 L
Terbuka Minimal

-20%)

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

(4.726.166.400,00 x 111,40% ) - 3.585.385.893,00-
(4.726.166.400,00x 111,40 % )

Efesiensi = x 100%

Efisiensi = 37,71%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam
tabel berikut ini :

Tabel 3.7.10
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

SASARAN CAPAIAN CAPAIAN
AR INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM (%)
(%)

Menurunnya . . .
) Tingkat Pengangguran Program Pelatihan Kerja dan
Tingkat 111,40% . . 75,86%
Terbuka Produktivitas Tenaga Kerja

Kemiskinan
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Program Penempatan
Tenaga Kerja

68,26%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja tingkat pengangguran
terbuka di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator
kinerja tersebut diatas adalah program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan

Program Penempatan Tenaga Kerja.

INDEKS GINI

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah
direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.11
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Realisasi Tahun

Indikator — Target Akhir RPJIMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 3 4 5
Indeks Gini Poin - 0,249 0,255

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Tabel 3.7.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Menurunnya Tingkat Kemiskinan  Indeks Gini Poin 0,249

Sumber : Bappeda Tahun 2025

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
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Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan
distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah, dengan nilai yang
berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan pemerataan yang
semakin baik dan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.
Indikator ini mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati
secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat serta menjadi gambaran kondisi keadilan
sosial dan struktur ekonomi daerah secara komprehensif.

Indeks Gini dipilih sebagai indikator kinerja karena mampu memberikan gambaran
yang jelas dan terukur mengenai tingkat pemerataan hasil pembangunan di daerah.
Indikator ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam
mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, memperluas akses terhadap kesempatan
ekonomi, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga

mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat
ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu wilayah atau negara.

Indeks Gini menunjukkan seberapa merata atau tidak meratanya pendapatan masyarakat:

¢ Nilai mendekati 0 - pendapatan semakin merata
¢ Nilai mendekati 1 -> pendapatan semakin timpang

Rentang nilai Indeks Gini

e 0,00 -0,30 - ketimpangan rendah
¢ 0,31-0,40 - ketimpangan sedang
e >0,40 - ketimpangan tinggi

Indeks Gini penting untuk:
e Menilai keadilan ekonomi
e Menjadi dasar perumusan kebijakan pemerataan kesejahteraan

¢ Membandingkan tingkat ketimpangan antarwilayah atau waktu

Formulasi yang dipakai untuk menghitung indeks gini adalah :

k
G=1-) P @Q+Q)

i=1

Dari tabel yang telah di tampilkan diatas Capaian Indeks Gini Kabupaten Malinau sebesar

0,249 vyang melampaui target 0,275 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran

masyarakat yang rendah (semakin mendekati nol, distribusi pendapatan semakin merata).
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Berdasarkan evaluasi kinerja daerah, berikut adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan
tersebut:

1. Efektivitas Program Inovatif Daerah: Implementasi program unggulan seperti Milenial
Mandiri Dimana salah satu fokus utama program ini adalah untuk meningkatkan
kemandirian ekonomi di kalangan milenial. Melalui pelatihan kewirausahaan, para
peserta didorong untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
yang berkelanjutan. Program ini juga membantu mereka mengakses modal, bimbingan,
dan jaringan bisnis.

2. Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Malinau menjadi salah satu daerah yang
berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% melalui intervensi yang terfokus
pada masyarakat lapisan terbawah (desil 1), sehingga mempersempit jarak pendapatan
dengan kelompok menengah.

3. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: seperti Program “Desa Sarjana Unggul
dan Program WM Maju (Wajib Belajar Malinau Maju)” meningkatkan kapasitas
intelektual dan kemandirian ekonomi di tingkat desa, yang berkontribusi pada
peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

4. Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran: Sinergi antara pemerintah pusat dan
daerah dalam bantuan perbaikan rumah layak huni serta perlengkapan anak sekolah
membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah.

5. Pemerataan Infrastruktur Dasar di Perbatasan: Pembangunan yang difokuskan pada
wilayah pedalaman dan perbatasan meningkatkan aksesibilitas ekonomi, sehingga
masyarakat di daerah terpencil memiliki peluang pendapatan yang setara dengan wilayah
perkotaan.

6. Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok: Upaya pengendalian inflasi melalui pemantauan
ketersediaan barang di pasar rakyat dan agen secara rutin (realisasi kegiatan 100%

berhasil) menjaga daya beli masyarakat ekonomi bawah.

Selanjutnya rekomendasi tindak lanjut untuk memperbaiki indikator Indeks Gini
difokuskan pada kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
dan berkeadilan. Strategi ini diimplementasikan melalui penguatan sektor ekonomi produktif,
perluasan kesempatan kerja, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, diperlukan penguatan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
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b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
Sasaran
WS Strategis
1 2
Menurunnya
1 Tingkat
Kemiskinan

Sumber : Bappeda Tahun 2025

(PAK; X CK;) — RAK;
= X 100%
(PAK; X CK;)
Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
*CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.7.13
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator
Kinerja Aerf Capaian Pagu Realisasi
Utama Satran Target ] Kinerja Anggaran Anggaran
(1ku)
3 4 5 6 7 8 9
'G“.d.eks Poin 0,275 0,249 109,4%  350.554.600,  317.970.419,
i 00 00
Efesiensi = (350.554.600,00 x 109,40% ) - 317.970.419,0-  x 100%

(350.554.600,00 x 109,40% )

Efisiensi = 17,08%

Efesiensi
(8x7)-9 x 100%
8x7

10

17,08%

Keterangan

11
Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif

suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
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sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam
tabel berikut ini :

Tabel 3.7.14
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

INDIKATOR CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS KINERIA KINERJA PROGRAM %)
(%)

Program Pemberdayaan Usaha
Indeks Gini 109,40% Menengah, Usaha Kecil dan Usaha 90,70%
Mikro (UMMKM)

Menurunnya Tingkat
Kemiskinan

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja indeks gini di dukung
oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas

adalah program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMMEKM)

Tujuan 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan

Pengukuran sasaran Meningkatnya pengembangan ekonomi sektor unggulan dengan

indikator kinerja sasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Kontribusi sektor

perindustrian terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dan Kontribusi
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Sektor Perikanan terhadap PDRB, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator

kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Sektor Unggulan

Capaian
Indikator e Capaian Tahun 2025 Kinerja
Kinerja Tahun 2024 L Tahun 2025
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5/4*100
Kontribusi sektor pertanian
P - 9,77 9,37 95,90%
terhadap PDRB ersen °
Kontribusi sektor
perindustrian terhadap - 2,11 2,07 98,10%
PDRB
Kontribusi Sektor
. - 2,06 2,21 107,28%
Pariwisata terhadap PDRB °
Kontribusi Sektor i 0,98

Perikanan terhadap PDRB

Sumber : Dinas Pertanian, Dina perindag, Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan Tahun 2025

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana
capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan

target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun

Indikator S — Target Akhir RPJMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 3 4 5

Kontribusi sektor pertanian

P - 9,37 11,81
terhadap PDRB ersen

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2025
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Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.8.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator G Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Kontribusi sektor
pengembangan ekonomi pertanian terhadap Persen 9,37 - -

sektor unggulan PDRB
Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB adalah indikator yang menunjukkan
besarnya peran sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) suatu daerah, yang diukur berdasarkan persentase nilai tambah sektor pertanian
terhadap total PDRB. Indikator ini mencerminkan tingkat ketergantungan dan kekuatan
ekonomi daerah pada sektor pertanian, sekaligus menggambarkan peran sektor tersebut
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan
bahan pangan secara berkelanjutan.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dipilih sebagai indikator kinerja karena
sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam struktur perekonomian
daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan
penciptaan lapangan kerja. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas
kebijakan pembangunan pertanian, peningkatan produktivitas, serta nilai tambah hasil
pertanian, sehingga menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi
pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Formulasi untuk perhitungan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah :

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian

X 100%

Jumlah PDRB




PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas indicator kinerja kontribusi sector pertanian

terhadap PDRB tahun 2025 dengan target 9,77, realisasi 9,37 dan capain kinerja 95,90%.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi tahun tahun sebelumnya tidak dapat disajikaan

dikarenakan indikator kinerja ini baru dilaksanakan ditahun 2025 berdasrkan RPJMD tahun 2025-

2029. Berdasarkan tabel perbandingan dengan target jangka menengah atau akhir tahun 2029

indikator kinerja kontribusi sector pertanian terhadap PDRB telah mencapai 79,33%.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK; 100%
= X 0
(PAK; X CK;)
Keterangan:
o E : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
e RAK  :Realisasi anggaran keluaran i
e CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.8.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator o
Sasaran Kinerja .. Capaian Pagu Realisasi ( Ef]eslens|
RO Strategis Utama Sstean Target L Kinerja Anggaran Anggaran 8x;x-79 X002
(1ku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya SK:&::_bUSi
pengembangan . 39.345.073.5 38.359.715.7 o
1 ekonomi sektor pertanian Persen 9,77 9,37 95,90% 29,00 81,40 -1,6%
terhadap
unggulan PDRB
Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2025
Efesiensi = (39.345.073.529,00 x 95,90.% ) - 38.359.715.781,40,- X 100%

(39.345.073.529,00 x 95,90% )

Keterangan

11
Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)
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Efisiensi = -1,6%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif

suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target

kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu

program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi

keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam

tabel berikut ini:

Tabel 3.8.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS II\:(?I::;:ISR KINERJA
(%)
Kontribusi
Meningkatnya ontribusi
engembangan sektor
P . pertanian 95,90%
ekonomi sektor
ungaulan terhadap
g8 PDRB

Sumber : Dinas Pertanian 2025

CAPAIAN
PROGRAM (%)

Program Penyediaan dan

. 97,63%
Pengembangan Sarana Pertanian

Program Peningkatan Diversivikasi dan

88,15%
Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Penanganan Kerawanan

99,16%
Pangan

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator

kinerja tersebut diatas adalah program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,

Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Penanganan Kerawanan

Pangan.
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KONTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN TERHADAP PDRB

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah
direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Realisasi Tahun

Indikator o Target Akhir RPJMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 g 4 5

Kontribusi sektor perindustrian

p 2,07% 2,27%
terhadap PDRB ersen

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.8.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6

Kontribusi sektor
perindustrian terhadap Persen 2,07 - -
PDRB

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Meningkatnya pengembangan
ekonomi sektor unggulan

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB adalah indikator vyang
menunjukkan besarnya sumbangan sektor perindustrian dalam pembentukan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, yang diukur berdasarkan persentase nilai

tambah sektor industri pengolahan terhadap total PDRB. Indikator ini mencerminkan

tingkat perkembangan industrialisasi daerah, kemampuan sektor industri dalam
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menciptakan nilai tambah, serta perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,
diversifikasi struktur ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah.

Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB dipilih sebagai indikator kinerja
karena sektor perindustrian merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan
transformasi struktural perekonomian daerah. Indikator ini relevan, terukur, dan strategis
untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan industri, peningkatan investasi,
serta penguatan rantai nilai dan penyerapan tenaga kerja, sehingga mendukung pencapaian

pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Formulasi untuk menghitung Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB adalah :

PDRB ADHB Kategori industri pengolahan

0
PDRB ADHB Total X 100%

Dari tabel yang telah disajikan diatas untuk indikator kinerja Kontribusi sektor perindustrian

terhadap PDRB dengan target tahun 2025 sebesar 2,11, realisasi 2, 07 dan capain kinerja 98,10%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil capain yang yang telah disajaikan pada tabel diatas maka untuk indikator
kinerja kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB realisais capaian belum mencapai target
yang telah ditetapkan. Adapun beberapa factor yang mempengaruhi realisasi mencapai target

yang telah ditetapkan yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja

2. lklim pendukung dan tenaga kurang

3. Tidak tersedianya lokasi industri dan transportasi
Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Adapun solusi yang telah dilakukan untuk mengurai penyebab kegagalan dalam mencapai taget
yang telah ditentukan yaitu;

1. Teknologi yang memadai (Digitalisasi)

2. Kursus dan pelatihan

3. Inovasi bagi dunia usaha

4. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
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Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK; 100%
= X 0
(PAK; X CK;)
Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
e RAK : Realisasi anggaran keluaran i
e CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.8.7
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator
Sasaran Kinerja - Capaian Pagu Realisasi
Strategis Utama satuan Target ReellE=s) Kinerja Anggaran Anggaran
(1ku)
2 3 4 5 6 7 8 9
Kontribusi
Meningkatnya sektor
pengembangan perindustr Ea— ol 207 08.10% 350.554.60 317.970.419
ekonomi sektor  ian ! ! e 0,00 ,00
unggulan terhadap
PDRB
Efesiensi = (350.554.600,00 X 98,10%) - 317.970.419,00,- x 100%
(350.554.600,00 x 98,10%,)
Efisiensi = 7,53%

Efesiensi
(8x7)-9 x 100%
8x7

10

7,53%

Keterangan

11
Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif

suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
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c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam
tabel berikut ini:

Tabel 3.8.8
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM (%)
(%)
Meningkatnya Kontribusi sektor Program Pemberdayaan Usaha
pengembangan ekonomi  perindustrian 98,10% Menengah, Usaha Kecil dan Usaha 90,70%
sektor unggulan terhadap PDRB Mikro (UMKM)

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Kontribusi sektor perindustrian
terhadap PDRB di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator

kinerja tersebut diatas adalah program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha

Mikro (UMKM).

KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah

direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.8.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun

Indikator o — Target Akhir RPJMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 3 4 5

Kontribusi Sektor Pariwisata

P - 2,21 2,20
terhadap PDRB ersen

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025
Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan

dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.8.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

GorEn Indikator o Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6

I\/cl:\mgrikl:?at:y:n ekonomi Kontribusi Sektor Persen 2,21 - -
peng & Pariwisata terhadap PDRB !
sektor unggulan

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Formulasi unruk menghitung Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah :

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata

0,
Jumlah PDRB AL

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
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Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK;
= X 100%
(PAK; X CK;)
Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
e CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.8.11
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
LA Efesiensi
N Sasaran Kinerja sat TR Realisasi Capaian Pagu Realisasi (8x7)-9 x 100%
° Strategis Utama atuan arg €alisasi Kinerja Anggaran Anggaran xs 7 X
(1ku) X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya E:::orirbusi
N e el T e Eee 2,06 2,21 107,8% ~ 0846-602.05  9.622.917.81 8,90%
ekonomi sektor 7,95 1,00
terhadap
unggulan PDRB
Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025
0, - -
Efesiensi = (9.846.602.057,95 x 107,28% ) - 9.622.917.811,00, x 100%
(9.846.602.057,95 x 107,28% )
Efisiensi = 8,90%

. Analisis

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keterangan

11
Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target

kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu

program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
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keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam
tabel berikut ini:

Tabel 3.8.12
Capaian Kinerja program Tahun 2025

SASARAN CAPAIAN CAPAIAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM (%)
(%)
Program Peningkatan Daya Tarik 97 52%
Destinasi Pariwisata '
I\/Lennlgikba::y:n Kontribusi Sektor
:korgwmi sekgtor Pariwisata terhadap 107,28% Program Pemasaran Pariwisata 96,51%
PDRB
unggulan

Program Pengembangan sumber

99,43%
daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber : Dings .............ccuuu....

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor
Pariwisata terhadap PDRB di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan
capaian indikator kinerja kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB adalah program
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan

Program Pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah
direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.8.13

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Realisasi Tahun

Indikator e Target Akhir RPJMD
Kinerja 2026
2024 2025
1 2 3 4 5

Kontribusi Sektor Perikanan

p i - 1,18
terhadap PDRB ersen

Sumber : Dinas PerikananTahun 2025
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Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.8.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6

Meningkatnya pengembangan Kontribusi Sektor
ekonomi sektor unggulan Perikanan terhadap PDRB

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB adalah indikator yang menunjukkan
besarnya sumbangan sektor perikanan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) suatu daerah, yang diukur berdasarkan persentase nilai tambah bruto sektor
perikanan—baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya—terhadap total PDRB.
Indikator ini mencerminkan peran sektor perikanan dalam struktur perekonomian daerah,
kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyediaan sumber pangan, serta
penyerapan tenaga kerja, khususnya di wilayah pesisir dan perdesaan.

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB dipilih sebagai indikator kinerja
karena sektor perikanan merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam
mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan
ekonomi lokal. Indikator ini relevan dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan
pembangunan perikanan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan, serta
pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian
pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Formulasi untuk menhitung Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB adalah :

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perikanan

X 1009
Jumlah PDRB UL

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
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Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK;
= X 100%
(PAK; X CK;)
Keterangan:
o F£ : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
e CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.8.15
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator
Sasaran Kinerja Aerf Capaian Pagu Realisasi
i Strategis Utama Satran Target ] Kinerja Anggaran Anggaran
(1ku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya g::ttorirbusi
1 pengembangan perikanan 098 1.691.186.2 1.596.515.8
ekonomi sektor persen (O e 25,00 60,00
terhadap
unggulan PDRB
Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025
(1.691.186.225,00 x ....% ) - 1.596.515.860,00,-
Efesiensi = (1.691.186.225,00 X .......% ) x100%
Efisiensi= ...

Efesiensi
(8x7)-9 x 100%
8x7

10

Keterangan

11

Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif

suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
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. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target

kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu

program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi

keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam

tabel berikut ini:

Tabel 3.8.16
Capaian Kinerja program Tahun 2025

CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJIA KINERJA PROGRAM
(%)
Meningkatnya Kontribusi Sektor
. . Program Pengelolaan
pengembangan ekonomi Perikanan terhadap ... Perikanan Budidava
sektor unggulan PDRB v

Sumber : Dinas Budpar Tahun 2025

CAPAIAN (%)

94,40%

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Kontribusi Sektor

Perikanan terhadap PDRB di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan

capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian

Dalam Arti Luas

Pengukuran sasaran Meningkatnya nilai tambah produk olahan pertanian dalam arti luas

dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian

kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian Dalam Arti Luas

Indikator Satuan Capaian Tahun 2025
Kinerja Tahun 2024 o
Target Realisasi
1 2 B 4 =
Pertumbuhan nilai produksi S s

pengolahan sector pertanian

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Capaian
Kinerja
Tahun 2025
%
=5/4*100
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Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana
capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan
target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Realisasi Tahun

Indikator — Target Akhir RPIMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 3 4 5

Pertumbuhan nilai produksi pengolahan

X Persen - - 7,04
sector pertanian

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.9.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

sasaran Indikator G Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya nilai tambah Pertumbuhan nilai
produk olahan pertanian dalam produksi pengolahan
arti luas sector pertanian

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pertumbuhan Nilai Produksi Pengolahan Sektor Pertanian adalah indikator yang

menggambarkan peningkatan nilai output dari kegiatan pengolahan hasil pertanian dalam

suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini
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mencerminkan perkembangan agroindustri dan tingkat penciptaan nilai tambah terhadap
komoditas pertanian, sekaligus menunjukkan kemampuan daerah dalam mengolah hasil
pertanian primer menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi yang berdaya saing.
Indikator ini dipilih karena pertumbuhan nilai produksi pengolahan sektor
pertanian menjadi ukuran penting keberhasilan strategi hilirisasi dan penguatan rantai nilai
pertanian di daerah. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas kebijakan
pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, peningkatan produktivitas dan kualitas
produk, serta perluasan kesempatan kerja, sehingga mendukung transformasi ekonomi

daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; x CK;) — RAK, 1009
= X 0
(PAK; x CK;)
Keterangan:
e F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
*CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.9.3
Tabel Pengukuran Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator N
Sasaran Kinerja ] Capaian Pagu Realisasi A
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja T AT ]8x;x|- 79 x 100% Keterangan
(Iku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. Pertumbu Efisien (Batas
m;?';;if;;?}ya han nilai maksimal
1 roduk olahan produksi Persen 098 3.119.184.1 2.739.267.8 20%
pertanian pengolaha R I 50,00 4,00 Batas
z lam arti luas I EEEET Minimal
ala pertanian -20%)

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025
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Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam

tabel berikut ini :

Tabel 3.9.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM CAPAIAN
(%) (%)
Meningkatnya nilai tambah Pertumbuhan nilai produksi Program
produk olahan pertanian dalam  pengolahan sector ... Penyuluhan 87,82%
arti luas pertanian Pertanian

Sumber : Dinas Perindag Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Pertumbuhan nilai
produksi pengolahan sector pertanian di dukung oleh program yang dapat menunjang

keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Penyuluhan Pertanian.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi

Pengukuran sasaran Meningkatnya Realisasi nilai investasi dan indikator kinerja sasaran

Pertumbuhan realisasi investasi daerah, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari

indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :
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Tabel. 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi

1 2 3 4

5 6=5/4*100
Pertumbuhan realisasi investasi
daerah
Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025

Persen - 54,87 -5,4 -9,84%

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJIMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana
capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan
target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

1 2 3 4

5

Pertumbuhan realisasi investasi

Persen - -5,4 1,00
daerah

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.10.2

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Realisasi Pertumbuhan realisasi
nilai investasi investasi daerah

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025

persen -5,4
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a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah adalah indikator yang menggambarkan
peningkatan nilai realisasi penanaman modal di suatu daerah dalam periode tertentu
dibandingkan dengan periode sebelumnya, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Indikator ini mencerminkan
tingkat kepercayaan investor, iklim investasi daerah, serta kemampuan pemerintah daerah
dalam mendorong masuknya modal untuk mendukung kegiatan usaha, penciptaan
lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator ini dipilih karena realisasi investasi memiliki peran strategis sebagai
penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pertumbuhan realisasi
investasi bersifat terukur dan relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah
daerah dalam perbaikan iklim usaha, penyederhanaan perizinan, dan penyediaan
infrastruktur pendukung, sehingga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan
peningkatan daya saing dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas dapat diketahui bahwa capain
indicator kinerja Pertumbuhan realisasi investasi daerah adalah -9,84% atau dengan kata
lain target tidak tercapai ditahun 2025 ini. Adapun beberapa factor yang mempengaruhi
tidak tercapainya realisasi atas target yang telah ditentukan yakni :

- Keterbatasan SDM yang memahami regulasi investasi kompleks
- Koordinasi antar SKPD yang belum optimal
- Database dan peta potensi investasi yang belum lengkap
- Promosi investasi daerah yang belum maksimal
- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan media promosi (seperti pembuatan
video, buku, penyewaan media promosi untuk ditampilkan diruang publik)
- Sistem monitoring pelaporan realisasi investasi yang belum efektif
Untuk memperbaiki capain yang tidak tercapai ditahun ini maka ad beberapa solusi
maupun strategi untuk mencapai target yg telah ditentuka yakni:
- Melaksanakan pelatihan teknis (bimtek) regulasi investasi dan OSS-RBA
bagi seluruh petugas terkait secara bertahap.

- Membentuk dan mengaktifkan forum koordinasi investasi lintas SKPD

dengan jadwal pertemuan rutin.
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- Melakukan pemutakhiran dan penyusunan database potensi investasi daerah

secara terpadu.
- Mengoptimalkan promosi investasi melalui media digital

- Memprioritaskan penggunaan anggaran pada media promosi

- Meningkatkan pendampingan dan pengawasan pelaporan LKPM melalui

sistem OSS.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK;
= X 100%
(PAK; X CK;)
Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
*CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.10.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator
Sasaran Kinerja S Capaian Pagu Realisasi
N Strategis Utama Sstusn Target ] Kinerja Anggaran Anggaran
(1ku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pertumbu
Meningkatnya han
1 Realisasi nilai realisasi Persen 54,87 -5,4 -9,84% oL, 37.118.430

A A q q 00
investasi investasi

daerah

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025

Efesiensi
(8x7)-9 x 100%
8x7

10

90

Keterangan

11
Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)
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(46.999.100,00 x -9,84% ) - 37.118.430,-
Efesiensi = (46.999.100,00 x 9,84% ) X 100%

Efisiensi = 90

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang
telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan
program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya
berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM KEUANGAN
(%) (%)
Pertumbuhan
Meningkatnya Realisasi L . Program Pengembangan Iklim
o & y realisasi investasi -9,84% g g & 78,97%
nilai investasi daerah Penanaman Modal

Sumber : Dinas PMPTSP Tahun 2025

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Pertumbuhan realisasi
investasi daerah di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian

indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pengembangan lklim Penanaman Modal

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Infrastruktur Pendukung Investasi

Pengukuran sasaran Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi dan indikator kinerja

sasaran Persentase infrastruktur daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap,
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dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian

kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Terwujudnya Infrastruktur Pendukung Investasi

. Tahun 2025 Ca-palén
Indikator T Kinerja
Kinerja . Tahun 2025
Target Realisasi %
1 2 4 5 =5/4*100
Persentase infrastruktur daerah penunjang Persen 26,67 7469 280%

investasi yang dalam kondisi mantap

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana
capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan
target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun Target Akhir RPJMD
Indikator 2026
. satuan
Kinerja
2024 2025
1 2 3 4 5
P infi k h j
ersentase infrastruktur daerah penunjang Persen 74,69 53,33

investasi yang dalam kondisi mantap

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.11.2
PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional
Sasaran Indikator G Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Terwujudnya Persentase infrastruktur daerah
infrastruktur penunjang investasi yang dalam Persen 74,69
pendukung investasi kondisi mantap

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025
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a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase Infrastruktur Daerah Penunjang Investasi yang dalam Kondisi Mantap
adalah indikator yang menggambarkan proporsi infrastruktur strategis daerah—seperti
jalan, jembatan, jaringan utilitas, kawasan industri, dan sarana pendukung lainnya—yang
berada dalam kondisi baik dan layak fungsi untuk mendukung kegiatan investasi. Indikator
ini mencerminkan tingkat kesiapan dan kualitas infrastruktur daerah dalam menunjang
kelancaran distribusi, mobilitas barang dan jasa, serta operasional dunia usaha secara
efektif dan berkelanjutan.

Indikator ini dipilih karena ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan
faktor kunci dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah. Persentase
infrastruktur dalam kondisi mantap bersifat terukur dan relevan untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis, serta
menjadi dasar penilaian efektivitas kebijakan dalam menciptakan iklim investasi yang
kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja secara
berkelanjutan.

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas bahwa capain indikator kinerja
pertumbuhan realisasi investasi daerah -9,84% dari target 5,94 dan realisasi -5,4.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Dalam melaksanakan indikator kinerja ini terdapat bebarapa factor penyebab sehingga
realsiasi tidak mencapai gtarget yang telah ditentukan yaitu;

a) Keterbatasan SDM yang memahami regulasi investasi kompleks

b) Koordinasi antar SKPD yang belum optimal

c) Database dan peta potensi investasi yang belum lengkap

d) Promosiinvestasi daerah yang belum maksimal

e) Keterbatasan anggaran untuk kegiatan media promosi (seperti pembuatan

video, buku, penyewaan media promosi untuk ditampilkan diruang publik)

f) Sistem monitoring pelaporan realisasi investasi yang belum efektif

2. Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan untuk perbaikan kedepan yakni:

a) Melaksanakan pelatihan teknis (bimtek) regulasi investasi dan OSS-RBA bagi

seluruh petugas terkait secara bertahap.

b) Membentuk dan mengaktifkan forum koordinasi investasi lintas SKPD dengan

jadwal pertemuan rutin.
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¢) Melakukan pemutakhiran dan penyusunan database potensi investasi daerah
secara terpadu

d) Mengoptimalkan promosi investasi melalui media digital

e) Memprioritaskan penggunaan anggaran pada media promosi

f)  Meningkatkan pendampingan dan pengawasan pelaporan LKPM melalui

sistem OSS.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih ce

pat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
Sasaran
Re Strategis
1 2

Terwujudnya
infrastruktur
pendukung
investasi

(PAK; X CK;) — RAK; 1009
= X 0
(PAK; x CK;)
Keterangan:
e E : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK  :Realisasi anggaran keluaran i
e CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.11.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator .
Kinerja Capaian Pagu Realisasi A
Utama Satuan Target Realisasi Kinerja D D (8x7)-9 x 100% Keterangan
8x7
(Iku)
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentas
e
infrastrukt Efisien (Batas
ur daerah maksimal
penunjan 668.841.300, 650.634.060, 20%
e Persen 26,67 74,69 280% 00 00 0,65% Batas
yang Minimal
dalam -20%)
kondisi
mantap

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025
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Efesiensi = (668.841.300,00 X 280% ) - 650.634.060,00-  x 100%

Efisiensi = 0,65%

(668.841.300,00 X 280% )

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui

seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan

salah satu jenis sumber daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan

program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya

berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN
STRATEGIS

Terwujudnya
infrastruktur
pendukung
investasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase
infrastruktur daerah
penunjang investasi
yang dalam kondisi
mantap

Tabel 3.11.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

CAPAIAN
KINERJA
(%)

280%

CAPAIAN
PROGRAM KEUANGAN
(%)
Program Pelayanan Penanaman 99,19%
Modal
Program Hubungan Industrial 96,74%

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Persentase infrastruktur

daerah penunjang investasi yang dalam kondisi mantap di dukung oleh program yang dapat

menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program Pelayanan

Penanaman Modal dan Program Hubungan Industrial.
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10. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan indikator kinerja
sasaran Rasio Kemandirian Fiskal dan Laju inflasi daerah, dalam proses pengukuran capaian

kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan

berikut :
Tabel. 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah
Tahun 2025 Capaian
Indikator Satuan Capaian Kinerja
Kinerja Tahun 2024 . Tahun 2025
Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6=5/4*100

Rasio Kemandirian Fiskal Poin 4,30 5,21 121,16%

Laju inflasi daerah Persen 2,5 2,230 89,2%

Sumber : BPKD dan Bappeda tahun 2025

RASIO KEMANDIRIAN FISKAL
Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah
direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun Target Akhir RPJMD

Indikator 2026
. satuan
Kinerja
2024 2025
1 2 3 4 5
Rasio Kemandirian Fiskal Poin 521 4,85

Sumber : BPKD Tahun 2025
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Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai
berikut :

Tabel 3.12.2

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
kemandirian ekonomi Rasio Kemandirian Fiskal Poin 5,21
daerah

Sumber : BPKD Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Rasio Kemandirian Fiskal adalah indikator yang menggambarkan kemampuan
keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan dari
sumber pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah atau
pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Indikator ini mencerminkan tingkat
ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan serta kemampuan daerah dalam
mengelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan.

Rasio Kemandirian Fiskal dipilih sebagai indikator kinerja karena menunjukkan
kekuatan dan kesehatan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas kebijakan pengelolaan pendapatan
daerah, peningkatan PAD, serta efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan,
sehingga menjadi dasar penting dalam evaluasi kemampuan daerah mewujudkan

pembangunan yang mandiri, akuntabel, dan berkesinambungan.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
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Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK;
= X 100%
(PAK; X CK;)
Keterangan:
: Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
*CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.12.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator N
Sasaran Kinerja Aeerfl Capaian Pagu Realisasi ZEEEE.
RS Strategis Utama Sateen Target Haciasl Kinerja Anggaran Anggaran (_)_sz -79 1002
(Iku) X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya Rasio
kemandirian - X o 26.849.494.6 23.870.884.5 00
1 ekonomi Kem'and|r| Poin 4,30 5,21 121,16% 60,00 01,00 26,6%%
an Fiskal
daerah
Sumber : BPKD Tahun 2025
(26.849.494.660,00 x 121,16% ) - 23.870.884.501,00 -
. . _ [
Efesiensi = (26.849.494.660,00 x 121,16% ) x 100%
Efisiensi = 26,2%

Keterangan

11
Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif

suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan

program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang
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berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

INDIKATOR CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS KINERIA KINERJA PROGRAM KEUANGAN
(%) (%)

Program Administrasi 85 0%
Pemerintahan Desa ’

Meningkatnya Rasio Program Pemberdayaan Lembaga

kemandirian Kemandirian 121,16% Kemasyarakatan, Lembaga Adat 93,61%

ekonomi daerah Fiskal dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pengembangan kapasitas

. 79,25%
daya saing kepemudaan

LAJU INFLASI DAERAH

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara realisasi
kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian yang telah
direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun

Indikator satuan Target Akhir RPJIMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 3 4 5
Laju inflasi daerah 2,230 2,5+1

Sumber : Bappeda Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan dengan

dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.12.6

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6

Meningkatnya kemandirian
ekonomi daerah
Sumber : Bappeda Tahun 2025

Laju inflasi daerah 2,230

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Laju inflasi adalah indikator ekonomi yang mengukur persentase kenaikan harga
barang dan jasa secara kolektif dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Angka ini
berfungsi sebagai barometer untuk melihat seberapa cepat harga-harga di pasar melonjak,
yang secara langsung berimbas pada penurunan daya beli mata uang. Ketika laju inflasi
merangkak naik, nilai nominal uang yang kita miliki menjadi terpangkas secara riil; artinya,
jumlah uang yang sama tidak lagi mampu mendapatkan jumlah barang yang sama seperti
periode sebelumnya. Jika tidak dikendalikan, fenomena ini tidak hanya membebani biaya
hidup masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang
menghambat pertumbuhan investasi dan stabilitas pasar.

Berdasarkan data terkini hingga Maret 2026, analisis penyebab keberhasilan dan
tantangan (kegagalan) indikator laju inflasi di Kabupaten Malinau dapat dirinci sebagai
berikut:

Faktor Keberhasilan Pengendalian Inflasi

Keberhasilan menjaga stabilitas harga di Malinau didorong oleh intervensi aktif
pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan
melakukan:

e Penyelenggaraan Pasar Murah: Pemerintah Kabupaten Malinau secara rutin
menggelar pasar murah, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti
Idulfitri, untuk menekan lonjakan harga bahan pokok.

e Sidak Pasar dan Pengawasan Stok: TPID melakukan inspeksi mendadak (sidak)

secara berkala ke pasar-pasar induk untuk memastikan ketersediaan pasokan

dan mencegah penimbunan barang oleh pedagang.
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e Optimalisasi Program Pro-Rakyat: program-program bantuan sosial dan
penguatan ekonomi lokal tetap berjalan untuk menjaga daya beli masyarakat di
tengah fluktuasi harga global.

e Koordinasi Pusat-Daerah: Kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat dalam
Rakor Pengendalian Inflasi membantu daerah menyelaraskan kebijakan moneter
dan fiskal lokal.

Faktor Tantangan/Kegagalan Indikator Inflasi

Beberapa faktor struktural dan musiman seringkali menyebabkan laju inflasi di
Malinau sulit ditekan atau melampaui target:

e Kendala Distribusi Logistik: Tantangan utama adalah letak geografis yang sulit,
sehingga biaya distribusi barang dari luar daerah sangat tinggi dan rentan
terhadap gangguan cuaca atau infrastruktur jalan.

e  Ketergantungan Pasokan Luar: Sebagian besar komoditas pangan pokok masih
didatangkan dari luar kabupaten. Ketimpangan antara permintaan lokal dan
keterlambatan pasokan sering memicu kenaikan harga mendadak.

e Tekanan Musiman (Ramadan & Idulfitri): Secara historis, periode survei sosial
ekonomi mencatat kenaikan harga tertinggi pada momen-momen besar
keagamaan karena lonjakan permintaan masyarakat.

e  Fluktuasi Harga Komoditas Global: Kenaikan harga emas perhiasan dan tarif
energi (seperti listrik) di tingkat provinsi Kalimantan Utara turut memberikan
tekanan inflasi pada level kabupaten.

e  Keterbatasan Ruang Fiskal: Penurunan APBD Malinau pada tahun 2026 (turun
sekitar Rp 800 miliar) membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam
melakukan intervensi pasar yang masif jika terjadi lonjakan harga yang ekstrim.

Pemerintah Kabupaten Malinau secara aktif menerapkan strategi terpadu untuk

menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan yang menjadi pemicu utama
inflasi daerah. Langkah strategis ini ditempuh melalui koordinasi intensif di bawah Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan mengintegrasikan kebijakan hulu hingga hilir guna
memitigasi fluktuasi harga di pasar. Upaya tersebut mencakup pemantauan stok secara
berkala di tingkat distributor, penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang
menyasar wilayah-wilayah rentan, hingga optimalisasi sektor pertanian lokal untuk
mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah yang sering terkendala masalah

logistik. Dengan memastikan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga, Pemerintah

Kabupaten Malinau berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim
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ekonomi yang kondusif demi mencegah

lonjakan

pertumbuhan pembangunan daerah.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

inflasi yang dapat menghambat

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK;
= X 100%
(PAK; X CK;)
Keterangan:
o E : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
e RAK : Realisasi anggaran keluaran i
e CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.12.7
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator
Sasaran Kinerja e Capaian Pagu Realisasi
e Strategis Utama Sstean Target LI Kinerja Anggaran Anggaran
(Iku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya
1 kemandi.rian Laju inflasi Persen 2,5 2,230 89,2% 83.222.000,0 81.146.970,0
ekonomi daerah 0 0
daerah
Sumber : Bappeda Tahun 2025
L (83.222.000,00x 89,2% ) - 81.146.970,00,-
Efesiensi = (83.222.000,00x 89,2% ) x 100%
Efisiensi = -9,31%

Efesiensi
(8x7)-9 x 100%
8x7

10

-9,31%

Keterangan

11

Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)
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Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif

suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang dirancang harus mendukung pencapaian target kinerja yang

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan

program adalah melalui realisasi keuangan. Realisasi keuangan yang optimal seharusnya

berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang baik. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja, dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.8
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

INDIKATOR CAPAIAN

SASARAN STRATEGIS KINERJA
KINERJA

(%)
Meningkatnya

.. . Laju inflasi

kemandirian ekonomi ) 89,2%

daerah

daerah

CAPAIAN
PROGRAM KEUANGAN
(%)
Program Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang 97,50%

Penting

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Laju inflasi daerah di

dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut

diatas adalah program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan

Karakteristik Daerah
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11. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aksesibilitas Dan

Konektivitas Antar Wilayah

Pengukuran sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar
wilayah dengan indikator kinerja sasaran indeks konektivitas, dalam proses pengukuran
capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam
penjelasan berikut :

Tabel. 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Wilayah

Capaian
Indikator Satuan Capaian Tahun 2025 Kinerja
Kinerja Tahun 2024 . Tahun 2025
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5/4*100
Indeks Konektivitas Poin 0,50 0,347 69,4%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025
Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana
capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan
target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Realisasi Tahun Target Akhir RPJMD
Indikator 2026
. satuan
Kinerja
2024 2025
1 2 3 4 5
Indeks Konektivitas Poin 0,347 0,70

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan

dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :
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Tabel 3.13.2

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
aksesibilitas dan konektivitas antar Indeks Konektivitas Poin
wilayah

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Konektivitas Wilayah adalah indikator yang menggambarkan tingkat
keterhubungan antarwilayah dalam suatu daerah melalui ketersediaan, kualitas, dan
keterpaduan jaringan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Indeks
ini mencerminkan kemudahan akses dan mobilitas orang, barang, dan jasa antarwilayah,
serta menunjukkan sejauh mana infrastruktur konektivitas mampu mendukung aktivitas
ekonomi, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Indeks Konektivitas Wilayah dipilih sebagai indikator kinerja karena konektivitas yang
baik merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan
kesenjangan antarwilayah. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas
pembangunan infrastruktur transportasi dan jaringan pendukung, serta menjadi dasar
evaluasi kebijakan dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi distribusi, dan integrasi
wilayah, sehingga mendukung percepatan pembangunan daerah yang merata dan

berkelanjutan.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
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_ (PAK; x CK;) — RAK,
~ (PAK; X CK;)

X 100%

Keterangan:

o F : Efisiensi

e PAK : Pagu anggaran keluaran i

e RAK : Realisasi anggaran keluaran i

e CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.13.3

Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator
Sasaran Kinerja ] Capaian Pagu Realisasi AGE
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja R AT ]8x;x|- 79 x 100% Keterangan
(1ku)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Menir?gkatnya Efisien (Batas
kapasitas dan maksimal
kualitas Indeks

o - ) o 358.006.653.  331.481.029. . 20%

1 aksesibilitas Konektivit Poin 0,50 0,347 69,4% 750,71 408,00 -33% Batas
dan as .

- Minimal
konektivitas -20%)
antar wilayah N

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025
o (358.006.653.750,71 x 69,4% ) - 331.481.029.408,00
SIS (358.006.653.750,71 X 69,4.% ) AT
Efisiensi = -33%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target

kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu

program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
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keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan
antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam
tabel berikut ini :

Tabel 3.13.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

INDIKATOR CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS KINERJA PROGRAM KEUANGAN
KINERJA
(%) (%)

Menmgk.atnya kapasitas Program Penyelenggaraan Jalan 91,82%
dan kualitas Indeks
aksesibilitas dan Konektivit 69,4%
konektivitas antar EE AR EE Program Perekonomian dan 95 22%
wilayah Pembangunan ’

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Indeks Konektivitas di
dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut
diatas adalah program Penyelenggaraan Jalan dan Program Perekonomian dan
Pembangunan.

12. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah

Pengukuran sasaran Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah dengan
indikator kinerja sasaran Persentase wilayah yang memiliki layanan dasar yang baik, dalam
proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja

diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah

Capaian
202
Indikator T Capaian Tahun 2025 Kinerja
Kinerja Tahun 2024 o Tahun 2025
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5/4*100
Persentase wilayah yang memiliki Persen 43,09 74,69 173%

infrastruktur layanan dasar baik
Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025
Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana

capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan

target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.14.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun

Indikator A Target Akhir RPJMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 3 4 5

Persentase wilayah yang memiliki

. . Persen 74,69
infrastruktur layanan dasar baik

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel
sebagai berikut :

Tabel 3.14.2

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional

Persentase wilayah
yang memiliki
infrastruktur layanan
dasar baik

Meningkatnya
Pemerataan Infrastruktur
Dasar Wilayah

Persen 74,69

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase Infrastruktur Daerah Penunjang Investasi yang dalam Kondisi Mantap
adalah indikator yang menunjukkan proporsi infrastruktur strategis daerah—seperti jalan
dan jembatan, jaringan air bersih dan energi, kawasan industri, serta sarana pendukung
logistik lainnya—yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi optimal untuk mendukung
kegiatan investasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan, kualitas, dan keberlanjutan
infrastruktur daerah dalam menunjang kelancaran aktivitas usaha, distribusi barang dan
jasa, serta efisiensi biaya produksi.

Indikator ini dipilih karena kualitas infrastruktur merupakan faktor kunci dalam

menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing daerah. Persentase

infrastruktur penunjang investasi dalam kondisi mantap bersifat relevan dan terukur untuk
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mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur strategis, sekaligus menjadi dasar penilaian efektivitas kebijakan dalam
menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja

secara berkelanjutan.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK; 1009
=] X 0
(PAK; x CK;)
Keterangan:
e F£ : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
e RAK : Realisasi anggaran keluaran i
e CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.14.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator N
Sasaran Kinerja - Capaian Pagu Realisasi A
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja TR e ]8x;|-79 x 100% Keterangan
(Iku) X
1 2 B 4 5 6 7 8 9 10 11
:er;;n;ahs Efisien (Batas
Meningkatnya yawnlg v maksimal
Pemerataan I o 109.090.198. 81.146.726.0 o 20%
g Infrastruktur memlllkl peser R T LS 842,56 25,00 S Batas
Ny infrastrukt -
Dasar Wilayah I — Minimal
dasar baik -20%)

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Tahun 2025
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(109.090.198.842,56 x 173% ) - 81.146.726.025,00

Efisiensi = 57%

(109.090.198.842,56 x 173% )

x 100%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif

suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target

kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu

program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi

keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam

tabel berikut ini :

SASARAN
STRATEGIS

Meningkatnya
Pemerataan
Infrastruktur
Dasar Wilayah

INDIKATOR
KINERJA

Persentase
wilayah yang
memiliki
infrastruktur
layanan dasar
baik

Tabel 3.14.4

Capaian Kinerja Program Tahun 2025

CAPAIAN
KINERJA
(%)

173%

PROGRAM

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum

Program Kawasan Permukiman

Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU)

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

CAPAIAN
KEUANGAN
(%)

51,00%

48,11%

39,87%

54,93%

97,63%

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja indeks pendidikan di

dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut
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diatas adalah program Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Kawasan Permukiman, Program

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Peningkatan Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Tujuan 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan
Ketahanan Bencana

13. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pengukuran sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan indikator kinerja sasaran
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator
kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian
Indikator e Capaian Tahun 2025 Kinerja
Kinerja Tahun 2024 L. Tahun 2025
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 =5/4*100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 100,18% 79,86 87,51 109,58%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana

capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan

target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:




PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU

Tabel 3.15.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun

Indikator A — Target Akhir RPJMD
Kinerja 2029
2024 2025
1 2 3 4 5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 79,33 87,51 80,81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel
sebagai berikut :

Tabel 3.15.2

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator Satuan Realisasi Regional Standar
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional
1 2 3 4 5 6
I\{Ienlngkatnyaf Kualitas Ir.1deks Kuallta.s Poin 8751 85,99 Belum rilis
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta
Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang
digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh pada
suatu wilayah dalam periode tertentu. IKLH mencerminkan hasil interaksi berbagai
komponen lingkungan yang terdampak oleh aktivitas manusia maupun proses alam, sehingga
menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan kebijakan dan program perlindungan
serta pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan sebagai Tolok ukur capaian
kinerja pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, Dasar evaluasi efektivitas

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan Bahan perumusan kebijakan dan

strategi pembangunan berkelanjutan.
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Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung sebagai indeks
gabungan dari beberapa indeks kualitas lingkungan Hidup utama, yaitu Indeks Kualitas Air
(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL).

IKLH dihitung dengan menggunakan rumus :

IKLH = (w; x IKA) + (wy x IKU) + (w3 x IKTL)

IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

Keterangan :

wil,w2,w3 = bobot masing-masing indeks (ditetapkan oleh KLHK)
IKA = Indeks Kualitas Air (IKA)
IKU = Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKTL/IKL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai IKLH berada pada skala 0—100, dengan interpretasi umum
< >80: Baik

<> 70-80 : Cukup Baik

<> <70:Kurang

Berdasarkan tabel yang disajikan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup
Kabupaten Malinau secara menyeluruh. IKLH dinyatakan dalam satuan poin dan menjadi
tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Malinau menunjukkan
peningkatan yang signifikan, ditandai dengan kenaikan capaian kinerja dari 100,18% pada
Tahun 2024 menjadi 109,58% pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berhasil memenuhi target,
tetapi juga melampaui sasaran yang telah ditetapkan.

Tercapainya nilai IKLH sebesar 87,51 poin menunjukkan bahwa kualitas lingkungan

hidup Kabupaten Malinau pada Tahun 2025 berada pada kondisi baik. Capaian ini

mencerminkan bahwa berbagai kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan serta
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pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan
secara efektif.

Ada Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target yaitu :

v' Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, baik terhadap kualitas air,
udara, maupun tutupan lahan;

v' Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembinaan dan
pengawasan kegiatan usaha dan/atau kegiatan

v" Peningkatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengendalian dampak
lingkungan dari aktivitas pembangunan;

v" Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tabel [I1.3.1, realisasi IKLH Tahun 2022-2025, secara umum
berada pada kondisi baik dan menunjukkan tren perbaikan pada Tahun 2025. Meskipun
sempat mengalami penurunan pada Tahun 2024, realisasi IKLH Tahun 2025 yang mencapai
87,51 poin menunjukkan keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Pada tingkat Provinsi, realisasi IKLH Tahun 2025 tercatat sebesar 85,99 poin. Jika
dibandingkan, capaian IKLH Kabupaten Malinau lebih tinggi sebesar 1,52 poin dibandingkan
capaian IKLH Provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup

di Kabupaten Malinau relatif lebih baik dibandingkan rata-rata capaian di tingkat provinsi.

DIAGRAM PERBANDINGAN TARGET AKHIR RENSTRA, REALISASI KABUPATEN,
PROVINSI DAN NASIONAL
INDIKATOR INDEKS KUALITAS AIR (IKA)

™ REALISASI

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup
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Capaian IKLH yang melampaui target menunjukkan bahwa strategi pengelolaan

lingkungan hidup yang diterapkan telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih

terdapat beberapa kendala/permasalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Malinau dalam mencapai target Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

1.

Tekanan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kabupaten Malinau memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam
yang tinggi. Aktivitas pembangunan infrastruktur, pertambangan, perkebunan, dan
pembukaan lahan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan
hidup, khususnya pada komponen kualitas air. Tekanan ini menjadi tantangan utama
dalam menjaga stabilitas nilai IKLH agar tetap berada pada kategori baik secara
berkelanjutan.

Keterbatasan Cakupan dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan

Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup belum sepenuhnya dapat
menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Malinau secara optimal, mengingat kondisi
geografis yang luas dan sebagian wilayah sulit diakses. Keterbatasan frekuensi dan
titik pemantauan berpotensi memengaruhi kelengkapan data komponen penyusun
IKLH, terutama untuk kualitas air dan udara.

Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Pemantauan

Peralatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, baik untuk pengukuran air, udara,
maupun tutupan lahan, sangat terbatas. Ketergantungan pada metode konvensional
dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis digital atau
spasial menjadi kendala dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan pengumpulan
data IKLH.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis

Jumlah dan kapasitas SDM teknis di bidang pemantauan dan analisis lingkungan hidup
sangat terbatas, terutama tenaga yang memiliki kompetensi khusus dalam
pengolahan data lingkungan dan analisis indeks komposit. Kondisi ini berdampak
pada optimalisasi proses evaluasi dan interpretasi hasil pengukuran IKLH.

Kepatuhan Pelaku Usaha yang Belum Optimal

Meskipun terdapat peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan
lingkungan hidup, masih terdapat sebagian usaha atau kegiatan yang belum
sepenuhnya memenuhi kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kondisi

ini berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan, khususnya pada wilayah dengan

aktivitas usaha yang intensif.
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6. Dinamika Metodologi dan Ketersediaan Data
Perubahan atau penyesuaian metodologi penghitungan IKLH serta keterlambatan
ketersediaan data pendukung dari berbagai sumber menjadi tantangan tersendiri. Hal
ini memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan evaluasi kinerja agar hasil
pengukuran IKLH tetap akurat dan dapat dibandingkan antar periode.

Untuk menghadapi berbagai kendala dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH), Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau perlu mengambil langkah strategis
dan tindak lanjut yang terintegrasi serta berkelanjutan. Strategi tersebut diarahkan pada
penguatan pengendalian dampak pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam
melalui integrasi isu lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan daerah serta
penegakan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat utama perizinan usaha. Selain itu,
pemerintah daerah perlu meningkatkan cakupan dan kualitas pemantauan lingkungan
dengan memperluas titik serta frekuensi pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan
lahan, khususnya pada wilayah yang memiliki tekanan lingkungan tinggi.

Di sisi lain, penguatan sarana, prasarana, dan teknologi pemantauan lingkungan
hidup menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data IKLH. Hal
ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia
teknis melalui pelatihan, sertifikasi, dan optimalisasi peran pejabat fungsional lingkungan
hidup. Upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha juga harus terus dilakukan melalui
pendekatan pembinaan preventif yang disertai penegakan hukum secara proporsional,
serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan lingkungan.

Selanjutnya, penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat perlu
ditingkatkan agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat
dilaksanakan secara sinergis. Evaluasi capaian IKLH secara berkala harus dijadikan dasar
dalam penyusunan target dan perbaikan kebijakan di tahun berikutnya. Dengan
pelaksanaan strategi dan tindak lanjut tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
diharapkan mampu mempertahankan capaian IKLH yang telah melampaui target serta

meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan di tengah dinamika

pembangunan daerah.
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b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK; 100%
= X 0
(PAK; x CK;)
Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
e RAK : Realisasi anggaran keluaran i
* CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.15.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator .
Sasaran Kinerja N Capaian Pagu Realisasi A E
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja (Y FTEEE jsx;xl- 79 x 100% Keterangan
(1ku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Efisien (Batas
Meningkatnya Indeks maksimal
Kualitas Kualitas ) o 12.901.791.6  11.145.612.9 20%
1 Lingkungan Lingkunga goin S50 Sl Aoy 39,- 99 Lo Batas
Hidup n Hidup Minimal
-20%)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
Efesiensi = (12.901.791.639x 109,58% ) - 11.145.612.999- X 100%

(12.901.791.639x 109,58% )

Efisiensi = 21,16

Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumber daya, sasaran Meningkatnya Kualitas

Lingkungan Hidup yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target kinerja
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sebesar 79,86 poin berhasil direalisasikan menjadi 87,51 poin atau mencapai 109,58%, yang
berarti kinerja pengelolaan lingkungan hidup mampu melampaui sasaran yang telah
ditetapkan. Dari sisi penganggaran, pagu anggaran sebesar Rp12.901.791.639,00
direalisasikan sebesar Rp11.145.612.999,00, yang menunjukkan bahwa tidak seluruh
anggaran yang tersedia digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung
pencapaian IKLH.

Namun demikian, nilai efisiensi sebesar 21,16% dengan keterangan “Kurang Efisien”
menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja telah melampaui target, pemanfaatan
anggaran belum sepenuhnya sebanding dengan hasil yang dicapai. Kondisi ini
mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara besarnya sumber daya keuangan yang
dialokasikan dengan kontribusi langsungnya terhadap peningkatan nilai IKLH, yang dapat
disebabkan oleh karakteristik IKLH sebagai indikator komposit, keterbatasan keterkaitan
langsung antara belanja dan hasil indeks, serta adanya program pendukung yang bersifat
jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan berbasis kinerja,
penajaman program yang berdampak langsung terhadap komponen penyusun IKLH, serta

optimalisasi alokasi anggaran agar efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan.

. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sangat
dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu. Program-program yang menunjang
peningkatan IKLH antara lain kegiatan pemantauan kualitas air dan udara secara berkala,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan tutupan lahan, serta
pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak lingkungan. Pelaksanaan program tersebut memberikan kontribusi
positif terhadap perbaikan komponen penyusun IKLH, sehingga realisasi IKLH Tahun
Anggaran 2025 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, meningkatnya
koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup
turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum memberikan

kontribusi optimal terhadap pencapaian IKLH secara langsung, sehingga berpotensi

memengaruhi tingkat efisiensi dan kesinambungan kinerja. Keterbatasan cakupan
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pemantauan lingkungan, kendala geografis wilayah, serta keterbatasan sarana dan sumber
daya manusia teknis menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, sebagian kegiatan bersifat jangka panjang sehingga dampaknya terhadap nilai IKLH
belum dapat dirasakan secara langsung pada tahun berjalan. Oleh karena itu, diperlukan
penajaman perencanaan program dan kegiatan agar lebih fokus pada komponen penyusun
IKLH, penguatan sinergi antar perangkat daerah, serta evaluasi berkelanjutan terhadap
efektivitas pelaksanaan program guna memastikan pencapaian kinerja IKLH yang lebih
optimal dan berkelanjutan.

Tabel 3.15.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (%) PROGRAM KEUANGAN
(%)

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau

0
Kerusakan Lingkungan Hidup SR

Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas

0,
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Moy

Program Pengelolaan Persampahan 94,96%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan
Hidup yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berhasil mencapai
kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 109,58%. Pencapaian ini didukung oleh
pelaksanaan berbagai program lingkungan hidup yang secara umum memiliki tingkat penyerapan
anggaran tinggi. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
menunjukkan capaian keuangan yang sangat optimal 98,59%, yang mencerminkan perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. Program pengelolaan persampahan menunjukan
capaian keuangan sebesar 94,96, yang mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
berjalan efektif.
14. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanganan
Bencana
Pengukuran sasaran Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana dan

indikator kinerja indeks ketahanan daerah, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari

indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :
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Tabel. 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana

1 2 3 4 5

6=5/4*100
Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,49 0,39 79,59%

Sumber : BPBD Tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana
capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan
target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

2 B

Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,48 0,39 0,54

Sumber : BPBD Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel
sebagai berikut :

Tabel 3.16.2

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Meningkatnya kapasitas Indeks Ketahanan

daerah dalam penanganan Poin 0,39 0,57
bencana
Sumber : BPBD Tahun 2025

Daerah
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a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Ketahanan Daerah adalah indikator komposit yang menggambarkan
kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengantisipasi, dan pulih dari berbagai
ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang bersifat alam, sosial, ekonomi,
maupun keamanan. Indeks ini disusun berdasarkan berbagai dimensi seperti ketahanan
sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, serta kapasitas kelembagaan dan masyarakat,
sehingga mencerminkan tingkat kesiapsiagaan dan daya lenting (resilience) daerah dalam
menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

Indeks Ketahanan Daerah dipilih sebagai indikator kinerja karena ketahanan yang
kuat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik
di daerah. Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah
daerah dalam pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas kelembagaan, serta
peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, sehingga menjadi dasar evaluasi dan perumusan
kebijakan pembangunan daerah yang adaptif, aman, dan berkelanjutan.

Kajian kapasitas dianalisis menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu Indeks Ketahanan
Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM). Pada kajian ini, parameter IKD
yang digunakan adalah IKD tahun 2025 yang dihitung berdasarkan 7 fokus prioritas dan 16
sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Dari hasil analisis tersebut,
didapatkan nilai IKD Kabupaten Malinau tahun 2025 sebesar 0,39.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas
daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta
kapasitas yang kemudian ditumpang-susunkan (overlay) dengan peta bahaya dan peta
kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun
2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.

Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan
kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung
berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Terdapat 71 indikator yang telah
disepakati dalam mewujudkan kabupaten/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam
penurunan indeks risiko bencana.

Sejak tahun 2016 indeks dan tingkat ketahanan daerah dinilai dengan menggunakan

indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran

aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4
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pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71
indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan,
diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.
Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari:
1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana
Dalam proses pengumpulan data ketahanan daerah ini, diperlukan diskusi grup
terfokus (FGD) yang terdiri dari berbagai pihak di daerah yang dipandu oleh seorang
fasilitator untuk memandu peserta menjawab secara obyektif setiap pertanyaan di dalam
kuesioner. Setiap pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner harus disertai bukti verifikasi.
Bukti verifikasi ini yang menjadi dasar justifikasi diterima atau tidaknya jawaban dari hasil
FGD. Setelah masing-masing pertanyaan terjawab, hasil akan diolah dengan menggunakan
alat bantu analisis dalam spreadsheet atau dalam platform IKD di InaRISK.
Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 hingga 1, dengan
pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:
¢ Indeks <=0,4 adalah Rendah
e Indeks 0,4 — 0,8 adalah Sedang
¢ Indeks 0,8 — 1 adalah Tinggi

Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah pada
suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dapat dianggap bahwa
semua wilayah dalam satu kabupaten/kota memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai
indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks
bahaya dan kerentanan. Maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan
transformasi nilai indeks ketahanan (IKD;) daerah ke dalam skala yang sama dengan
menggunakan persamaan berikut:

Kesiapsiagaan Masyarakat

Penilaian kesiapsiagaan masyarakat diadaptasi dari Kajian Kesiapsiagaan

Masyarakat untuk Bencana Gempa Bumi yang disusun oleh LIPI untuk level komunitas dan
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mulai diimplementasikan sejak tahun 2013 pada Kajian Risiko Bencana level
Kabupaten/Kota di beberapa wilayah Indonesia.

Kesiapsiagaan masyarakat atau Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) sebagai
salah satu komponen kapasitas daerah merupakan penilaian tingkat kesiapsiagaan yang
dilakukan melalui metode survei dan wawancara mendalam (deep interview) kepada
responden aparat pemerintah/ tokoh masyarakat dengan teknik purposive sampling pada
beberapa desa/kelurahan yang berpotensi terdampak bencana dengan menggunakan
kuesioner.

Di dalam kuesioner, kesiapsiagaan masyarakat terdiri dari 2 parameter spesifik dan
3 parameter generik yang dibagi dalam 19 indikator pencapaian. Dari pencapaian 19
indikator tersebut, diperoleh nilai indeks dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat di level
desa/kelurahan untuk setiap jenis potensi bencana yang ada pada daerah kabupaten/kota
yang dikaji, dengan menggunakan alat bantu yang telah disediakan melalui spreadsheet.
Parameter tersebut adalah sebagai berikut.

a) Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB)
Pengukuran parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana didasarkan pada indikator
pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan informasi bencana, pengetahuan sistem
peringatan dini bencana, pengetahuan tentang prediksi kerugian akibat bencana, dan
pengetahuan cara penyelamatan diri. Penilaian parameter ini berdasarkan kepada
pengetahuan masyarakat terhadap indikator tersebut.

b) Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD)
Pelaksanaan tanggap darurat didasari pada pencapaian tempat dan jalur evakuasi,
tempat pengungsian, air dan sanitasi, dan layanan kesehatan. Indikator pencapaian
tersebut memiliki tujuan pada masa tanggap darurat melalui ketersediaan-
ketersediaan kebutuhan masyarakat.

c) Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM)
Pengaruh kerentanan berdasarkan pada penilaian pengaruh mata pencaharian dan
tingkat penghasilan, tingkat pendidikan masyarakat dan pemukiman masyarakat.

d) Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP)
Masa pasca bencana dibutuhkan dan diharapkan adanya kemandirian masyarakat
terhadap dukungan pemerintah melalui jaminan hidup pasca bencana, penggantian
kerugian dan kerusakan, penelitian dan pengembangan, penanganan darurat bencana,

dan penyadaran masyarakat.

e) Partisipasi Masyarakat (PM)
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Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui upaya pelaksanaan kegiatan

pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dan pemanfaatan relawan desa.

Nilai indeks kesiapsiagaan masyarakat berada pada rentang nilai O hingga 1, dengan
pembagian kelas tingkat kesiapsiagaan masyarakat:

¢ Indeks <=0,33 adalah Rendah

¢ Indeks 0,34 — 0,666 adalah Sedang

¢ Indeks 0,67 — 1 adalah Tinggi

RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR
IKD = Z (Nilai Indeks Prioritas_i x Bobot_i), di mana i mewakili 7 prioritas, dan bobot _i
disesuaikan berdasarkan petunjuk teknis BNPB

Hasil dari penilaian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat sudah
dalam bentuk nilai indeks, namun masih dalam format data tabel. Proses selanjutnya
adalah melakukan konversi dari format data tabel menjadi data spasial sehingga dapat
digunakan untuk menganalisis indeks risiko bencana. Unit spasial yang digunakan dalam
penyusunan peta kapasitas adalah unit administrasi desa/kelurahan untuk setiap jenis
bencana yang ada pada wilayah kabupaten/kota yang dikaji.

Bobot Parameter Penyusun Kapasitas Daerah

Kelas
Bobot
Parameter Rendah Sedang
(%)
(0-0,333) (0,334 - 0,666)
Transformasi Transformasi nilai | Transformasi nilai
Ketahanan Daerah 40
nilai 0 — 0,40 0,41-0,80 0,81-1
Kesiapsiagaan
60 |<0,33 0,34-0,66 0,67 -1,00

Masyarakat

Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

Risiko (Risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit,
jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan
gangguan kegiatan masyarakat. Dalam perhitungan secara matematis dan spasial, risiko
bencana dinilai dalam bentuk nilai indeks yang merupakan gabungan nilai dari indeks

bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas. Penentuan indeks risiko dilakukan

menggunakan konsep persamaan berikut:
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R=3HxVx1-C atau R=HxVx1-C1/3

Penyebab Keberhasilan

a. Integrasi ke dalam perencanaan daerah: Jika IKD menjadi bagian utama dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), akan mendapatkan
dukungan anggaran dan prioritas implementasi yang jelas.

b. Data akurat dan terpadu: Ketersediaan data yang valid dari berbagai sektor
(ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan) memastikan perhitungan IKD dapat
dilakukan dengan tepat dan menjadi dasar kebijakan yang relevan.

C. Partisipasi pemangku kepentingan: Keterlibatan pemerintah daerah, akademisi,
masyarakat, dan swasta dalam pengumpulan data dan analisis hasil IKD membuat
rekomendasi lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

d. Pembinaan dan pelatihan: Pemberian pelatihan kepada petugas terkait tentang
metode pengukuran dan pemanfaatan IKD meningkatkan kapasitas dalam
implementasinya.

Penyebab Kegagalan

a. Kurangnya dukungan. Jika pemerintah daerah tidak menjadikan IKD sebagai prioritas,
akan terjadi kurangnya alokasi anggaran dan kurangnya komitmen dalam
pelaksanaannya.

b. Data tidak konsisten atau tidak tersedia: Banyak daerah masih menghadapi kendala
dalam pengumpulan data berkualitas, terutama untuk indikator lingkungan dan sosial
yang memerlukan pemantauan berkelanjutan.

C. Kurangnya pemahaman tentang manfaat IKD: Banyak stakeholder tidak menyadari
pentingnya IKD, sehingga tidak ada sinergi dalam upaya peningkatan ketahanan
daerah.

d. Tidak ada mekanisme pemantauan ulang: Hasil IKD tidak diikuti dengan evaluasi

berkala, sehingga tidak ada perbaikan yang dilakukan terhadap sektor yang lemah.
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Tabel .3.16.3
Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Kabupaten/Kota IKD 2025
Bulungan 0,55
Kota Tarakan 0,70
Malinau 0,39
Nunukan 0,59
Tana Tidung 0,60

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin
hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien
ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi menurut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tingkat
efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

_ (PAK; x CK;) — RAK,

(PAK, x CK) < 100%
Keterangan:
e F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
*CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.16.4

Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator s
Sasaran Kinerja Capaian Pagu Realisasi AL
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja T D (8_x;§x 100% Keterangan
(1ku)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya EfIS|e.n (Batas
kapasitas Indeks maksimal

1 daerah dalam Ketahana Poin 0,49 0,39 79,59% e -5,16% 20%

27,00 97,00 Batas
penanganan n Daerah R

bencana -20%)

Sumber : BPBD Tahun 2025
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(69.445.501.927,00 x 79,59% ) - 58.128.314.097,00
Efesiensi = (69.445.501.927,00 x 79,59% ) x 100%

Efisiensi = -5,16%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel

berikut ini :
Tabel 3.16.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2025
CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEUANGAN
KINERJA
(%) (%)

. . Program Penanggulangan Bencana 92,66%
Meningkatnya kapasitas Indeks
daerah dalam Ketahanan 79,59%
penanganan bencana Daerah Program Pengelolaan Sumber Daya 82 81%

Air ’

Sumber : BPBD Tahun 2025
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Tujuan 5: Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Baik, Bersih,

Dan Berorientasi Pelayanan

15. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja
sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari
indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Capaian
Tahun 202
Indikator - Capaian ahun 2025 Kinerja
Kinerja Tahun 2024 .. Tahun 2025
Target Realisasi %
1 2 B 4 5 6=5/4*100
Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 93,52% 84,32 83,66 99,21%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana
capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan
target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Tahun

Indikator — Target Akhir RPJIMD
Kinerja 2029
2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7
Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 80,71 82,75 82,30 83,66 87,45

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025
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Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel
sebagai berikut

Tabel 3.17.2

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran Indikator G Realisasi Tahun Regional Standar
Kinerja 2025 Provinsi Nasional
Meningkat kualit: Indeks K L
eningkatnya .ual as ndeks Kepuasan Nilai 83,66 ) )
pelayanan publik Masyarakat

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kualitas Pelayanan publik mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, transparansi,
akuntabilitas, serta responsivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan mengelola sumber daya publik. Pelayanan publik yang berkualitas
merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen pengukuran vyang
digunakan oleh pemerintah atau lembaga penelitian untuk menilai tingkat kepuasan serta
persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik maupun kinerja pemerintah dalam
berbagai aspek. Melalui IKM, pemerintah memperoleh informasi yang bernilai mengenai
kebutuhan, preferensi, dan harapan masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar dalam
peningkatan kualitas layanan publik serta penguatan hubungan antara pemerintah dan
masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat dipilih sebagai indikator kinerja pemerintah daerah
Kabupaten Malinau karena kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur utama
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan
harapan pengguna layanan. Indikator ini relevan dan terukur untuk mengevaluasi
efektivitas kebijakan peningkatan kualitas pelayanan, mendorong akuntabilitas dan
transparansi, serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan

pelayanan publik yang prima dan pemerintahan daerah yang responsif.

Penyusunan IKM berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyususnan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengg ara Pelayanan Publik. Nilai IKM Kabupaten Malinau
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diperolah dari OPD yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan
pelayanan publik. IKM di Kabupaten Malinau dilaksanakan secara mandiri (OPD melakukan

Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

yaitu:

Total dari nilai per unsur )
IKM = —— x nilai penimbang
Total unsur yang terisi

Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik di Kabupaten Malinau dan
melaksanakan/ membuat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 7 Perangkat Daerah

OPP dan 12 UPT Bidang Kesehatan dalam tabel 3.17.3 berikut ini :

Tabel 3.17.3
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan
1 88.46 A Sangat Baik
Pencatatan Sipil

Dinas Penanaman Modal dan
2 87.83 B Baik
PelayananTerpadu Satu Pintu

3 Dinas Pendidikan 81.84 B Baik

Dinas Pemberdayaan
4 Perempuan, Perlindungan 86.03 B Baik

Anak dan Sosial

5 Dinas Kesehatan PPKB 86,17 B Baik
6 Kecamatan Malinau Utara 82,28 B Baik
7 Kecamatan Malinau Barat 80.41 B Baik
8 RSUD Kabupaten Malinau 80,31 B Baik
9 UPTD PKM Long Alango 81,19 B Baik

10  UPTD PKM Metut 83,33 B Baik
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11  UPTD PKM Pulau Sapi 84,58 B Baik

12 UPTD PKM Long Ampung 79,92 B Baik

13  UPTD PKM Long Loreh 81,64 B Baik

14  UPTD PKM Long Nawang 77,40 B Baik

15 UPTD PKM Long Pujungan 82,53 B Baik

16 UPTD PKM Malinau Kota 83,74 B Baik

17  UPTD PKM Malinau Sebrang 88,67 A Sangat Baik

18 UPTD PKM Tanjung Lapang 93,81 A Sangat Baik

19  UPTD PKM Sungai Boh 79,24 A Baik
NILAI IKM KAB. MALINAU 83,66 B Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.17. realisasi indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan
Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 83,66 namun belum memenuhi target yang ditetapkan
yaitu 84,32. Walapun belum mencapai target yang ditentukan namun terdapat adanya
peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi beberapa taahun terakhir serta target
Renstra tahun 2029 yang telah disajikan pada tabel 3.17.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada periode
Tahun 2022-2025, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2022, nilai
IKM tercatat sebesar 80,71, kemudian meningkat pada Tahun 2023 menjadi 82,75. Namun
pada Tahun 2024 mengalami penurunan Nilai IKM 82,30 dan pada tahun 2025 mengalami
peningkatan kembali sebesar 83,66 dengan capain 93,98%. Menarik untuk dicermati bahwa
perbandingan pencapaian realisasi IKM Tahun 2025 dengan RPJMD tahun 2029 telah
mencaapai sebesar 95,66%.

Secara keseluruhan, capaian IKM menunjukkan konsistensi kinerja pelayanan publik
yang semakin baik, ditandai dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan vyang diberikan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya
perbaikan tata kelola pelayanan, penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi
informasi, serta penguatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat,
transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data tabel 3.17.3

diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara umum kualitas pelayanan publik pada

OPD yang melaksanakan pelayanan publik di Kabupaten Malinau dipersepsikan baik oleh
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masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu

berkisaran di antara 77,40-93,81. Dari capaian yang diperolah di tahun 2025 ini maka,

kualitas pelayanan publik Kabupaten Malinau Tahun 2025 masuk dalam predikat “Baik”.

Dalam perjalanan mencapai hasil tersebut terdapat faktor keberhasilan dan

hambatan/kendala yang muncul dalam rangka pencapaian target di tahun 2025 sebagai

berikut:

Analis Faktor Keberhasilan

a)

b)

d)

Komitmen tinggi dari pimpinan dalam memprioritaskan kualitas layanan publik
dan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pengalokasian sumber daya
yang memadai, pembuatan kebijakan yang mendukung, dan implementasi

inovasi untuk meningkatkan layanan.

Memastikan layanan publik disediakan dengan standar yang tinggi dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pelatihan pegawai,

pembaruan proses, dan pengukuran kinerja yang terus-menerus.

melaksanakan Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan

yang lebih berkualitas dalam menunjang pelayanan public

Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem
informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi

pelayanan publik

Analis Faktor Kegagalan

a)

b)

Ketersediaan SDM petugas pelayanan masih kurang.

Masih kurangnya pemahaman petugas pelayanan terhadap standar pelayanan

dan SOP yang sudah ditetapkan.

Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a)

b)

Mengoptimalisasi pemanfaatan SDM yang ada.

Melaksanakan sosialisasi SOP, briefing pelayanan, serta evaluasi berkala
terhadap pelaksanaan standar pelayanan. Selain itu, dilakukan pemasangan
media informasi SOP di area pelayanan serta penguatan budaya kerja melalui

pembinaan aparatur, sehingga seluruh petugas memiliki persepsi yang sama

dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai prosedur.
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4. Beberapa upaya yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan capaian

kinerja yang telah dicapai di tahun 2025, diantaranya :

a)

c)

Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada,
dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara
konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas

pelayanan serta kenyamanan lingkungan.

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan

pelatihan bagi seluruh pegawai.

Memastikan pelaksana pelayanan termasuk front office telah menerapkan

budaya kerja BerAKHLAK.

Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Penilaian Kepatuhan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya peningkatan pelayanan yang

ada di Mal Pelayanan Publik, Pasar Pelayanan Publik

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
(PAK; X CK;) — RAK;
= X 100%

(PAK; X CK;)
Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
e RAK : Realisasi anggaran keluaran i
*CK : Capaian kinerja i
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Tabel 3.17.4
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator

Sasaran Kinerja Capaian Pagu Realisasi Efesiensi
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja Anggaran Anggaran (8x7)-9 x 100%
8x7
(1ku)
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
m(:?tr;ikamya :(nedeuk: san 189.053.255.  170.473.738.
1 P Poin 84,32 83,66 99,21% 296,43 792,00 9,10%
pelayanan Masyarak
publik at

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

o (189.053.255.296,43 x 99,21% ) - 170.473.738.792,00
Efesiensi = (189.053.255.296,43 x 99,21% ) x100%

Efisiensi = 9,10%

Keterangan

11
Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif

suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target

kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu

program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi

keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel

berikut ini :
Tabel 3.17.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2025
CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM KEUANGAN
(%) (%)
Meningkatnya Program Kepegawaian Daerah 92,73%
. Indeks Kepuasan

kualitas pelayanan 99,21%

Masyarakat Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia

publik 70,13%
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Program Pengelolaan Aplikasi
Informatika

44,51%

Pemerintahan dan Kesejahteraan

95,20%
Rakyat

Program Penyelenggaraan

71,19%
Pengawasan

Program Peningkatan Ketentraman

98,32%
dan ketertiban Umum 0

Program Pembinaan dan
pengembangan ketahanan 91,44%
ekonomi, sosial dan budaya

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
di dukung oleh program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut
diatas adalah program Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban

Umum dan Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

16. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator
kinerja sasaran nilai SAKIP, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja
sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian
Indikator Satuan Capaian Tahun 2025 Kinerja
Kinerja Tahun 2024 .. Tahun 2025
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5/4*100
Nilai SAKIP Nilai 93,52% 72,1 71,17 98,71%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana

capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan

target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.18.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Beberapa Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD

Realisasi Tahun

Indikator ETHET Target Akhir RPJMD
Kinerja 2029
2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7
Nilai SAKIP Nilai 60,02 62,04 70,12 71,17 80,99

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.18.2

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Indikator Realisasi . .. .
Sasaran i Satuan Tahun 2025 Regional Provinsi Standar Nasional
Meningkatnya
Akuntabilitas Nilai SAKIP Nilai 71,17

Kinerja Pemerintah
Daerah

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Nilai SAKIP adalah indikator yang menggambarkan tingkat kualitas penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan pemerintah daerah, yang
diukur berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Nilai ini mencerminkan sejauh mana
pemerintah daerah mampu mengelola kinerja secara sistematis, terintegrasi, dan
berorientasi pada hasil (outcome), serta menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai SAKIP dipilih sebagai indikator kinerja karena merupakan tolok ukur utama
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Indikator ini relevan dan terukur untuk menilai efektivitas tata kelola pemerintahan,

keselarasan perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien
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dan bertanggung jawab, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorentasi hasil (result orientid government). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Malinau mencapai nilai sebesar 71,17 dengan predikat “BB”.Hal

“

tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “ sangat Baik” yaitu
implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja
utama, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi pengguna anggaran dalam mencapai
kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang anddal dan berbasis teknologi
informasi.

Dari tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa nilai SAKIP Kabupaten Malinau
dengan capain kinerja 98,71% dimana belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam
RPJMD taahun 20225-2029 yakni terget nilai SAKIP tahun 2025 yang ditetapkan 72,2 namun
realisasi tahun 2025 hanya mencapai nilai 71,17.

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai SAKIP pada periode Tahun 2022-2025, terlihat
adanya tren peningkatan yang berkelanjutan. Pada Tahun 2022, nilai SAKIP tercatat sebesar
60,02 atau predikat B, kemudian meningkat pada Tahun 2023 menjadi 62,04 atau predikat B.
Tren positif ini terus berlanjut pada Tahun 2024 dengan peningkatan nilai SAKIP 70,12 atau
predikat BB, meningkat kembali pada Tahun 2025 sebesar 71,17 atau predikat BB. Adapun
tabel hasil evaluasi Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2025 berdasarkan
komponen yang dinilai yang kami sajikan dibawah ini sebagai bahan perbandingan kenaikan
nilai sakip tahun 2025 dengan tahun 2024.

Tabel 3.18.3
Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2025

KOMPONEN YANG DI NILAI BOBOT NILAI 2024 NILAI 2025
Perencanaan Kinerja 30% 26,09 26,30
Pengukuran Kinerja 30% 18,48 18,77

Pelaporan Kinerja 15% 11,31 11,58
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EvaluasiAkuntabilitas Kinerja

25% 14,24 14,52
Internal
Nilai Hasil Evaluasi 100% 70,12 71,17
Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Sumber :Kemenpan RB Tahun 2025

Berikut dapat ditampilkan nilai diagram Nilai SAKIP Tahun 2025 dan beberaapa tahun

terakhir :

70.12 71.17

GM__.

62.04
BB BB
2024 2025

Gambar Grafik Nilai SAKIP Kabupaten Malinau
Analis Penyebab Keberhasilan
Adapun beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan atau pencapaian nilai SAKIP 2025
yaitu:
1. Perencanaan Kinerja
Telah berupaya melakukan penyusunan pohon kinerja dari level Kabupaten sampai
Perangkat Daerah sesuai dengan isu strategi. Pohon kinerja telah diinput di e-SAKIP
Kabupaten Malinau dan sudah ada langkah dalam memanfaatkan pohon kinerja untuk
diterjemahkan dalam PK tahun 2025.
2. Pengukuran kinerja
Sudah menyusun dokumen IKU periode 2025-2029 level Kabupaten dan PD yang
dilengkapi dengan detail deskripsi atau defenisi operasional, sumber data, cara
menghitung dan PD penanggung jawab serta telah diunggah pada esr.menpan.go.id dan
aplikasi SAKP Kabupaten Malinau sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Selain itu,
juga OPD telah menyusun rencana aksi PD yang digunkan sebagai dasar monitoring dan
evaluasi progres kerja dimana pengukuran progres capaian tersebut.
3. Pelaporan Kinerja
Telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2025 tingkat kabupaten dan

perangkat Daerah. Laporan tersebut telah diunggah pada esr.menpan.go.iddengan tepat

waktu.
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Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal
Telah melakukan evaluasi AKIP internal pada seluru PD. Sudah dilakukan upaya
peningkatan kualitas temuan dan rekomendasi dari evaluasi yang membahas kualitas dari
implementasi AKIP di PD yang dievaluasi.
Selain pemenuhan komponen-komponen yg dinilai diatas adapun faktor lain yang juga
mempengaruhi peningkatan nilai sakip Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah :
» Telah melaksanakan pendampingan penjaminan mutu/quality Penyusunan
Dokumen SAKIP kepada semua OPD secara berkelanjutan.
> Keberadaan aplikasi e Sakip Malinau, mempermudah dalam penyusunan mulai
dari perencanaan kinerja, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kinerja.
» Telah melakukan pendampingan pengisian dokumen SAKIP ke aplikasi SAKP

Kabupaten malinau kepada semua OPD secara berkelanjutan.

Analisis penyebab kegagalan/faktor penghambat keberhasilan

yaitu :

Faktor Penyebab kegagalan / penghambat keberhasilan indikator kinerja utama Nilai Sakip

. Aktivitas dalam rencana aksi maupun dokumen perencanaan pada beberapa perangkat

daerah masih didominasi oleh daftar kegiatan rutin. Aktivitas tersebut belum
menggambarkan intervensi strategis yang diperlukan untuk mendorong pencapaian

sasaran hasil, sehingga kontribusinya terhadap perbaikan kinerja menjadi terbatas;

. Masih terdapat kurangnya bukti dukung tindak lanjut evaluasi SAKIP internal untuk

memastikan relevansi, kesesuaian dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan setiap

perangkat daerah.

. Masih terdapat kendala dalam aplikasi e-sakip.malinau.go.id/v2, yang menyebabkan

penginputan tidak sampai pada pengukuran.

. Masih terdapat kurangnya data analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telaah dilkaukan secara khusus

untuk indikator kinerja yang beleum mencapai target yang telah ditentukan.

. Belum dilakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat secara menyeluruh di

tingkat Perangkat Daerah, sehingga hasil pemantauan belum mampu menghasilkan

pembelajaran untuk perbaikan dan penyesuaian strategi.

. Kualitas temuan dan rekomendasi evaluasi internal belum seluruhnya menyasar kualitas

implementasi SAKIP.
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7. Belum terdapat verifikasi atas relevansi dan kesesuaian bukti dukung dengan catatan
pada LHE internal, sehingga efektivitas dan ketepatan tindak lanjut tiap PD belum dapat
dipastikan.

Upaya Perbaikan / Mengatasi Permasalahan
Tindak lanjut atas perbaikan permasalahan yang tidak tercapai dalam indikator kinerja utama Nilai
SAKIP yaitu :

1. Melakukan perbaikan-perbaikan hasil rekomendasi untuk penyempurnaan dokumen-
dokumen SAKIP sehingga berkualitas.

2. Memastikan bukti dukung tindak lanjut evaluasi SAKIP internal relevansi, kesesuaian dan
ketepatan tindak lanjut yang dilakukan setiap perangkat daerah.

3. Melakukan perbaikan pada aplikasi e-sakip.malinau.go.id/v2, sehingga penginputan
dokume SAKIP sampai pada pengukuran.

4. Memastikan penyajian data analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telaah dilkaukan secara khusus
untuk indikator kinerja yang beleum mencapai target yang telah ditentukan.

5. Melakukan pemantauan secara berkala kepada perangkat daerah untuk
mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat secara keseluran.

6. Melakukan peningkatan kualitas temuan dan rekomendasi agar menyasar kualitas
implementasi SAKIP di Perangkat Daerah yang dievaluasi

7. Melakukan verifikasi terhadap bukti dukung tindak lanjut evaluasi AKIP internal untuk
memastikan relevansi, kesesuaian, dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan setiap

perangkat daerah.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.
Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:
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_ (PAK; x CK;) — RAK;

x 1009
(PAK; x CK;) -

Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
* CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.18.4
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator Efesiensi
Sasaran Kinerja Aerf Capaian Pagu Realisasi
No Strategis Utama Satuan Target Realisasi Kinerja AT AT (8x;x| 79 x 100% Keterangan
(1ku)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya E:Z:?nf:ftas
Akuntabilitas Nilai 20%

1 Kinerja SAKIP Nilai 72,1 71,17 98,71% e Bat‘;s
Pemerintah Minimal

Daerah

-20%)
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2025

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

ataupun

Keberhasilan pencapaian kinerja Kabupaten Malinau didukung oleh pelaksanaan program
dan kegiatan yang direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara konsisten. Secara
umum, program dan kegiatan yang dijalankan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan,
sehingga menunjukkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan. Beberapa program
dan kegiatan tersebut antara lain:

Tabel 3.18.5
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

e CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS KINERJA PROGRAM KEUANGAN
KINERJA
(%) (%)
Meningkatnya Nilai SAKIP 98,71% Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot

Akuntabilitas Kinerja
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Pemerintah Daerah

Program Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik

92,90%

Program Perencanaan, Pengendalian

. 83,45%
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dari tabel 3..... diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja Nilai SAKIP di dukung oleh
program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot, Program Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah.

17. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah

Pengukuran sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan
indikator kinerja sasaran Opini BPK, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator
kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Tabel. 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Capaian
Indikator T Capaian Tahun 2025 Kinerja
Kinerja Tahun 2024 L. Tahun 2025
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 =5/4*100
Opini BPK Predikat 100% WTP WTP 100%

Sumber: BPKD tahun 2025

Dalam upaya menilai pencapaian kinerja, perlu dilakukan analisis perbandingan antara
realisasi kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir RPJMD tahun
2029 yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana

capaian yang telah direalisasikan serta mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan

target yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.19.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Target Akhir RPJIMD

Realisasi Tahun

Indikator I — Target Akhir RPJMD
Kinerja 2029
2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7
Opini BPK Predikat WTP WTP WTP WTP WTP

Sumber : BPKD tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 maka perlu juga dilakukan perbandingan
dengan dengan regional provinsi dan standar nasional yang dapat disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.19.2

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional
Capaian Kinerja (%)

Indikator Realisasi Regional Standar
Sasaran — Satuan L. A
Kinerja Tahun 2025 Provinsi Nasional Provinsi Nasional
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan Opini BPK Predikat WTP WTP 100%
keuangan dan aset
daerah

Sumber : BPKD tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan diatas Kabupaten malinau ditahun
2025 memperoleh Prdikat dari indikator opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau
tahun 2025 mencapai 100%. Pencapaian WTP mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan
ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dialakukan secara efektif. Analis
capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan

realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.
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Opini WTP juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan
akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah telah
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah
yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun
stakeholder terkait.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas
laporan keuangan dengan mempertimbangkan indikator :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Selain itu, ada 5 kriteria yang menjadi dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan
antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiaban, (4)
Kelangkaan, (5) Pengungkapan. Kabupaten Malinau senantiasa berupaya meningkatkan
kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai
pelaporan.
Keberhasilan Kabupaten Malinau dalam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:
e Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola
keuangan yang akuntabel dan transparan.
e  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara konsisten
dalam penyusunan LKPD.
e  Penguatan sistem pengendalian intern (SPl) melalui pengawasan internal oleh

Inspektorat dan peningkatan kepatuhan terhadap prosedur.

e  Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset, melalui pelatihan,
bimbingan teknis, dan sertifikasi.

e Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang semakin cepat dan tuntas,
sehingga temuan berulang dapat diminimalkan.

e Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terintegrasi, yang meningkatkan
akurasi, ketepatan waktu, dan keterlacakan data keuangan.

Meskipun kinerja tergolong baik, terdapat beberapa faktor risiko yang berpotensi
menghambat atau menurunkan capaian opini WTP di masa mendatang, antara lain:

e Pergantian pejabat pengelola keuangan dan aset yang belum diimbangi dengan

transfer pengetahuan yang optimal.
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Masih adanya kelemahan administrasi aset, khususnya dalam pencatatan, penilaian,
dan legalitas kepemilikan.

Keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, terutama dalam rekonsiliasi data
keuangan dan aset.

Perubahan regulasi keuangan yang memerlukan penyesuaian cepat dalam sistem dan
prosedur.

Keterbatasan sarana pendukung dan integrasi sistem, yang dapat memengaruhi

kualitas pelaporan.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, BPKD Kabupaten Malinau telah

dan terus melakukan berbagai solusi strategis, antara lain:

Peningkatan pembinaan dan pendampingan teknis kepada seluruh perangkat daerah
dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset.

Penguatan sistem pengendalian intern dan reviu berjenjang, melalui peran aktif
Inspektorat dan pengawasan internal.

Percepatan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, dengan target
penyelesaian yang terukur.

Penyempurnaan SOP pengelolaan keuangan dan aset, agar selaras dengan regulasi
terbaru.

Penguatan integrasi sistem informasi keuangan dan aset, untuk meningkatkan
kualitas data dan transparansi.

Pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan, melalui pelatihan teknis,

sertifikasi, dan pembelajaran berbasis praktik.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan

lebih ce

pat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus

berikut:

_ (PAK; x CK;) — RAK,

X 100%

(PAK; X CK;)
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Keterangan:
o F : Efisiensi
e PAK : Pagu anggaran keluaran i
* RAK : Realisasi anggaran keluaran i
*CK : Capaian kinerja i
Tabel 3.19.3
Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator L
Sasaran Kinerja Aeerfi Capaian Pagu Realisasi A
Strategis Utama Satean Target LR Kinerja Anggaran Anggaran (_)_8x;x-79 X002
(1ku)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
kualitas 225 850.372. 337 :7'2 160
pengelolaan Opini BPK Predikat WTP WTP 100% 516,89 031,00 0,03%

keuangan dan
aset daerah

Sumber : BPKD tahun 2025

Efesiensi = (349.850.372.516,89x 100% ) -337.874.160.031,00

(349.850.372.516,89x 100% )

x 100%

Efisiensi = 0,03%

Analisis efisiensi sumber daya merupakan proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif
suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber

daya yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

ataupun

Keterangan

11
Efisien (Batas
maksimal
20%

Batas
Minimal
-20%)

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target
kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu
program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi
keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel

berikut ini :
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Tabel 3.19.4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025

INDIKATOR CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS KINERJA PROGRAM KEUANGAN
KINERJA
(%) (%)
Program Pengelolaan Keuangan 96,57%
Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan Opini BPK 100%
keuangan dan aset daerah
Program Pengelolaan Barang 96,82%

Milik Daerah
Sumber : BPKD Tahun 2025
Dari tabel diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja opini BPK di dukung oleh program

yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

. REALISAS| ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa
anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.
Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan
fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.
Kabupaten Malinau dalam melaksanakan program pada tahun 2025 menggunakan anggaran
sebesar Rp 2.728.885.798.763,15 dengan capaian sebesar 99,18%.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran yang mencapai 90% menunjukkan bahwa
Kabupaten Malinau telah mengelola anggarannya dengan efektif. Realisasi yang efektif di semua
Program mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan
perencanaan, serta penggunaan anggaran telah dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Lebih

lengkapnya, realisasi anggaran tiap program terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Tiap Program Tahun 2025

1 2 B 4 5 6 7 8
Program pengelolaan Rp. 1 b
. . 0, v’
Men|ngkatnya. pendidikan 159.908.397.203,08 139.978.423.889, 87,54% 19.929.973.314 12,46%
a Akses dan Kualitas 00 ,08
Pendidikan yang Program Rp Rp Rp
H : 10, 0,
Merata pem'erlntahan dan 138.920.482.939,23 132.254.589.747, 95,20% 6.665.893.192, 4,79%
kesejahteraan Rakyat 00 23
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Pembinaan o Rp o
e Rp. 822.990.000,00 Rp 725.394.720 88,14% 97.595.280,00 11,85%
Pendidik Dan Tenaga Rp. Rp o Rp o
Kependidikan 4.263.840.741,10 3.635.233.510,00 B 628.607.231,10 WaRe
Program Pemenuhan
upaya kesehatan Rp. Rp 82% Rp 18%
perorangan dan upaya | 56.375.981.638 46.033.661.563 ? 10.342.320.075 ?
kesehatan masyarakat
'[\,A;Z}Zfif;y;atan Program Peningkatan Rp 1.414.084.205,
i : 924, 9 00 9
sl kapas@as sumber daya 2.032.009.000,00 Rp 617.924.795 30,40% 69,6%
manusia kesehatan
Pemberdayaan
105.267.969
masyarakat bidang Rp. 518.842.000 Rp 413.574.031 79,71% 20,29%
kesehatan
Program
Pengarusutamaan Rp
: o 0y
S:;T)erj:;aan Rp. 100.000.000,00 99.343.900,00 99,34% Rp 656.100 0,66%
Perempuan
. Program Perlindungan Rp. Rp. o Rp o
Meningkatnya Perempuan 1.322.087.000,00 1.318.852.400,00 99,76% 3.234.600,00 0,24%
kesetaraan dan
perlindungan . Bl g Rp
dalam Kﬁfs”;n;:'" Ungan | gy 184.460.910,00 12'3 426.250,00 88,81% 20.634.660,00 11,19%
pembangunan SeTe
dan kehidupan
sosial masyarakat Pro
gram Pemenuhan Rp. o Rp 3
Hak Anak R, G 408.992.571,00 99,62% 1.565.987,00 0,38%
Program Rp Rp Rp
H : 10, 0,
pemf-:'rlntahan dan 138.920.482.939,23 132.254.589.747, 95,20% 6.665.893.192, 4,79%
kesejahteraan Rakyat 00 23
Program
Rp Rp o Rp o
(PSR 4.214.277.600,00  [4.153.008.377,00 RESs 61.269.223,00 Ayt
Kebudayaan
Program
Rp Rp. o Rp
1 s}
Pengembangan 5.561.650.309,20 5.553.325.348,00 99,85% 8.324.961,20 QI
Kesenian Tradisional
Program
Rp Rp o Rp o
Peggzmbanga“ 4.214.277.600,00  [4.153.008.377,00 98,55% 61.269.223,00 g
Meningkatnya Kebudayaan
Kualitas Progll;amd g
Kehidupan Pemberdayaan dan Rp o Rp o
Keluarga dan Pe.ningkatan Keluarga REEEZE0000000 604.431.040,00 erion 182.968.960,00 2223
Penerapan Nilai- Sejahtera (KS)
Nilai Budaya Program Rehabilitasi o Rp o
e Sosial Rp 527.066.800,00 Rp. 520.458.920 98.75 % 6.607.880,00 1,25%
SDM yang Program Pengelolaan
berkarakter dan dan Pengembangan Rp Rp Rp "
beretika Sistem penyediaan Air | 40.517.614.470,00 (1)9'491'114‘991'0 aaa 2016026'499'479 S
Minum !
Program Pengelolaan Rp Rp Rp
0,
CelLCILE I 2.284.825.000,00 1.255.056.650,00 54,93 1.023.763.350, 45,07%
sistem air limbah 00
Program Rp Rp
pengembangan Rp 53.337.271.577,0 o o
Kapasitas daya saing 63.927.443.312,00 0 Sl 10%590'171'735 LeSEz
olahraga !
R
A Em I |6 2 96,53% 42 831.000,00 3,46%
dan Jaminan Sosial 1.294.725.000,00 1.249.894.000,00 e R g
Program Pelatihan Rp
Kerja dan Rp Rp o 1.140.780.507, o
Produktivitas Tenaga | 4.726.166.400,00 3.585.385.893,00 75 00 A
Menurunnya Kerja
Tingkat B B . 5 Rp
[y - rogram Penempatan p 269 202.928.142 1749
Tenaga Kerja Rp 639.487.400,00 436.559.258,00 68,26% 02.928.142,00 31,74%
Program
Pemberdayaan Usaha Rp R
Menengah, Usaha Rp 350.554.600,00 90,70% P 9,3%

Kecil dan Usaha Mikro
(UMMKM)

317.970.419,00

32.584.181,00
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Program Penyediaan

Rp

Rp

Rp

0, 0y
dan Pengembéngan 38.636.012.124,00 37.721.488.945,4 97,63% 914.523.178,60 2,36%
Sarana Pertanian 0
Program Peningkatan
Diversivikasi dan Rp
R .772. Rp 519.941.61 159 11,83%
Ketahanan Pangan RLEo200200 PEIRENILEE EE R 69.831.295,00 835
Masyarakat
E;?§$$:::2:§::a" Rp 119.288.500 Rp 118.285.226 99,16% Rp 1.003.274 0,84%
Program
Pemberdayaan Usaha Rp Rp
10, 0,
Meningkatnya Menengah, Usaha Rp 350.554.600,00 | 317 970.419,00 90,70% 32.584.181,00 9,3%
b Kecil dan Usaha Mikro
6 pengembangan (UMMKM)
ekonomi sektor -
Program Peningkatan
unggulan Daya Tarik Destinasi Rp Rp 97,52% 156.089.563,99 2,48%
Ve 6.297.579.252,99 6.141.489.689,00 2R Ratiatas eR
Pariwisata
Program Pemasaran Rp Rp o o
Pariwisata 1.623.742.525,00 1.567.078.407,00 Sl BRI B
Program
Pengembangan Rp Rp
0, 0y
sun.1bt.er daya 1.925.280.279,96 1.914.349.715,00 99,43% 10.930.564,96 0,57%
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Program Pengelolaan Rp Rp o Rp o
Perikanan Budidaya 1.691.186.225,00 1.596.515.860,00 S 94.670.365,00 Sz
Meningkatnya
nilai tambah
Program Penyuluhan Rp Rp o Rp o
7 g:;?a”nki:r:agjgm Pertanian 3.119.184.150,00 2.739.267.841,00 87,82% 379.916.309,00 12,17%
arti luas
Meningkatnya Program R
8 Realisasi nilai Pengembangan Iklim Rp 46.999.100,00 Rp 37.118.430 78,97% 9%80 670.00 21,02%
investasi Penanaman Modal T
Program Pelayanan Rp.146.024.900,00 | Rp144.852.982 99,19% Rp 0,80%
Terwujudnya Penanaman Modal P BB [pBenHcrs R 1.171.918,00 »S0%
9 infrastruktur
pendukung
investasi Rp
Program Hubungan Rp o o
Industrial Rp 522.816.400,00 505.781.078,00 96,74% 17.035.322,00 3,25%
Program Administrasi o Rp o
Pemerintahan Desa Rp 10.779.047.910 Rp 9.205.922.836 85,40% 1.573.125.074 14,6%
Program
Pemberdayaan
Lembaga Rp Rp
Rp
Kemasyarakatan, 13.427.067.850.00 12.569.984.617,0 93,61% 857.083.233,0 6,39%
Meningkatnya Lembaga Adat dan : . . ’ 0 0
10 kemandirian Masyarakat Hukum
ekonomi daerah Adat
Program
Pengembangan Rp Rp o Rp
kapasitas daya saing 2.643.378.900,00 2.094.977.048,00 IR 548.401.852,00 2O
kepemudaan
Program Stabilisasi
Harga Barang o Rp o
Kebutuhan Pokok dan Rp 83.222.000,00 Rp 81.146.970,00 97,50% 2.075.030,00 2,5%
Barang Penting
Meningkat! Program Rp B i
eningkatnya 9 9
kapasitas dan PamyElenEEEEm T 277.102.928.030,71 (2)34.443.402.403, 91,82% 2721.659.525.627 8,17%
1q | ualitas ’
aksesibilitas dan
konektivitas antar :rogLam iand AR :7'3 037.627.005,0 95,22% 2266 097.715, 4,77%
wilaveD erekonomian dan .037.627.005, ,22% .866.097.715, ,77%
y PaRE e 80.903.725.720.00 0 00
bemerdtoan | Program R - R
10, 10/.0,
121 nfrastruktur Penyelenggaraan 6.477.239.952,00 3.303.558.995,00 >1,00% 3.173.680.957, A9%%

Dasar Wilayah

Penataan Ruang

00
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Program Pengelolaan

dan Pengembangan Rp b i
o 0,
Sistem Penyediaan Air 40.517.614.470,00 (1)9'491'114'991’0 RECLE 201(5026'499'479 SLE
Minum !
Rp
Program Kawasan Rp Rp o o
Permukiman 2.240.000.000,00 893.195.000,00 39,87% (1)'0346'805'000' 60,13%
Program Pengelolaan Rp Rp Rp
0, 0,
d?n Peng.err.lbangan 2.284.825.000,00 1.255.056.650,00 54,93% 1.029.768.350, 45,06%
Sistem Air Limbah 00
Program Peningkatan Rp Rp
Prasarana, Sarana dan Rp 56.203.800.389,0 97,63% 1.366.719.031, 2,37%
b .203.800.389, ,63% .366.719.031, ,37%
Utilitas Umum (PSU) SIS S 0 56
Program Pengendalian R
SEESIEENEEEEY || [§ - 98,59% szpiaz 118,00 1,41%
i Kerusakan Lingkungan 3.712.477.400,00 3.660.245.282,00 e e A
Meningkatnya Hid
. laup
13 Kualitas
Lingkungan Hidup Rp
Program Pengelolaan Rp Rp. o
Persampahan 2.745.311.779,00 2.606.881.890,00 S BRI UL
Program Rp Rp Rp
Meningkatnya Penanggulangan 6.253.248.594,00 | 5.794.301375,00 92,66% 089472190 7,34%
kapasitas daerah cucane
14 dalam
penanganan Rp Rp
bencana Program Pengelolaan Rp . .
Sumber Daya Air 63.192.253.333,00 (5)2.334.012.722,0 82,81% 10(3858.240.611 17,18%
. Rp Rp
Program Kepegawaian Rp o o
Daerah 26.665.387.386,20 24.728.144.815,0 92,73% 1.937.242.571, 7,27%
0 20
Program Rp Rp Rp
0, 0
Pengembangan . 4.731.746.500,00 3.318.516.995,00 70,13% 1.413.229.505, 29,87%
Sumber Daya Manusia 00
Program Pengelolaan Rp o Rp o
Aplikasi Informatika 13.289.222.540,0 AP SIS ErSIE 7.374.368.686 SEAREE
Meningkatnya Program Rp Rp Rp
15 kualitas pelayanan pemerintahan dan 135.3 020.482.939 23 132.254.589.747, 95,20% 6.665.893.192, 4,79%
publik kesejahteraan Rakyat e 00 23
Program Rp Rp Rp
0, 10/
Penyelenggaraan 3.889.644.756,00 2.769.278.271,00 71,19% 1.120.366.485, 28,80%
Pengawasan 00
Program Peningkatan
Ketentraman dan Rp 941.438.275 Rp 925.636.095 98,32% Rp 15.802.180 1,68%
ketertiban Umum
Program Pembinaan
dan pengembangan Rp o Rp o
ketahanan ekonomi, Hp G SR 562.719.015,00 S 52.613.885,00 e
sosial dan budaya
Program Penunjang Rp
Urusan Pemerintahan 1.088.427.661.311,8
Daerah Kabupaten/Kot | 5
Meningkatnya
akuntabilitas Program Pengelolaan
16 kinerja Informasi dan Rp 523.095.700 485.966.188 92,90% 37.129.512 7,1%
Pemerintah Komunikasi Publik
Daerah
Program Perencanaan, R
PRl G i R 83,45% 5F1)5 165.761,00 16,55%
Evaluasi Pembangunan | 3.112.888.400,00 2.597.722.639 0 B 127
Daerah
Meningkatnya Rp Rp
kualitas Program Pengelolaan Rp o 11.890.593.785 o
& pengelolaan Keuangan Daerah 347.150.052.276,89 SRR, S ,89 S

keuangan dan

00
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aset daerah
Program Pengelolaan Rp Rp i
0, 0y
Barang Milik Daerah 2.700.320.240,00 2.614.701.540,00 ELie2 SR EY Bl
Rp Rp Rp
2.728.885.798.763, 2.706.720.509.31 99,18% 22.165.289.45
JUMLAH 15 0,25 2,90 0,81%

D.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran, selain capaian kinerja dan
akuntabilitas keuangan yang telah disajikan di atas diperlukan juga analisis efektivitas dan
efisiensi sebagai gambaran apakah penggunaan anggaran tersebut sudah tepat sesuai

dengan apa yang direncanakan dan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

EFEKTIVITAS

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tujuan atau hasil yang diinginkan
dapat dicapai dengan cara yang paling optimal. Dalam berbagai bidang, seperti
manajemen, pendidikan, dan kebijakan publik, efektivitas menjadi tolok ukur utama
dalam menilai keberhasilan suatu strategi atau program. Faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas meliputi perencanaan yang matang, penggunaan sumber
daya yang efisien, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian
target. Tanpa efektivitas, upaya yang dilakukan bisa menjadi sia-sia karena tidak
menghasilkan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk terus
meningkatkan efektivitas melalui inovasi, pengukuran kinerja, serta penyesuaian strategi
berdasarkan data dan evaluasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/

PMK.02/ 2017, efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

o Realisasi anggaran belanja total
Efektivitas anggaran = - x 100%
Pagu anggaran belanja total

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996
tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, kriteria penetapan tingkat efektivitas
anggaran belanja adalah sebagai berikut:

e Sangat Efektif : Efektivitas > 100%
o Efektif : 90% < Efektivitas < 100%
e Cukup Efektif :80% < Efektivitas < 90%

e Kurang Efektif :60% < Efektivitas < 80%
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AH

: 0% < Efektivitas < 60%

Tabel 3.21

Tingkat Efektivitas Anggaran Tahun Anggaran 2025

2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya Akses dan Kualitas . 303.915.710. | 276.593.641. .
Indeks P k 9 9
Pendidikan yang Merata ndeks Pendidikan 98,06% 883.41 866,00 91,00% Efektif
Meningkatnya Derajat Kesehatan o 58.926.832.6 47.065.160.3 o .
Masyarakat Indeks Kesehatan 100,01% 38,00 29 79,87% Kurang Efektif
Indeks
) 2.017.106.4 | 1.991.015.1
Ketimpangan 98,30% 63.00 2100 98,70% Efektif
Meningkatnya kesetaraan dan Gender ! !
perlindungan dalam Persentase
pembangunan dan kehidupan Kelompok
sosial masyarakat . L 138.920.482. 132.254.589. o .
DlsabI|I':aS 100% 939.23 747,00 95,20% Efektif
mengakses
layanan dasar
Indeks 13.990.205.5 13.859.342.1
Meningkatnya Kualitas Kehidupan | Pembangunan 09'20 R 02‘00 o 99,06% Efektif
Keluarga dan Penerapan Nilai- Kebudayaan ’ ’
Nilai Budaya untuk mendukung Indeks Rp
SDM yang berkarakter dan Pembangunan o 44.116.906. | 21.871.061.6 49,5% . .
beretika Keluarga 79,01% 270,00 01,00 Tidak Efektif
(IBANGGA)
Tingkat o 1.294.725.0 | 1.249.894.00 o ’
Kemiskinan 116,26% 00,00 0,00 96,53% Efektif
Tingkat
5.365.653.8 4.021.945.15 Kurang
0, A . . o,
Menurunnya Tingkat Kemiskinan {P_f::sj&gguran 111, 40% 00,00 1,00 74,94% Efektif
. . 317.970.419,
Indeks Gini 109,4% 35000554 60 00 90,70% Efektif
Kontribusi sektor
pertanian 95,90% 39.225.785. | 38.359.7157 97,49% Efektif
terhadap PDRB 029,00 81,40
Kontribusi sektor
perindustrian 98,10% 35006554'60 SATATOA | 90,70% Efektif
Meningkatnya pengembangan terhadap PDRB !
ekonomi sektor unggulan Kontribusi Sektor
Pariwisata 107,28% 2'7832'602'0 2'3;2’917'81 97,72% Efektif
terhadap PDRB ’ ’
Kontribusi Sektor
Perikanan 1.691.186.2 1.596.515.86 94,40% Efektif
terhadap PDRB 25,00 000
. S Pertumbuhan
Meningkatnya nilai taf“ba“ nilai produksi 3.119.184.1 | 2.739.267.84 Cukup
produk olahan pertanian dalam engolahan 5000 100 87,82% Efektif
arti luas peng . ’ ’
sektor pertanian
: S Pertumbuhan
!Vlenlnglfatnya Realisasi nilai realisasi investasi -084% 46.999.100, 37.118.430 78,97% Kuran.g
investasi daerah 00 Efektif




PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU

Persentase
infrastruktur
9 Terwujudny.a |nfrast'ruktur f:laerah penunjang 280% 668.841.30 | 650.634.060, 97,27% Efektif
pendukung investasi investasi yang 0,00 00
dalam kondisi
mantap
Rasio 26.849.494.6 23.870.884.5
Kemandirian 121,16% 60.00 U '01 '00 ’ 88,90% Cukup Efektif
Meningkatnya kemandirian Fiskal ’ ’
10 )
ekonomi daerah
Lajuinflasi daerah | 89,2% | 83.222.000,00 81'14%970'0 97,50% Efektif
Meningkatnya kapasitas dan Indeks 358,006,653 331481029
11 | kualitas aksesibilitas dan Konektivitas 69,4% 750'71 R 408 0'0 ’ 92,59% Efektif
konektivitas antar wilayah Wilayah ’ ’
Persentase
wilayah yang
Meningkatnya Pemerataan memiliki o 109.090.198. | 81.146.726.0 o Kurang
12 Infrastruktur Dasar Wilayah infrastruktur 173% 842,56 25,00 74,38% Efektif
layanan dasar
yang baik
6.267.127.1
Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas o 6.457.789.1 .
2 [
13 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup 109,58% 79,00 72,00 97,04% Efektif
. . 58.128.314.0
14 Meningkatnya kapasitas daerah Indeks Ketahanan 79.59% 69.363.722. 97,00 83,70% Cukup Efektif
dalam penanganan bencana Daerah 527,00
Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan o 189.053.255. 170.473.738. o .
15 publik Masyaraka 99,21% 296.43 792,00 90,17% Efektif
Meningkatnya akuntabilitas L o 1.092.060.1
16 kinerja Pemerintah Daerah Nilai SAKIP 98,71% 45.411,85
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan aset - o 349.850.37 337.874.16 o )
17 daerah Opini BPK 100% 251689 0.031,00 96,57% Efektif
Efisiensi
Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses.

Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih

cepat. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus berikut:

_ (PAK; x CK;) — RAK;

(PAK; X CK;)

X 100%

Keterangan:

e E : Efisiensi

e PAKi : Pagu anggaran keluaran i
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e RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

e CKi : Capaian kinerja i

Sasaran

Strategis

Indikator
Kinerja Utama
(Iku)

Target

Realisasi

Tabel 3.22
Tingkat Efisiensi Pengunaan Anggaran Tahun Anggaran 2025

Capaian
Kinerja

Pagu
Anggaran
(Rp)

Realisasi
Anggaran
(Rp)

Efesiensi
(8x7)-9 x
100%
8x7

Kategori

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Akses dan Indeks 303.915.710. | 276.593.641
R o .915.710. .593.641. o -
ﬁgﬁgﬁﬂfkan Pendidikan 7124 6986 98,06% 883,41 866,00 7.19% Efisien
yang Merata
Meningkatnya
Derajat Indeks o 58.926.832.6 47.065.160.3 o . L.
Kesehatan Kesehatan 82,01 82,05 100,01% 38,00 89,00 20,13% Tidak efisien
Masyarakat
Meningkatnya Indeks
kesetaraan dan Ketimpangan 0,472 0,48 101,7% 2'017'506'46 1'991':?15'12 0,41% Efisien
perlindungan Gender
dalam
Persentase
pembangunan Kelompok
dan kehidupan S o 138.920.482. 132.254.589. o L.
sosial ::ib:I;::S 100 100 100% 939,23 747,00 4,7% Efisien
masyarakat g
layanan dasar
Meningkatnya Indeks
Kualitas Pembangunan 58,79 13'933'2285'5 13'%5296%42'1
Kehidupan Kebudayaan ! !
Keluarga dan
Penerapan
Nilai-Nilai Indeks
Budaya untuk Pembangunan o 44.116.906. | 21.871.061.6 o ’ .
mendukung Keluarga 68,22 53,90 79,01% 270,00 01,00 37,25% Tidak efisien
SDM yang (IBANGGA)
berkarakter dan
beretika
Tingkat o 1.294.725.00 1.249.894.00 o ..
Kemiskinan 6,64 5,56 116,26% 0,00 0,00 16,96% Efisien
Menurunnya Tingkat
Tingkat Pengangguran 3,07 3,42 111,40% 5.365.653.80 1'251'945'15 32,71% Tidak efisien
Kemiskinan Terbuka 0,00 ’
Indeks Gini 0,275 0,249 109,4% 350.554.600, 317.970.419, 17,08% Efisien
00 00
Kontribusi
sektor pertanian 9,77 9,37 95,90% 39'3;5&73'5 38'385:?;17015'7 -1,6 Efisien
terhadap PDRB ! !
Kontribusi
sektor 211 207 98.10% 350.554.60 317.970.419 753% Efisien
. perindustrian ’ ! (et 0,00 ,00 3%
Meningkatnya ’
terhadap PDRB
pengembangan —
ekonomi sektor Kontribusi
Sektor 9.846.602.05 9.622.917.81
| 0, 0/ ici
unggulan Pariwisata 2,06 2,21 107,28% 7,05 1,00 8,90% Efisien
terhadap PDRB
Kontribusi
Sektor 098 1.691.186.2 1.596.515.8
Perikanan ’ 25,00 60,00
terhadap PDRB
m;?;:ﬁ;:;}ya Pertumbuhan
roduk olahan nilai produksi 594 3.119.184.1 2.739.267.8
p ) pengolahan ’ 50,00 41,00
pertanian sektor pertanian
dalam arti luas P
Meningkatnya Pertumbuhan
Realisasi nilai realisasi 54,87 -5,4 -9,84% 33'999'100' 37.118.430 90 Tidak Efisien

investasi

investasi daerah
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Persentase
. infrastruktur
Terwujudnya daerah
i 668.841.300, 650.634.060, .
g | infrastruktur penunjang 26,67 74,69 180% 0,65% Efisien
pendukung investasi yang 00 00
investasi dalam kondisi
mantap
Rasio
Meningkatnya Kemandirian 4,30 521 121,16% 26.849.494.6 | 23.870.884.5 26,6%% Tidak Efisien
o ek Fickal 60,00 01,00
10 emandirian
ekonomi
daerah Laju inflasi 25 2,230 89,2% 83.222.000,0 81.146.970,0 -9,31% Efisien
daerah 0 0
Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas Indeks
11 aksesibilitas Konektivitas 0,50 0,347 69,4% 358.006.653. 331.481.029. -33% Tidak Efisien
dan Wilayah 750,71 408,00
konektivitas
antar wilayah
Persentase
Meningkatnya wilayah yang
Pemerataan memiliki o 109.090.198. 81.146.726.0 o " -
12 Infrastruktur infrastruktur 43,09 74,69 173% 842,56 25,00 57% Tidak efisien
Dasar Wilayah layanan dasar
baik
KMUZT;tr;gskatnya Indeks Kualitas 6.457.789.1 6.267.127.1
13 ) Lingkungan 79,86 87,51 109,58% o T 72,00 21% Efesien
Lingkungan Hidup 79,00
Hidup
Meningkatnya
kapasitas Indeks
14 daerah dalam Ketahanan 0,49 0,39 79,59% 69.445.501.9 | 58.128.314.0 -5,16% Efisien
penanganan Daerah 27,00 97,00
bencana
m'j;'l“i't:ikat"ya Indeks 189.053.255. | 170.473.738.
15 elayanan Kepuasan 84,32 83.66 99,21% 296,43 792,00 9,10% Efisien
P y Masyaraka
publik
Meningkatnya
akuntabilitas
1.092. i
16 kinerja Nilai SAKIP 72,1 71,17 98,71% 4(;941(:)[6;5
Pemerintah . 4
Daerah
Meningkatnya
kualitas
337.874.16
49. .37
17 | e | OPimiBPK wre wre 0% | 239359571 0.031,00 3,42% Efesien
216,

aset daerah

Catatan : Efisien (Batas maksimal 20% Batas Minimal -20%)
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E. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT SAKIP TAHUN 2025
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

PENANGGUNG STATUS / PROGRESS

N REKOMENDASI RENCANA AKSI TINDAK LAN. T LINK DATA DUKUN:«

° ° S < s u JAWAB PENYELESAIAN UkuNG
Catatan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029
Outcome (Sasaran Program ada Tabel 111.6

v (sasaran Program) p 1. Pada dasarnya, penentuan program prioritas di

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten !

> abus RPJMD sdh berdasarkan outcome dan juga strategi,
Malinau Tahun 2025-2029, telah disajikan isinth - oar ’

. bisa dilihat pada tabel kertas kerja di file kertas kerja
secara lengkap, detil, dan terukur. Namun
Pemkab Malinau perlu menyesuaikan (sheet pertama)
periu meny: ~ |2. konsep penyajian di inmendagri 2/2025 tidak ada . https://dri le.com/drive/folders/1XG
1 |Outcome Program Prioritas dengan Strategi ! A Kepala Bappeda Telah selesai /
b kaitan langsung antara outcome dengan strategi MU-Byr8WhxBK3|Lis8]EKRKw 1pjE7

dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD, r S A

R o lampirkan konsep RPJMD dalam inmendagri.
agar outcome dan indikator program prioritas 8 A :

N 3.outcome dan strategi tidak saling bersinggungan
yang ditetapkan menggambarkan strategi - !
e ars tapi sama sama mempengaruhi penentuan program
prioritas” untuk mencapai tujuan dan pi s
prioritas.

sasaran

, |Terdapat indikator dalam Outcome program Ed'ekrab':iLid:;an";i‘::‘::‘:u‘::g::;:::gziz;d:nh epala Bappeda Telah selesai https://drive.google.com/drive/folders/1XG
prioritas yang perlu diperbaiki RP‘;MD & P PP MU-Byr8WhxBK3]Lisi8|EKRKw1pjE7
Catatan Perjanjian Kinerja Bupati 2025

1. Pada RKPD Perubahan tahun 2025 untuk target

Pengeluaran Per Kapita disesuaikan dengan hasil
Sebagian besar target pada tahun 2025 sudah ;iak'f:: tahun 2024 dan dapat dilihat pada data
lebih tinggi dibandingkan dengan realisasii; ", i indikator Indeks Kualitas Udara ada https://dri le.com/drive/folders
tahun 2024, namun masih terdapat beberapa ? .

ERN gl >?|perubahan target berdasarkan SK dari Kementerian Kepala Bappeda Telah seles /1XGMU-

indikator yang target tahun 2025 nya lebih !
> h n < Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keputusanan Byr8WhxBK3jLisj8]EKRKwW1pjE7
rendah dibandingkan realisasi 2024, misal| ‘
o o ra D e ua  es | Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
8 P ' Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2024
Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2025 - 2029,
Catatan Pohon Kinerja
Belum upload pohon kinerja level pemda Sudah di upload pohon kinerja level pemda dalam https://drive.google.com/drive/folders/1XG

4 |dalam esakipreviu esakipreviu dari Misi 1 sampai Misi 6 Kepala Bappeda Telah selesai MU-Byr: 3jLis] 1pjE
Catatan IKU Daerah
Dokumen manual IKU belum diupload dalam |Dokumen manual IKU sudah diupload dalam . le.com/drive/folders/1XG

B ! ) ! : Kepala Bappeda Telah selesai em/a ;
esakipreviu esakipreviu 3it 1piE
Catatan LPPD
Untuk data capaian kinerja yang capaian dan
persentase capaian masih kosong dalam LKJIP
Kabupaten mohon bisa dilengkapi, misal|Data realisasi dan persentase capaian kinerja

6 |Indeks Pembangunan Kebudayaan dan nilai|beberapa indikator kinerja dalam LKJIP Kabupaten| Kabag. Organisasi Telah selesai https://bit.ly/MTLSAKIP2025TW2
LPPD. Rasio rumah layak huni untuk|sudah dilengkapi
persentase capaian juga masih kosong
datanya dalam tabel
Tabel analisis efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya bisa dirangkum Tabel analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan

7 |menjadi 1 tabel pada bagian akhir Bab sumber daya sudah dibuat dan dirangkum menjadi 1 | Kabag. Organisasi Telah selesai https://bit.ly/MTLSAKIP2025TW2
Akuntabilitas Kinerja. Agar terlihat tabel pada bagian akhir Bab Akuntabilitas Kinerja
perbandingannya dari seluruh sasaran kinerja
Catatan umum Unit Kerja
Masih terdapat kondisi kinerja yang Kondisi kinerja yang ditetapkan pada dokumen

g |ditetapkan pada dokumen perencanaan perencanaan (Renstra) sudah menjawab isu strategis | oo Telah selesai https://dri le.com/drive/folders/1XG
belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi unit kerja sesuai dengan pohon kinrja P PP MU-Byr:
yang dihadapi dan atau kinerja utama yang disusun
Perlu penajaman kondisi kinerja dan
memastikan keselarasan dalam mewujudkan |Telah dilakukan penajaman kondisi kinerja dan
kinerja tiap jenjang, guna memastikan bahwa |keselarasan dalam mewujudkan kinerja tiap jenjang , .

- " A https://dri L drive/folders/1XG

9 |rumusan tujuan dan sasaran yang telah telah berorientasi outcome dan sesuai dengan Kepala Bappeda Telah seles s omle- ey
dituangkan dalam dokumen perencanaan jenjang levelnya yang terintegrasi dengan pohon
telah berorientasi outcome dan sesuai kinerja yang telah disusun
dengan jenjang levelnya
Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan |Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan
sasaran strategis belum seluruhnya diikuti sasaran strategis sudah memenuhi indikator kinerja
dengan indikator kinerja yang Spesifik, yang Spesifik, Measureable, Achievable, Relevance, .

10 Kepala Ba eda Telah selesai
Measureable, Achievable, Relevance, Timebound (SMART) dan cukup, khususnya Relevan P PP MU-

Timebound (SMART) dan cukup, khususnya  |telah dituangkan pada tabel tujuan, sasaran OPD
Relevan (indikator dan target)
Data kinerja yang digunakan untuk pengukuran
Dalam pengukuran data kinerja yang terlihat |kinerja dituangkan dalam tabel Manual IKU, sudah
i ] A R }

411 |Pada manual IKU, masih terdapat data kinerja [dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja Kepala Bappeda Telah selosai dri m/drive/folders/1xG
yang belum sepenuhnya andal untuk yang diharapkan berdasarkan perbaikan tabel MU-Byr. 3j1 1piE
mengukur capaian kinerja yang diharapkan Manual IKU OPD (Indikator, rumusan, definisi

operasional, sumber data, penanggungjawab)
Inf i kinerj lah  di . 1
Informasi  kinerja yang telah dituangkan|/"formasi kinerja yang telah dituangkan dalam
2 Ve ) laporan kinerja sudah dimanfaatkan dengan baik .
dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan cen . https://dri le.com/drive/folders/1XG
12 " untuk proses penentuan target kinerja tahun| Kepala Bappeda Telah seles .
dengan  baik, terutama pada proses MU-Byr i 1piE
erut 2 berikutnya dituangkan pada tabel target IKU, IKK,
penentuan target kinerja tahun berikutnya N "
program, kegiatan dan sub kegiatan
Malinau, 1 November 2025
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BAB IV
PENUTUP

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 yang merupakan wujud transparansi
dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum
sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun
setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang
hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau selama tahun 2025
baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Malinau akan senantiasa berusaha untuk
melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan kinerja ini. Berbagai hasil yang
telah diraih oleh Kabupaten Malinau selama ini akan selalu dijadikan modal berharga untuk
melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang terjadi
dijadikan pelajaran berharga untuk melangkah menuju Malinau yang lebih baik di hari esok.

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan vyang dijumpai dalam perjalanan
pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2025, dalam rangka peningkatan kinerjanya,
pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun-tahun
mendatang akan tetap difokuskan pada:

» Peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih (Good Goverment).

»  Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.

» Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan

publik.

» Penegakan hukum dan perundang-undang, serta perbaikan dalam sistem informasi

kinerja pemerintah daerah.

» Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.

» Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

Dengan tersusunnya Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2025 ini, diharapkan
dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak
terkait baik sebagai stakeholder ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Akhirnya, secara

umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang
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dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun
Anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis
vang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja

keras secara sinergis, inovatif dan kolaboratif bersama masyarakat dan semua pihak.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga
Perjanjian Kinerja dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan inte'gritas, akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur
seperti diatur de.lan? Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan pada dokumen
perencanaan yang |terkait dengan rencana strategis daerah dan Rencana
Pembangunan Ji Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun
2025-2029.

Demikian akhirnya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 semoga
dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malinau, 19 September 2025
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Dalam rangka m
dan akuntabel s
bawah ini:

Nama : WE

Jabatan : BUPATI MALINAU

Berjanji akan m

lampiran pexjanjim} kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

BUPATI MALINAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

judkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
a berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

I W. MAWA, SE., M.H

judkan target kinerja yang scharusnya sesuai dengan

menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami. !

Malinau, 19 September 2025
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PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 2025
Meningkatnya Akses dan Kualitas
1 Pendidikan yang Merata Indeks Pendidikan 71.24
Meningkatnya Derajat Kesehatan
2 M Kat Indeks Kesehatan 82,01
Indeks Ketimpangan Gender 0,472
Meningkatnya kesetaraan dan
3 | perlindungan dalam pembangunan Persentase Kelompok Disabilitas 100
dan kehidupan sosial masyarakat mengakses layanan dasar
Meningkatnya Kualitas Xehidupan Indeks Pembangunan 5879
4 | Xeluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Kebudayaan !
Budaya untuk mendukung SOM yang | Indeks Pembangunan Keluarga 68.22
berkarakter dan beretika (IBANGGA) ”
Tingkat Kemiskinan 6,64
5 | Menurunnya Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka 3,07
Indeks Ginl 0,275
Kontribusi sektor pertanian 977
terhadap PORB .
Kontribusi sektor perindustrian 2,11
6 Meningkatnya pengembangan terhadap PORB
ekonomi sektor unggulan Kontribusi Sektor Pariwisata 2,06
terhadap PDRB
Kontribusi Sektor Perikanan 0,98
terhadap PORB
5 Meningkatnya nilal tambah produk Pertumbuhan nilai produksi 5,94
olahan pertanian dalam arti luas pengolahan sector pertanian
8 | Meningkatnya Realisasi nilai investasi ::‘:;'“b“'“" resfisasl bvastas! 54,87
Kt Persentase infrastruktur daerah
9 m]hm' doys lef i penunjang Investasi yang dalam 26,67
B kondisi mantap
10 Meningkatnya kemandirian ekonomi | Rasio Kemandirian Fiskal 43
daerah Laju Inflasi daerah 2541
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
11 | aksesibilitas dan konektivitas antar Indeks Konektivitas 05
wilayah
Persentase wilayah yang
Meningkatnya Pemerataan
12 memilikl infrastruktur layanan 43,04
Infrastruktur Dasar Wilayah daser Belk
Meningkatnya Kualitas Uingkungan Indeks Kualitas Lingkungan
13 79,86
Hidup Hidup
14 | Meningkatnya kapashas daerah Indeks Ketahanan Daerah 049
dalam penanganan bencana
15 :;":mm kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 84,32
Meningkatnya akuntabilitas kinerja p 1
16 p h h Nilai SAKI 72,
Meningkatnya kualitas pengelolaan
A keuangan dan aset daerah Dplal BPK wrp
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O SASARAN | PROGRAM PRIORITAS ANGGARAN
1 | Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Merata
Program Pengelolaan Pendidikan _Rp 155.234.672.963.01
Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Rp 137.081.017.819.23
Program Pembinaan Perpustakaan | pp 822.990.000,00
Program Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Rp 4.263.840.741,10
2 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Keschatan Rp 2.032.009.000,00
Program Pemenuhan Upaya
Keschatan Perorangan dan Upaya
Keschatan Masyarakat Rp 1.028.421.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Keschatan Ro 22.276.000,00
3 Meningkatnya kesetarsan dan perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan sosial
masyarakat
Program Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan ) 100.000.000.00
Program Perlindungan Perempuan Rp 1.322.087.000,00
Program Perlindungan Khusus
Analk Rp 184.460.910.00
Program Pemenuhan Hak Anak Rp 410.558.558,00
Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat o 137.081.017 819,00

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk
mendukung SDM yang berkarakter dan beretika

Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera
| (KS) o 787.400.000,00
Program Rehabilitasi Sosial Rp $27.066.800,00
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem penyediaan
Air Minum Rp 40517614 47000
| pengembangan sistem air limbah | 8 228482500000 |
Pengembangan
Kebudayaan % 4.214.277.600,00 |
Program Pengembangan Kesenian
_‘_I‘ndidonnl Rp 5.561.650.305,20
Program Pengembangan
Kebudayaan L) 4.214.277.600,00
-




PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU

NO SASARAN PROGRAM PRIORITAS ANGOARAN
Program Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil dan Usaha
Mikro (UMKM) Rp 350.554.600,00
mhmndmmbm‘l‘uik
Destinasi Pariwisata Ap 6.297.579.252,99
Program Pemasaran Pariwisata Rp 1.623.742.525.00
Program Pengembangan sumber
daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Rp 1.925.280.279.96
Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya Rp 1.691.186.225,00

7 | Meningkatnya nilai tambah proeduk clahan pertandan dalam arti luas
[ Program Penyuluhan Pertanian [ Rp 3.119.154.150,00

8 | Meningkatnya Realisasi nilad investasi
Program Pengembangan fklim
Penanaman Modal Rp 46.599.100,00 |

9 | Terwujudnya infrastruktur pendukung investasi
Program Pelayanan Penanaman
Modal Rp 146.024.900.00
Pregram Hubungan Industrial

Rp 52281640000

10 | Meningkatnya kemandirian ekonomi daeruh
Program Administrasi
Pemerintahan Desa 523.854.150.00 |
Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat
dan Masyarakat Hukum Adat Rp 10.779.047.910,00
mww
daya saing kepemudaan Rp 10.779.047.51000 |
Program Stabilisass Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting Rp 1.086.183 644,00

11 | Meningkatnya kapasitas dan Kualitas Aksesbilitas dan Konektivitas antar wilayah
Program Penyelenggaraan Jalan Rp 275.881 405.630,71
Program Perekonomian dan
Pembangunan Rp 80.903.725.720.00

12 | Meningkatnya Pemeratann Infrastruktur Dasar Wilayah
Program Penyelenggaraan Penataan
| Ruang Rp 364525995200 |
Program Pengelolaan dan
mnmpnmmpm
Air Minum Rp 40517614 47000
Program Kawasan Permukiman Rp 2.240.000.000,00
Program Pengelolann dan
MMMU-M 2.

Program Peningkatan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum (PSU) R $4.225.1382
m.whh-nw
L 13 289222 540.00
13 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran
dan fatau Kerusakan Lingkungan
Hidup [ 3.712.477 400,00
Program Pengelolann Persampahan | sp 2.745.311.779.00

14 MMMMWW
Program Penanggulangan Bencana o 6.253.248 554,00




PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU

NO PROGRAM PRIORITAS ANGOGARAN
Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia Rp 4.731.746.500,00
Program Pengelolaan Aplikasi
Inf Rp 13.269.222.540,00
Program Pemerintahan dan
Kesefahteraan Rakyat Rp 137.081.017.31923
Program Penyelenggaraan
Pengawasan Rp 383964475600
Program Peningkatan Ketentraman
dan ketertiban Umum Ro 431.708 025,00
Program Pembinaan dan
pengembangan ketahanan
ekonomi, soséal dan budaya ) 615.332.900,00

16

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kota Re 1.083.427.661311 585
Program Pengelolaan [nformasi dan
Komunikasi Publik Rp 519.555,700,00
Program
Pengendalian dan Evalussi
Pembangunan Daerah Rp 3.112.853 400,00
17 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Program Pengelolaan Keuangan
Daerah Rp 399.200.536.816.67
Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah Ap 2.814,320.2¢0,00

Malinau, 19 September 2025







